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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar  Belakang Masalah
Dalam ekonomi syariah, perbankan merupakan kegiatan muamalah yang sangat
dianjurkan, selain sebagai wahana dalam transaksi pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam
lalu lintas pembayaran serta peredaran uang juga dapat menjadi salah satu motor penggerak
ekonomi kerakyatan. Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut financial
intermediary, artinya lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan
dengan masalah uang.1 Oleh karena itu, usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah
uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama.
Bank syari’ah atau biasa disebut Islamic Banking, berbeda dengan bank konvensional.
Perbedaan utamanya terletak pada landasan operasi yang digunakan. Bank Konvensional
beroperasi berlandaskan bunga, sedangkan bank syari’ah beroperasi berlandaskan bagi hasil,
ditambah jual beli dan sewa. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa bunga mengadung
unsur riba yang dilarang oleh agama Islam. Menurut pandangan Islam, didalam sistem bunga
terdapat unsur ketidakadilan karena pemilik dana mewajibkan peminjam untuk membayar
lebih daripada yang dipinjam tanpa memperhatikan apakah peminjam dan yang
meminjamkan berbagi dalam risiko dan keuntungan dengan pembagian sesuai kesepakatan.
Dalam hal ini tidak ada pihak yang dirugikan oleh pihak lain.
Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan
prinsip-prinsip muamalah Islam. Dengan kata lain, bank Islam lahir sebagai salah satu solusi
alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. pelarangan praktik
riba, ketidakjelasan, dan pelanggaran prinsip keadilan dalam bertransaksi, serta keharusan
penyaluran pembiayaan dan investasi pada kegiatan usaha yang etis dan halal secara syariah.
Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah, adalah bank yang
beroperasi dengan prinsip syariah Islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu pada
ketentuan-ketentuan Al-Qur’an dan Al-Hadits.
1 N.N. Undang-undang No. 10 Tahun 1998. Pasal 1.
2Tujuan didirikannya bank syariah adalah untuk mengembangkan prinsip-prinsip
syariah dalam transaksi keuangan. Adapun yang dimaksud prinsip syariah adalah prinsip
hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan
oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah yang
dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan , keseimbangan dan keuniversalan.2
Keuntungan  atau  laba  merupakan  target  dari sebuah  perusahaan, tak terkecuali
Bank Syariah. Secara  ekonomi,  investor  menanamkan  modalnya untuk  mendapatkan  hasil
(return)  dalam  periode  tertentu  (dalam  jangka  pendek atau  jangka  panjang)  serta  tidak
sukanya  investor  terhadap  risiko.  Untuk meminimalisir  risiko,  salah  satu  pendekatan
yang  digunakan  adalah  dengan menganalisis  financial  performance  perusahaan  yang
tercermin  dalam  laporan keuangan. Oleh sebab itu akuntansi menempati bagian terpenting
dalam kasus ini. Laba menjadi  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  teori  akuntansi.  Laba
menempati posisi  penting  dalam  akuntansi,  baik  akuntansi  konvensional  maupun
akuntansi syariah.  Perbedaan  yang  paling  substansial  adalah  laba  perusahaan  menurut
akuntansi  syariah  dikembangkan  sebagai  dasar  penentuan  besarnya  zakat  hasil usaha,
dasar  pendistribusian  dividen,  dasar  penentuan  pajak  kepada  pemerintah dan sebagai
dasar untuk memprediksi laba perusahaan pada periode selanjutnya. Dasar munculnya
akuntansi syariah terdapat dalam Al-quran yaitu pada surat Al-baqarah ayat 282, yaitu
sebagai berikut:
                  
               
                
                 
                    
                   
              
2Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah,( Jakarta :Kencana Prenada Media Group,
2009), h. 35
3                  
             
 
Artinya :
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk
waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di
antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya
sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang
berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada
Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang
berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak
mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan
persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada
dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi
yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya.
janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan
janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu
membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian
dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu),
kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka
tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu
berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan
(yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan
bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
Bedasarkan ayat diatas dapat diketahui bahwa sejak munculnya peradaban Islam
telah ada perintah untuk pencatatan yang penekanannya adalah untuk tujuan kebenaran,
kepastian, keterbukaan antara dua pihak yang mempunyai hubungan muamalah. Konsep
Islam dan hakikatnya akuntansi mempunyai persamaan-persamaan yang searah dan telah
terbukti bahwa akuntansi ada dalam Islam dan bahkan memberikan andil dalam
perkembangan pembangunan perekonomian.
4Seiring  dengan  makin  maraknya  perekonomian  syariah,  sudah  waktunya
diberlakukan laporan keuangan berbasis syariah menggantikan laporan keuangan
konvensional.  Diharapkan  dengan  laporan  keuangan  berbasis  syariah  dapat menekan
berbagai  penyimpangan,  manipulasi,  dan  penghasilan  tidak  halal lainnya. Berdasar
pendekatan di atas, keberadaan akuntansi syariah tidak terlepas dengan  etika  moral dalam
menghasilkan  atau  mengupayakan  suatu  tingkat keuntungan yang diinginkan oleh
perusahaan.3 Standar akuntansi tersebut harus dapat menyajikan informasi yang cukup, dapat
dipercaya dan relevan bagi para penggunanya, namun tetap dalam konteks syariah  Islam.
Penyajian informasi semacam itu  penting bagi proses pembuatan keputusan ekonomi oleh
pihak-pihak yang berhubungan dengan bank Islam atau lembaga-lembaga keuangan Islam
lainnya.
Penyajian  laporan  keuangan  menjadi  mengemuka  seiring  dengan kebutuhan
informasi  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat  atau  investor  sebelum melakukan  aktivitas
bisnis. Penyajian informasi semacam ini merupakan suatu proses pengambilan keputusan
ekonomi oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan bank syariah. Lebih dari itu akan
memiliki dampak positif terhadap distribusi sumber-sumber ekonomi untuk kepentingan
masyarakat. Hal ini karena prinsip-prinsip syariah Islam memberikan keseimbangan antara
kepentingan individu dan masyarakat. Dengan demikian akan tercipta kepercayaan
masyarakat terhadap lembaga keuangan bersangkutan.4
Hadirnya bank syariah sebagai organisasi yang relatif baru menimbulkan tantangan
besar bagi para pakar syariah Islam, salah satunya dalam bidang akuntansi, dimana para
pakar syariah Islam tersebut harus mencari dasar bagi penerapan dan pengembangan standar
akuntansi yang berbeda dengan standar akuntansi bank konvensional seperti telah dikenal
selama ini. Standar Akuntansi tersebut menjadi kunci sukses bank syariah dalam melayani
masyarakat disekitarnya sehingga seperti lazimnya, harus dapat menyajikan informasi yang
cukup dapat dipercaya dan relevan bagi para penggunanya, namun tetap dalam konteks
syariah Islam.
Ikatan akuntansi Indonesia sejauh ini telah menerbitkan enam standar yang terkait
dengan standar akuntansi syariah, yaitu PSAK 101 (penyajian dan pengungkapan laporan
keuangan entitas syariah), PSAK 102 (murabahah), PSAK 103 (salam), PSAK 104
3Agus Eko Sujianto, “Prinsip, Konsep Dasar dan Tujuan Laporan Keuangan Akuntansi Syariah”,
Jurnal Hukum Islam, Vol. 10 No. 1 , 2005 h. 16-23.
4Ibid
5(istishna), PSAK 105 (mudharabah), dan PSAK 106 (musyarakah), PSAK tersebut
dikeluarkan sebagai pengganti dari PSAK no. 59 tentang akuntansi perbankan syariah.
Eksistensi akuntansi syariah di Indonesia diawali oleh PSAK 59 yang disahkan pada 1
mei 2002 dan berlaku mulai 1 januari 2003. PSAK yang merupakan produk Dewan Standar
Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntansi Indonesia berlaku hanya dalam tempo lima tahun.
Sementara PSAK 101-106 yang sudah diberlakukan pada 1 januari 2008, telah disahkan pada
27 Juni 2007.5 PSAK 101-106 inilah yang sekarang dijadikan dasar akuntansi keuangan
syariah terhadap transaksi-transaksi yang dipraktekkan di perbankan syariah maupun
lembaga keuangan syariah non bank yang lain.
Di antara sumber-sumber informasi yang penting adalah laporan keuangan dari bank
syariah yang disiapkan sesuai dengan standar yang dapat diterapkan pada bank syariah. Bank
Syariah sebagai sebuah lembaga penghimpunan dan penyalur dana dari masyarakat yang
dalam pelaksanaannya tidak membedakan nama produk tetapi melihat pada prinsip yaitu
prinsip wadiah, prinsip mudharabah, prinsip murabahah, dan prinsip musyarakah.
Mudharabah dan Musyarakah saat ini merupakan wahana utama bagi lembaga
keuangan syariah untuk memobilisasi dana masyarakat dan untuk menyediakan berbagai
fasilitas, seperti fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha. Mudharabah dengan dasar profit
and loss sharing principle merupakan salah satu alternatif yang tepat bagi lembaga keuangan
syariah yang menghindari sistem bunga (interest free) yang oleh sebagian ulama dianggap
sama dengan riba yang diharamkan.
Akad musyarakah adalah akad kerjasama yang didasarkan atas bagi hasil. Berbeda
dengan akad mudharabah dimana pemilik modal menyerahkan dana menyerahkan modal
sebesar 100% dan pengelola dana berkontribusi  dalam kerja, dalam akad musyarakah, para
mitra berkontribusi dalam modal maupun kerja. Keuntungan dari usaha syariah akan
dibagikan kepada para mitra sesuai dengan nisbah yang disepakati para mitra ketika akad,
sedangkan kerugian akan ditanggung para mitra sesuai dengan proporsi modal. Para mitra
melakukan akad musyarakah dilandasi dengan keinginan kuat untuk meningkatkan harta
kekayaan yang dimilikinya melalui kerjasama diantara mereka.6
Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK No. 106 mendefinisikan musyarakah
sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana
5Dwi Suwiknya, Pengantar Akutansi Syariah, Lengkap dengan kasus-kasus penerapan PSAK Syariah
untuk Perbankan Syariah, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), h. 6.
6Sri NurhayatiWasilah, Akutansi Syariah di Indonesia, (Jakarta: 2011). h. 142.
6masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan
dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana. 7
Diantara kelebihan prinsip Mudharabah dan Musyarakah yang disebutkan diatas,
kenyataannya tidak banyak Bank dan Lembaga Keuangan syariah maupun Investor yang
berminat memakai kedua prinsip tersebut, hal yang paling banyak menjadi alasan adalah
tingkat resiko yang lebih tinggi dibandingkan prinsip-prinsip perbankan syariah yang lain,
salah satu indikatornya adalah sistem (alur) penyaluran dananya yang terkesan lebih rumit
dan beresiko dibandingkan prinsip-prinsip perbankan syariah yang lain, walaupun mungkin
tingkat keuntungannya jauh lebih tinggi dibandingkan prinsip-prinsip perbankan syariah
lainnya.
Oleh sebab itu Penelitian ini ingin menganalisis sistem (alur) penyaluran dana atas
pembiayaan yang berakad Mudharabah dan Musyarakah yang tertuang adalam sistem
Akuntansinya, kelebihan mapun kekurangannya, agar dapat menjadi akad pembiayaan yang
dapat digunakan oleh semua lembaga kuangan maupun Bank syariah.
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa
permasalahan adalah  sebagai berikut :
a. Bagaimana bentuk pratik akuntansi pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang
selama ini diterapkan di PT BPRS Metro Madani dan PT. BPRS Lampung Timur.
b. Bagaimana penrapan akuntansi pembiayaan mudharabah dan musyarakah
berdasarkan PSAK 105 dan 106 yang selama ini diterapkandi PT BPRS Metro
Madani dan PT. BPRS Lampung Timur.
c. Apa saja hambatan-hambatan dan risiko yang dihadapi dalam penerapan akuntansi
pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang selama ini diterapkandi PT BPRS
Metro Madani dan PT. BPRS Lampung Timur.
7Ikatan Akutansi Indonesia, “Standar Akutansi Keuangan” ,PSAK NO. 105, 2009.
7C. Batasan Masalah.
Dengan pertimbangan kepentingan peneliti, keterbatasan kemampuan dan waktu peneliti
serta untuk menghindari kesalahan persepsi, pemahaman penelitian dan permasalahan yang
diteliti tidak melebar, maka peneliti memberikan batasan penelitian yang meliputi:
a. Penerapan  akuntansi mudharabah dan musyarakah pada tahun 2015 s/d 2016.
b. Penerapan akuntansi mudharabah dan musyarakah bedasarkan PSAK 105 dan 106 yang
diterapkanpada PT BPRS Metro Madani Metro Lampung dan PT BPRS Lampung
Timur, melalui pendekatan Akuntansi Positif.
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan batasan masalah diatas, penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimana penerapan Akuntansi Mudharabah dan Musyarakah di PT BPRS Metro
Madani dan PT BPRS Lampung Timur sesuai dengan sistem PSAK 105 dan PSAK
106 ?
2. Bagaimana penerapan Akuntansi Mudharabah dan Musyarakah di PT. BPRS Metro
Madani dan PT. BPRS Lampung Timur melalui Pendekatan Teori Akuntansi Positif
sesuai dengan prespektif Ekonomi Islam?
E. Tujuan Penelitian
1. Untuk manganalisis bentuk pratik pembiayaan mudharabah dan musyarakah melalui
pendekatan Akuntansi Positif di PT BPRS Metro Madani Metro Lampung dan PT
BPRS Lampung Timur.
2. Untuk menganalisis nisbah dalam akad mudharabah dan musyarakah melalui
pendekatan Akuntansi Positif pada PT BPRS Metro Madani Metro Lampung dan PT
BPRS Lampung Timur.
83. Untuk menemukan kesesuaian antara sistem akuntansi mudharabah dan musyarakah
melalui pendekatan Akuntansi Positif dengan Penerapan akuntansi mudharabah dan
musyarakah pada PT BPRS Metro Madani dan PT BPRS Lampung Timur.
F. Manfaat Penelitian
1. Dengan membandingkan teori dan praktik, maka diharapkan dapat memperkuat
sistem akuntansi syariah pada Bank dan Lembaga Keuangan.
2. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan akan memberi masukan yang bermanfaat
bagi lembaga keuangan syariah, khususnya PT BPRS Metro Madani Metro Lampung.
3. Memberikan tawaran sistem pengaplikasian Akutansi Mudharabah dan Musyarakah
yang lebih aman dan transparan.
4. Penelitian ini berguna sebagai rujukan pihak kampus IAIN RadenIntan Bandar
Lampung dan peneliti berikutnya sebagai bahan rujukan untuk penelitian yang lebih




1. Pengertian Bank Syariah
Perbankan syariah atau Perbankan Islam adalah suatu sistem yang
dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem ini
didasari oleh larangan dalam agama islam untuk memungut maupun meminjam
dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-
usaha yang dikategorikan haram (misal: usaha yang berkaitan dengan produksi
makanan/minuman haram, usaha media yang tidak islami dll), dimana hal ini tidak
dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.
Antonio dan perwata admadja membedakannya menjadi dua pengertian, yaitu
Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syariat Islam. Bank Syari’ah
adalah
a. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari’at Islam
b. Bank yang tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan-ketentun Al
qur’an dan Hadits8
Sementara Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syari’ah Islam adalah
Bank yang dalam operasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syari’at Islam,
khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dikatakan lebih
lanjut, dalam tata cara bermuamalah itu harus dijahui oleh hal-hal dan praktek-praktek
yang dikhawatirkan mengandung unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan
investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.9
8 Karnaen Perwataatmadja dan M. Syafi’I Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam,(Yogyakarta: PT.
Dana Bhakti Wakaf, 1997), h.1
9 ibid
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2. Landasan Hukum Bank Syariah
Kata Hukum (al-hukum) secara bahasa bermakna menetapkan atau
memutuskan sesuatu, sedangkan pengertian hukum secara terminologi berarti
menetapkan hukum terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan
manusia,10 dalam perihal ini berarti penetapan hukum yang berkaitan dengan
Perbankan.
Perkembangan perbankan syariah belum diimbangi dengan kemajuan di
bidang hukum perbankan syariah, dengan tidak adanya undang-undang (UU) yang
secara spesifik mengkolaborasi kekhususan perbankan sayariah. Jika dihitung
rentan waktu antara pendirian perbankan syariah (Tahun 1980)dengan
pembentukan UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah membutuhkan
waktu sekitar 28 tahun. Jadi pengesahan UU perbankan syariah oleh DPR, 17 juni
2008 dan pengundangannya oleh presiden SBY, 16 juli 2008, dapat dikatakan
sangat telat. Sebab, dizaman penjajahan saja pemerintahan kolonial belanda sudah
mengakomodasikan sebagian aspirasi masyarakat muslim dalm bidang ekonomi
syariah, seperti tercermin dari ordonasi riba tahun 1938. Ordonasi riba ini
dikeluarkan untuk mencegah praktik riba dikalangan masyarakat, antara lain
dengan memberikan kewenangan kepada hakim untuk membatalkan perjanjian
yang dianggap memberatkan salah satu pihak, atau memperingan beban pihak
yang merasa diberatkan itu (pasal 2 ayat 14 ordonasi riba 1938).11
Dalam komentar keterbelakangan Indonesia dalam pembentukan Bank
Islam yang di lontarkan oleh K.H Hasan Basri mengatakan bahwa kondisi
keterlambatan ini karena political-will belum mendukung, selanjutnya sampai
diundangkannya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas
Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, BMI merupakan satu-
satunya bank umum yang mendasarkan kegiatan usahanya atas syariat Islam di
Indonesia.12
Adapun landasan hukum perbankan Syariah yang di brujuk pada ayat-ayat
Al qur’an adalah sebagai berikut:
10Burhanuddin Susanto, Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, (Yogyakarta : UII Press. 2008), H. 7.
11Addenda & Corrigeada, Himpunan peraturan perundang-undangan replubik Indonesia , (Jakarta: PT
Ichtiar baru van hoeve), h: 1.
12Ibid.
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a. Surat Al-baqarah ayat 275, sebagai berikut :
          
                 
               
             

Artinya :
“orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran
(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah
disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama
dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu
terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah
diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah)
kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah
penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”
b. Surat Ar-Rum ayat 39, sebagai berikut :
                  
           
Artinya :
“dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia
bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi
Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan
untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah
orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”
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Selain pada ayat-ayat Al qur’an, landasan hukum perbankan syariah juga
terdapat pada hirarki Peraturan Perundang-Undangan perbankan syariah dalam
yang diantaranya sebagai berikut:
a. Pancasila
Pancasila tidak dimasukkan dalam heirarki perundang-undangan. Akan
tetapi lebih disebut sebagai norma dasar Negara. Pancasila merupakan
landasan filosofis dari setiap produk hukum di Indonesia, sehingga semua
substansi peraturan yang berada dibawahnya tidak bertentangan dengan setiap
silan yang ada. Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan landasan
filosofis bagi institusi-institusi keagamaan termasuk juga bank syariah. Secara
umum sila ini memberikan pernyataan bahwa negara melindungi setiap warga
negaranya dalam menjalankan aktifitas keagamaannya selama tidak
bertantangan dengan hukum dan norma-norma sosial, sebagaimana dijabarkan
dalam pasal 29 UUD 1945. Selain itu, jika dihubungkan dengan prinsip Islam,
sila ini menunjukkan adanya unsur tauhid atau ke-Esa-an Allah SWT. dan
sekaligus menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang beragama.
Bank syariah dan Bank Pembiayaan Masyarakat yang menjalankan
usahanya berdasar pada prinsip ekonomi Islam (fiqh muamalah) memiliki
kesempatan yang luas dalam mengembangkan usahanya dengan adanya
perlindungan dari negara, sebab usaha ini dapat dikatagorikan dalam praktik
peribadatan umat Islam pada bidang ekonomi. Usaha yang mengedepankan
prinsip tolong menolong, kejujuran, antaradin, dan keadilan sebagaimana
yang diajarkan dalam Islam.
b. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945
Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dalam ilmu hukum disebut
sebagai sumber dari segala sumber hukum. UUD Tahun 1945 menempati
posisi teratas dalam heirarki perundang-undangan sebagaimana yang tedapat
pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di atas. Peletakan UUD 1945
pada posisi ini disebabkan kedudukannya yang urgen bagi negara, yaitu
sebagai salah satu syarat terbentuknya sebuah negara. Menurut Hans Kalsen
13
Undang-Undang Dasar dikategorikan sebagai Grundnormen13atau norma dasar
yang menjadi payung bagi peraturan-peraturan yang berada dibawahnya.
Aturan dasar pada ranah perekonomian terdapat dalam Pasal 33 UUD Tahun
1945 yang berbunyi:
1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan.
2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai
hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai
oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi
dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan
kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam
undang-undang.
Berdasarkan substansi pasal di atas dapat diketahui bahwa sistem
perekonomian di Indonesia mengacu pada beberapa prinsip, antara lain:





Bank Syariah sebagai salah satu pelaku perekonomian memiliki
tanggung jawab untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip di atas dalam
menjalankan aktivitasnya. Menghimpun dana dari masyarakat kemudian
menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan untuk meningkatkan
kemandirian rakyat dalam berusaha yang berkelanjutan guna
meningingkatkan perekonomian mereka berdasarkan prinsip kekeluargaan.
13Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h. 100
14
c. Undang-Undang No.14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan
Sesungguhnya regulasi perbankan di Indonesia secara sistematis di
mulai sejak tahun 1967, yakni dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.14
Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan. Akan tetapi dalam Undang-
Undang ini tidak ditemukan pasal yang mengatur sistem Perbankan secara
spesifik, terutama yang berkenaan dengan perbankan syari’ah, melainkan
mengatur sistem perbankan yang berlaku pada masa itu secara komperehensif,
yakni berupa perbankan konvensional.
Adapun sistem perbankan konvensional pada masa ini tidak terlepas
dari konsep pemberlakuan bunga. Hal ini disebabkan karena konsep
pemberlakuan bunga tersebut telah melekat pada definisi kredit yang di
sebutkan dalam Pasal 13 huruf (c) Undang-Undang N0.14 Tahun 1967 yang
menyatakan:
Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat
disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara
bank dengan lain pihak dalam hal, mana pihak peminjam berkewajiban
melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang
telah ditetapkan.14
Oleh karena itu pada periode ini, tidak dimungkinkan berdirinya
sistem perbankan syari’ah, akan tetapi Undang-Undang inilah yang akan
berhubungan dengan kedudukan perbankan syari’ah.
d. Periode Deregulasi 1 Juni 1983
Gagasan bank syariah di Indonesia muncul sejak tahun 1980-an oleh
beberapa orang praktisi di antaranya adalah Karnaen A Perwataatmadja, M
Dawam Rahardjo, AM Saefuddin, dan M Amien Azis. Di awal tahun 1980-an,
sisitem pengendalian tingkat bunga oleh pemerintah mulai mengalami
kesulitan, dan dampak yang muncul adalah:
1. Bank-bank yang telah didirikan sangat tergantung pada likuiditas Bank
Indonesia
14 Wirdyaningsih, “Bank dan Asuransi Islam di Indonesia”, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 58
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2. Tidak ada persaingan antar bank akibat dari penentuan tingkat bunga oleh
pemerintah
Hal tersebut menyebabkan pemerintah kemudian mengeluarkan
Deregulasi dibidang perbankan tanggal 1 juni 1983 yang membuka belenggu
penetapan tingkat bunga tersebut dengan harapan suatu bank dapat
menentukan tingkat bunga sebesar 0%.
Akan tetapi Deregulasi 1 juni 1983 ini tidak menimbulkan suatu
dampak yang merupakan penerapan dari sistem perbankan syari’ah melalui
perjanjian murni berdasarkan prinsip bagi hasil. Ada beberapa alasan yang
menghambat terrealisasinya Deregulasi tersebut, yakni:
1) Operasi bank islam yang menerapkan prinsip bagi hasil belum diatur
2) Deregulasi tersebut tidak sejalan dengan UU Pokok Perbankan N0.14
Tahun 1967
3) Konsep Bank Islam dianggap berkonotasi ideologis, karena berkaitan
dengan Negara Islam, sedangkan Indonesia bukanlah Negara Islam.15
Dan pada masa itu Bank Islam belum dapat berdiri, karena bank-bank
yang telah ada di Indonesia masih beranggapan bahwa sistem bank tanpa
bunga bukanlah sebagai bisnis yang dapat menguntungkan. Oleh karena itu
digunakanlah badan hukum koperasi sebagai bentuk hukumnya, sebagai
wadah penerapan sistem perbankan syari’ah.
e. Periode Pakto 1988
Pada tahun 1988, pemerintah memandang perlu untuk membuka
peluang bisnis perbankan seluas-luasnya dengan tujuan untuk memobilitasi
dana masyarakat untuk menunjang pembangunan. Oleh karena itu
dikeluarkanlah Paket Kebijaksanaan Pemerintah Bulan Oktober (PAKTO)
pada tanggal 27 1988 yang berisi tentang liberalisasi perbankan yang




f. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
Titik terang berdirinya Bank Syariah dimulai sejak diadakannya
lokakarya Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dilanjutkan pada Musyawarah
Nasional IV MUI pada tahun 1990. Kemudian pada tahun 1991 berdirilah
Bank Muamalat Indonesia yang memakai prinsip ekonomi Islam dalam
menjalankan aktivitasnya. Secara yuridis keberadaan bank Syariah pertama
kali diakui oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Pada Pasal 6 huruf (m) menyatakan bahwa :
Bank Umum diperbolehkan untuk menyediakan pembiayaan bagi
nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah
Pasal 13 huruf (c) yang menyatakan bahwa:
Bank perkreditan Rakyat dapat menyediakan pembiayaan bagi
nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah;17
Berdasarkan pasal di atas, diketahui bahwa sistem bagi hasil yang ada
dalam konsep ekonomi Islam sudah mulai diperhatikan, namun nama bank
syariah sendiri belum diatur dalam undang-undang ini.
g. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 adalah peraturan
operasional dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Di
dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah ini disebutkan mengenai bank
bagi hasil, yakni:
Bank Umum yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, dalam
rancangan anggaran dasar dan rencana kerja harus secara tegas
mencantumkan kegiatan usaha bank yang semata-mata berdasarkan prinsip
bagi hasil.
17Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Peraqnsurasian Syari’ah di
Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 169
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Tidak ada pasal lain dalam peraturan pemerintah ini yang mengatur
mengenai bank yang menjalankan prinsip bagi hasil dalam aktivitasnya.
h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat
Sama halnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992
tentang Bank Umum, hanya ada satu pasal yang mengatur tentang bank
perkreditan yang menjalankan prinsip bagi hasil yaitu Pasal 6 ayat (2) yang
berbunyi:
Bank Perkreditan Rakyat yang akan melakukan kegiatan usaha
berdasarkan prinsip bagi hasil, harus secara tegas mencantumkan kegiatan
usaha bank yang semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil dalam
rancangan anggaran dasar dan rencana kerjanya.18
i. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan
Prinsip Bagi Hasil.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 telah secara spesifik
mengatur mengenai bank berdasarkan prinsip bagi hasil, sebagaimana yang
disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:
1). Pasal 1
a) Bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah Bank Umum atau Bank
Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha semata-mata
berdasarkan prinsip bagi hasil.
b) Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan
usaha bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib memenuhi
ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor
70 Tahun 1992 tentang Bank Umum dan Peraturan Pemerintah Nomor
71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat serta peraturan




Pada dua Peraturan Pemerintah sebelumnya tidak dijelaskan
dasar hukum dari prinsip bagi hasil yang dimaksud di dalamnya, baru
kemudian pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
1992 dijelaskan bahwasannya dasar dari prinsip bagi hasil tersebut
adalah Syari'at (hukum) Islam.
Kejanggalan yang terjadi pada pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 adalah dimana bank menetapkan
imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan
penggunaan/pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan
kepadanya. Hal ini bertentangan dengan logika bahwa orang yang
meminjamkan atau menyediakan dana memberikan imbalan kepada
siapapun yang meminjam dana atau menggunakan dana
darinya. Sedangkan munculnya Dewan Pengawas Syariah dalam bank
yang menjalankan prinsip bagi hasil beserta siapa yang berhak
membentuknya dan apa saja fungsi dewan pengawas tersebut,
disebutkan dalam:
2). Pasal 5, yaitu sebagai berikut :
a) Bank berdasarkan prinsip bagi hasil wajib memiliki Dewan
Pengawas Syari'at yang mempunyai tugas melakukan pengawasan
atas produk perbankan dalam menghimpun dana dari masyarakat
dan menyalurkannya kepada masyarakat agar berjalan sesuai
dengan prinsip Syari'at.
b). Pembentukan Dewan Pengawas Syari'at diiakukan oleh Bank yang
bersangkutan berdasarkan hasil konsultasi dengan lembaga yang
menjadi wadah para ulama Indonesia.
c). Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengawas Syariat
berkonsultasi dengan lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2).
Dan larangan untuk menjalankan dual-banking system yang
menjadikan kerancuan atau tidak jelasnya sistem yang digunakan,
sebagaimana diatur pada pasal 6 dan 7 Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 1992:
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3). Pasal 6, yaitu sebagai berikut :
a) Bank Umum atau bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya
semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan
melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil
b) Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya
tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan
kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil.19
4). Pasal 7
a) Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang telah melakukan
kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil sebelum
berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap dapat melakukan kegiatan
usahanya, dan wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah
ini dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak
berlakunya Peraturan Pemerintah ini.
b) Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang telah memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengajukan
permohonan kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Bank
Indonesia untuk memperoleh penyesuaian izin usaha.
j. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
Pada tahun 1998, undang-undang nomor Nomor 7 Tahun 1992
dicabut dan diganti dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perbankan. Perubahan-perubahan yang ada dalam substansi undang-undang
perbankan memberikan peluang yang lebih besar kepada bank syariah untuk
berkembang. Adapun tujuan dikembangnya sistem perbankan syariah antara
lain:
1) Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima
konsep bunga
2) Membuka peluang bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip
kemitraan (mutual investor relationship)
19Wirdyaningsih, Op.Cit, h.63
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3) Meniadakan pembebana bunga yang berkesinambungan dan pembiayaan
usaha berbasis moral.20
Undang-undang ini memberikan penegasan terhadap konsep perbankan
Islam dengan mengubah penyebutan “Bank Berdasarkan Prinsip Bagi
Hasil” pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menjadi “Bank
Berdasarkan Prinsip Syariah”. Penyebutan ini terdapat pada:
Pasal 1 ayat (3)
Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
Pasal 1 ayat (4)
Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan
usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam
kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
Pasal 1 ayat (12)
Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang
atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang
dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka
waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil;
Pasal 1 ayat (13)
Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum
Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau
pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai
dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil
(mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal
(musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan
(murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa
20Ibid, h. 65
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murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan
kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah
wa iqtina);
Selain kejelasan prinsip, undang-undang ini juga telah membahas cara
penyeluran dana yang sesuai dengan pokok-pokok ekonomi Islam seperti
mudharabah, ijarah, murabahah, musyarakah, atau ijarah wa iqtina.
Pengaturan lebih lanjut terhadap bank Syari’ah ini ditindak lanjuti oleh
BI dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Direksi BI Pada tanggal 12 Mei
1999 yakni:
1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/33/KEP/DIR tentang Bank
Umum, khususnya Bab XI mengenai Perubahan Kegiatan Usaha dan
Pembukaan Kantor Cabang Syariah;
2) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tentang Bank
Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.
3) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR tentang Bank
Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.21
Beberapa Surat Keputusan Direktur BI tersebut semakin memantapkan
keberadaan bank syari’ah. Beberapa produk syar’i siap dioperasionalisakasn
dengan payung hukum yang jelas. Bank-bank konvensional dapat membuka
cabang syari’ah dengan leluasa, selama memenuhi persyaratan. Demikian
juga, jika bank syari’ah akan dipraktekkan dengan bentuk BPR, maka
keluarnya Surat Keputusan tersebut merupakan payung hukumnya.
Kemudian untuk mengatur kelancaran lintas pembayaran antar bank
serta pelaksanaan Pasar Uang antar bank Berdasarkan Prinsip Syari’ah
(PUAS), telah dikeluarkan peraturan sebagai berikut:
2) Peraturan Bank Indonesia No. 2/4/PBI/2000 tanggal Februari 2000 tentang




3) Peraturan Bank Indonesia No. 2/7/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000
tentang Giro Wajib Minimum (GWM), yang kemudian khusus tentang
Perbankan Syari’ah diatur lebih lanjut oleh PBI No.6/21/PBI/2004 tentang
Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum
yang melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarakan Prinsip Syari’ah.
4) Peraturan Bank Indonesia No.2/8/2000 Tanggal 23 Februari 2000 tentang
Pasar Uang antar bank berdasarkan Prinsip Syari’ah.
5) Peraturan Bank Indonesia No. 2/9/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000
tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI).
6) Peraturan Bank Indonesia No. 5/3/PBI/2003 tanggal 4 Februari 2003
tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Islam (FPJPS).22
Munculnya peraturan-peratuan di atas, kemudian ditinjaklanjuti oleh
tugas dan wewenang BI dalam menegakkan aturan di atas, dengan
dimunculkannya UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UUBI).
Pasal 10 ayat (2) UUBI memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia
untuk menggunakan cara-cara berdasarkan prinsip syariah dalam melakukan
pengendalian moneter. Kemudian Pasal 11 ayat (1) UUBI juga memberikan
kewenangan kepada Bank Indonesia untuk mengatasi kesulitan pendanaan
jangka pendek suatu Bank dengan memberikan pembiayaan berdasarkan
prinsip syariah untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari.
Dengan demikian, UUBI sebagai undang-undang bank sentral yang baru
secara hukum positif telah mengakui dan memberikan tempat bagi penerapan
prinsip-prinsip syariah bagi Bank Indonesia dalam melakukan tugas dan
kewenangannya.
k. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
Undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang perbankan
syariah adalah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008. Undang-undang ini
muncul setelah perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami
peningkatan yang signifikan. Pada bab I pasal 1 yang berisi tentang
Ketentuan Umum undang-undang ini telah membedakan secara jelas antara
bank kovensional beserta jenis-jenisnya dengan bank syariah beserta jenis-
22Ibid, h. 69
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jenisnya pula. Perbedaan penyebutan pun telah dibedakan sebagaimana diatur
dalam pasal 1 poin ke-6 yang menyebut “Bank Perkreditan Rakyat”
sedangkan poin ke-9 menyebutkan dengan “Bank Pembiayaan Rakyat”.
Usaha Bank Syariah dalam menjalankan fungsinya adalah
menghimpun dana dari nasabah dan menyalurkan pembiayaan berdasarkan
akad-akad yang terdapat dalam ekonomi Islam. Seperti mudharabah, wadi’ah,
masyarakah, murabahah, atau akad-akad lain yang tidak bertentangan dengan
hukum Islam.
l. Fatwa Majelis Ulama Indonesia
Selain dasar hukum yang telah disebutkan di atas, landasan hukum
Islam yang dimaksud dalam perbankan syariah adalah fatwa yang dikeluarkan
oleh lembaga tertentu yang berwenang sebagaimana yang diatur pada pasal 1
poin ke-12 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008:
Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan
perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang
memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
Meskipun tidak disebutkan secara langsung, undang-undang
memberikan Dewan Syariah Nasional MUI sebagai lembaga yang berwenang
mengeluarkan fatwa sekaligus berwenang merekomendasikan Dewan
Pengawas Syariah yang ditempatkan pada bank-bank syariah dan unit usaha
syariah. Dan fatwa MUI belum memiliki kekuatan hukum yang cukup jika
tidak dikonversi ke dalam peraturan yang termasuk dalam heirarki perundang-
undangan. Akan tetapi fatwa tersebut termasuk dalam doktrin hukum yang
bisa dipakai jika pencari fatwa sepakat dengan pendapat MUI.
MUI sebagai salah satu lembaga yang dipercaya oleh Undang-Undang
maupun Peraturan Pemerintah unruk mengeluarkan acuan berupa fatwa, telah
mengeluarkankurang lebih 43 fatwa terkait dengan perbankan syariah. Di
antaranya adalah fatwa tentang giro dengan menggunakan sistem wadhi’ah,
yaitu pada fatwa DSN No.01/DSN-MUI/IV/2000. Pada fatwa ini, giro yang
berdasarkan Wadhi’ah ditentukan bahwa:
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1) Dana yang disimpan pada bank adalah bersifat titipan
2) Titipan (dana) ini bias diambil kapan saja (on call)
3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang
bersifat sukarela dari pihak bank23
Meskipun demikian, kedudukan fatwa lebih cocok jika dikategorikan
sebagai doktrin hukum yang tidak terlalu kuat jika dijadikan sumber rujukan
untuk membuat suatu hukum apabila tidak dikonversi menjadi salah satu jenis
produk hukum yang terdapat dalam heirarki perundang-undangan.
m. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah
Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah
membawa beberapa perubahan yang signifikan terhadap kedudukan dan
eksistensi peradilan agama di Indonesia. Kewenangan absolut dari peradilan
agama mengalami perluasan, yakni pengadilan agama berwenang menangani
permasalahan ekonomi syariah yang meliputi perbankan syariah, lembaga
keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana
syariah, dan beberapa masalah ekonomi Islam lainnya.
Perkembangan ini menuntut Mahkamah Agung mengeluarkan
peraturan yang terkait dengan permasalahan ekonomi Islam. Pada tanggal 10
September 2008 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
PERMA ini adalah sarana memperlancar dalam pemeriksaan dan
penyelesasian sengketa ekonomi syariah sekaligus pedoman bagi hakim
mengenai hukum ekonomi berdasarkan prinsip Islam, sebagaimana terdapat di
dalam konsiderannya.Penyusunan KOHES ini tidak bisa terlepas dari
sejumlah rujukan baik dari beberapa kitab fiqh, fatwa-fatwa DSN MUI, dan
peraturan BI tentang Perbankan Syariah.
23Ibid, h. 129
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3. Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah
Prinsip utama operasional bank berdasarkan Prinsip Syariah adalah hukum
Islam yang bersumber dari Al Qur’an dan Al Hadist. Kegiatan operasional bank harus
memperhatikan perintah dan larangan kedua sumber tersebut. Larangan terutama
berkaitan dengan kegiatan bank yang dapat diklasifikasikan sebagai riba. Perbedaan
utama antara kegiatan bank berdasarkan prinsip syariah dengan bank konvensional
pada dasarnya terletak pada sistem pemberian imbalan atau jasa atas fasilitas yang
diberikan.24
Islam mengajarkan segala sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi
manusia.25 Maka dari itu dalam perbankan syariah ada prinsip-prinsip yang dianut
dalam mengusahakan kegiatannya. Ada beberapa prinsip utama operasional bank
Islam, yaitu:
a. Prinsip al-Ta’awun26
`Merupakan prinsip untuk saling membantu dan bekerjasama antara
anggota masyarakat dalam berbuat kebaikan.Seabagaimana dalam firman
Allah S.W.T. pada surat Al-Ma’idah ayat 2 sebagai berikut:
                 
                 
               
                  
   
Artinya :
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-
syi'ar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan
(mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id,
24 H. Veithzal Rivai, dan H. Arviyan Arifin, op.cit, Hal. 300-301
25 H. Veithzal Rivai, dan H. Arviyan Arifin, op.cit, Hal. 296
26Ibid
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dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah
sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila
kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan
janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka
menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya
(kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat
berat siksa-Nya.
b. Prinsip menghindar al-Ikhtinaz27
Seperti membiarkan uang menganggur dan tidak berputar dalam
transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum, sebagaimana dalam firman
Allah S.W.T. pada surat An-Nisa ayat 29 sebagai berikut:
                           
                      

Artinya:
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan
yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu
membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”
c. Memonopoli.
Menurut Ibnu Taimiyah tidak membolehkan berbagai koalisi profesional baik
individu maupun kelompok.28 Memonopoli akan menyebabkan penindasan
kepada masyarakat, umumnya masyarakat menengah ke bawah.
27Ibid, h. 297.
28 Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007),h. 5
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d. Bebas dari “MAGHRIB”29
Dalam operasional ekonomi Islam haruslah terbebas dari unsur
maghrib (maysir, gharar, haram, riba dan bathil) karena ekonomi Islam bukan
hanya berprinsip rela merelakan melainkan juga terbebas dari kedzaliman baik
kepada diri sendiri maupun kepada orang lain.
e. Menjalankan bisnis dan Aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan
keuntungan yang sah menurut syariah. Yaitu memenuhi rukun, hak dan
kewajiban dalam transaksi serta yang berkaitan dengan hal itu.30
f. Menyalurkan ZIF (Zakat, Infak dan Sedekah). Bank Syariah mempunyai dua
peran yaitu sebagai badan usaha dan badan sosial.31
4. Tujuan Bank Syariah
Ada beberapa tujuan dari berdirinya perbankan syariah. Diantara para
ilmuwan dan para professional Muslim berbeda pendapat mengenai tujuan
tersebut. Menurut Handbook of Islamic Banking, tujuan perbankan Islam ialah
menyediakan fasilitas keuangan dengan cara mengupayakan instrument-instrumen
keuangan (Finansial Instrumen) yang sesuai denga ketentuan dan norma syari’ah.
Menurut Handbook of Islamic Banking, bank Islam berbeda dengan bank
konvensional dilihat dari segi partisipasinya yang aktif dalam proses
pengembangan sosial ekonomi negara-negara Islam yang dikemukakan dalam
buku itu, perbankan Islam bukan ditujukan terutama untuk memaksimalkan
keuntungannya sebagaimana halnya sistem perbankan yang berdasarkan bunga,
melainkan untuk memberikan keuntungan sosial ekonomi bagi orang-orang
muslim.32
Para banker muslim beranggapan bahwa peranan bank Islam semata-mata
komersial berdasarkan pada instrumen-instrumen keuangan yang bebas bunga dan
ditunjukkan untuk mengjasilkan keuangan finansial. Dengan kata lain para banker
muslim tidak beranggapan bahwa suatu bank Islam adalah suatu lembaga sosial,
dalam suatu wawancara yang dilakukan oleh Kazarian, Dr Abdul Halim Ismail,
manajer bank Islam Malaysia berhaj, mengemukakan, “sebagaimana bisnis
29Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2010), cet ke-2, h. 36
30Ibid, h. 38.
31Ibid, h. 39.
32Sudarsono, Heri, Bank dan lembaga keuangan Syari’ah,( Yogyakarta : 2004), h. 66
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muslim yang patuh, tujuan saya sebagai manajer dari bank tersebut (bank
Malaysia Berhaj) adalah semata-mata mengupayakan setinggi mungkin
keuntungan tanpa menggunakan instrumen-instrumen yang berdasarkan bunga.33
Heri Sudarsono pun, menuliskan dalam bukunya beberapa tujuan bank
Syariah, adalah sebagai berikut34 :
1) Mengarahkan kegiatan ekonomi ummat untuk bermualamalat secara Islam,
khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar
dari praktek- praktek riba atau jenis- jenis usaha/ perdagangan lain yang
mengandung unsur gharar(tipuan), dimana jenis usaha tersebut selain di
larang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap
kehidupan ekonomi rakyat.
2) Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan
meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi
kesenjangan yang amamt besar antara pemilik modal dengan pihak
membutuhkan dana.
3) Untuk meningkatkan kualitas hidup ummat dengan jalan membuka peluang
berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang di arahkan
kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian
usaha
4) Untuk menaggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan
program utama dari Negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank
syariah di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah
yang lebih menonjol kebersamaannya dari siklus usaha yang lengkap seperti
program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara,
program pembinaan konsumen, program pengembangan moda kerja, dan
program pengembangan usaha bersama.
5) Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank
syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi di akibatkan adanay
inflasi, menghindari persaiangan yang tidak sehat antara lembaga keungan.
33Hendry, Arisson, Perbankan Syari’ah Perspektif Praktisi, ( Jakarta : Muamalat Institute., 1999),
h. 56
34Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,  (Yogyakarta : EKONISIA, 2008), h. 43.
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M. Amin Aziz juga menyebutkan, tujuan didirikannya bank syariah
adalah sebagai berikut35 :
1). Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan
kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat banyak.
2) Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan
terutama di bidang ekonomi keuangan.
3) Berkembangnya lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan
efisiensi dan keadilan akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat
sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi masyarakat banyak dengan
antara lain memperluas jaringan lembaga – lembaga keuangan perbankan ke
daerah-daerah terpencil.
4) Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomis,
berperilaku bisnis dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.
5) Berusaha membuktikan bahwa konsep perbankan Islam menurut syariah Islam
dapat beroperasi, tumbuh dan berkembang melebihi bank – bank dengan
sistem lain.
5. Perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah
Terdapat beberapa perbedaan Prinsip antara Bank Konvensional dengan Bank
Syariah, diantaranya sebagai berikut :
a. Ditinjau dari fungsi utamanya,
Pada dasarnya ketiga fungsi utama perbankan (menerima titipan dana,
meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang) adalah boleh dilakukan,
kecuali bila dalam melaksanakan fungsi perbankan melakukan hal – hal yang
dilarang syariah. Dalam praktik perbankan konvesional yang dikenal saat ini,
fungsi tersebut dilakukan berdasarkan prinsip bunga. Bank konvensional
memang tidak serta merta identik dengan riba, namun kebanyakan praktik
bank konvensional dapat digolonglan sebagai transaksi ribawi.36
35M. Amin Aziz, Op.Cit, h. 9-11
36Ibid
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b. Ditinjau dari Akad dan Aspek Legalitasnya,
Dalam bank Konvensional, nasabah diikat dengan perjanjian/ hukum
positif saja, sehingga apabila nasabah melanggar perjanjian tersebut maka
konsekuensinya hanya pada kehidupan dunia saja.37
Sedangkan dalam bank syariah, akad yang yang dilakukan memiliki
konsekuensi duniawi dan ukhrowi, karena akad yang dilakukan berdasarkan
hukum islam. Sehingga kesepakatan dapat diminimalisir. Selain itu akad
dalam perbankan syariah baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun
ketentuan lainnya harus memenuhi ketentuan akad, seperti hal-hal berikut :
1) Rukun, seperti penjual, pembeli, barang, harga dan ijab qabul.
2) Syarat, seperti:
a) Barang dan jasa harus halal.
b) Harga barang dan jasa harus jelas.
c) Tempat penyerahan harus jelas.
d) Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan.
c. Ditinjau dari Stuktur Organisasinya,
Salah satu perbedaan yang mendasar dalam struktur organisasi bank
konvensional dan bank syariah adalah kewajiban memposisikan Dewan
Pengawas Syariah (DPS) pada perbankan syariah. Demikian juga halnya di
Indonesia, sedangkan di bank konvensional tidak ada aturan yang demikian.
Dewan pengawas syariah merupakan suatu dewan pakar ekonomi dan
ulama yang menguasai bidang fiqh mu’amalah (Islamic commercial
jurisprudence) yang berdiri sendiri dan bertugas mengamati dan mengawasi
kegiatan operasional bank dan semua produk-produknya agar tidak
menyimpan dengan garis/hukum syariah.38
Dewan Pengawasan Syariah harus membuat pernyataan secara berkala
(biasanya tiap tahun) bahwa bank syariah yang diawasainya telah berjalan
sesuai dengan ketentuan syariah.Pernyataan ini dimuat dalam laporan
tahunan (annual report) bank bersangkutan.
37Kautsar Riza Salman, AKUTANSI PERBANKAN SYARIAH Berbasis PSAK Syariah,( Jakarta :
Akademia Permata, 2012), h. 61.
38Kautsar Riza Salman, AKUTANSI PERBANKAN SYARIAH Berbasis PSAK Syariah, (Jakarta :
Akademia Permata, 2012), h. 63.
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Tugas lain Dewan Pengawasan Syariah adalah meneliti dan membuat
rekomendasi produk baru yang diawasinya. Dengan demikian, dewan
pengawasan syariah bertindak sebagai penyaring pertama sebelum suatu
produk diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.39
Dewan Syariah Nasional adalah Dewan yang dibentuk oleh MUI
Untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan aktivitas lembaga
keuangan syariah. Dewan Syariah Nasional adalah badan yang ada dilembaga
keuangan syariah dan bertugas mengawasi melaksanakan keputusan Dewan
Syariah Nasional dilembaga keuangan syariah.40
Adapun Dewan Syariah Nasional (DSN) menurut ketentuan Pasal 1
Ayat (9) PBI adalah dewan yang dibentuk oleh majelis Ulama Indonesia
(MUI) yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa
tentang produk danjasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan
kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah.41
Fungsi lain dari Dewan Syariah Nasional adalah meneliti dan memberi
fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan
syariah. Produk baru tersebut harus diajukan oleh manajemen setelah
direkomendasikan oleh Dewan Pengawasan Syariah pada lembaga yang
bersangkutan.42
d. Ditinjau dari Lembaga Peradilan
Berbeda dengan perbankan konvensional, jika pada perbankan syariah
terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabahnya, kedua belah
pihak tidak menyelesaikannya di peradilan negeri, tetapi menyelesaikannya
sesuai tata cara dan hukum syariah. Lembaga yang mengatur hukum berdasar
prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arrbitrase Syariah
Nasional.
Setelah berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU
No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan UU No. 21 Tahun 2008
39Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta : Gema Insani, 2001), Cet.
Ke-1, h.31
40Muhamad Firdaus, Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer, Renaisan:
( Jakarta : Renaisan, 2005), Cet. Ke-1, h.22
41Cik Basir, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah, Kencana: (Jakarta : Kencana, 2009), h. 55
42 Muhammad Syafi’I Antonio, Op. cit, h. 32
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tentang Perbankan Syariah, jika terjadi sengketa perbankan syariah, maka
alternatif penyelesaiannya disamping BASYARNAS tersebut, juga Peradilan
Agama selaku institusi yang berwenang untuk itu. Hal ini sesuai dengan
ketentuan pasal 49 berikut penjelasannya pada huruf (i) UU Perdilan Agama
tersebut dan Pasal 55 Ayat (1) UU Perbankan Syariah.43
e. Ditinjau dari Orientasi Bisnis
Bank konvensional dalam kegiatan operasionalnya (mengumpulkan
dana dari masyarakat dan memberikan pinjaman kepada masyarakat) hanya
berorientasi pada return yang menghasilkan keuntungan, tidak mengindahkan
apakah bisnis tersebut dilarang syariah ataupun tidak, bahkan dalam penentuan
“tambahan harta” dalam hal simpanan maupun pinjaman menggunakan sistem
riba (pendekatan cost).44
Berbeda halnya dengan bank konvensional, di dalam bank syariah,
bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari saringan syariah.
Karena itu, bank syariah tidak membiayai usaha yang terkandung didalamnya
hal-hal yang diharamkan.45
Dalam Bank Syariah suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum
dipastikan beberapa hal pokok diantaranya:
1). Apakah obyek pebiayaan halal atau haram?
2). Apakah proyek menimbulkan kemudharatan bagi Masyarakat?
3). Apakah Proyek Berkaitan dengan pembuatan Mesum/asusila?
4). Apakah Proyek dapat merugikan syiar Islam atau tidak?46
f. Lingkungan Kerja dan  Corporate Culture
Bank Syariah selayak nya memiliki lingkungan kerja yang sejalan
dengan syariah. Dalam hal etika, misalnya sifat amanah dan shiddiq, harus
melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim
yang baik. Disamping itu, karyawan bank syariah harus skillful dan
43Cik Basir, SH., Mhi, Op. cit, h. 43
44Kautsar Riza Salman, Op. cit, h. 63.
45Muhammad Syafi’I Antonio, Op. Cit, h.33.
46M. Zaidi Abdan, Lembaga Perekonomian Ummat Di Dunia Islam, Angkasa: (Bandug : Angkasa,
2003) Cet. Pertama, h.77.
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professional (fathanah), dan mampu melakukan tugas secara team-
work dimana informasi merata diseluruh fungsional organisasi (tabligh).
Demikian pula dalam hal reward dan punishment,diperlukan prinsip keadilan
yang sesuai dengan syariah.
Selanjutnaya dalam hal pelayanan kepada nasabah, dilakukan dengan
memperhatikan etika berpakaian yang islami yaitu menutupi aurat, baik dalam
membuat perjanjia/akad, dalam memenuhi hak dan menagih kewajiban
nasabah secara syariah, maupun dalam budaya kerja. Oleh karena itu, akhlak
masing-masing individu dalam lingkungan kerja memberikan corak dalam
keseluruhan sebuah bank syariah, yang akan membentuk corporate culture
sebagai dasar pengembangan intergritas dan kompetensi sumber daya insani.47
Bank asyari’ah memiliki beberapa ciri atau karakteristik tersendiri
diantaranya adalah sebagai berikut:
1). Berdimensi keadilan dan pemerataan
2). Adanya pemberlakuan jaminan
3). Menciptakan rasa kebersamaan
4). Bersifat Mandiri
5). Persaingan secara sehat
6). Adanya Dewan Pengawasan Syariah.48
B. Pembiayaan Mudharabah
1. Pengertian Mudharabah
Kata mudharabah berasal dari kata dharb ( برض ) yang berarti memukul
atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini maksudnya adalah proses
seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Suatu kontrak disebut
mudharabah, karena pekerja (mudharib) biasanya membutuhkan suatu perjalanan
untuk menjalankan bisnis. Sedangkan perjalanan dalam bahasa Arab disebut juga
dharb fil Ardhi (ضْرَأْلا يِف برض )ِ49. Allah SWT berfirman :
47Kautsar Riza Salman, Op. Cit, h. 64.
48H. A.Djazul dan Yadi Janwari, Lembaga-lembaga Perekonomian Umat, ( Jakarta : PT. Raja Grapindo
Persada, 2002). Cetakan. Pertama, h.55-60.
49Muhammad Asy-Syarbini, “Mugni Al-Muhtaj”, Juz II,h. 309.
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                
                    
                
             
                  
            
Artinya :
“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri
(sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau
sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama
kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa
kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia
memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari
Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang
sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia
Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah
apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah
zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan
apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya
di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya.
dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang”. (Al-Muzammil : 20)
Dalam bahasa Iraq (penduduk Iraq) menamakannya mudharabah,
sedangkan penduduk Hijaz menyebutnya qiradh.50 Qiradh berasal dari kata al-
qardhu, yang berarti al-qath’u (potongan) karena pemilik memotong sebagian
hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya.
50Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, (Bandung : Pustaka Setia, 2001) , h. 223.
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Secara teknis mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara pemilik
dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar
nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi
kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh
misconduct, negligence, dan violation oleh pengelola dana.51
Sama halnya dengan prodak Bank Syariah lainnya, mudharabah juga
memiliki akad khusus, yaitu akad mudharbah. Akad mudharabah merupakan
suatu transaksi pendanaan dan investasi yang berdasarkan kepercayaan, yaitu
kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Mudharabah dalam istilah
bahasa Inggris disebut trust financing. Pemilik dana yang merupakan investor
desebut beneficial ownership atau sleeping patner, dan pengelola dana disebut
managing trustee atau labor petner.52
2. Landasan Hukum Pembiayaan Mudharabah
Secara umum, landasan syari’ah Mudharabah lebih mencerminkan anjuran
untuk melakukan usaha, hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini.
a. Al-Qur’an
             
                  
             
               
                 
        
   




“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri
(sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau
sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama
kamu.dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui
bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu,
Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang
mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara
kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi
mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di
jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan
dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada
Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk
dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan
yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan
kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.
(QS. 73: 20)
Yang menjadi wajhud atau argumen dari surat Al-Muzzammil ayat 20
adalah adanya kata yadhribun yang sama dengan akar kata Mudharabah yang
berarti melakukan suatu perjalanan usaha. Yang dimaksud yaitu perjalanan
dari suatu tempat untuk berdagang mencari rizki dan mencari harta halal.
                  
         
Artinya :
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan
yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.dan janganlah kamu
membunuh dirimu.Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”
(QS. 4 : 29).
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b. Hadist
”Adalah abbas bin abdul muththalib, apabila ia menyerahkan
sejumlah harta dalam investasi mudharabah, maka ia membuat syarat
kepada mudharib, agar harta itu tidak dibawa melewati lautan, tidak
menuruni lembah dan tidak dibelikan kepada binatang, jika mudharib
melanggar syarat2 tersebut, maka ia bertanggung jawab menanggung risiko.
syarat-syarat yang diajukan abbas tersebut sampai kepada rasulullah saw,
lalu rasul membenarkannya”.(HR. ath_thabrani).
apat barakah: muqaradhah/ mudharabah, jual beli secara tangguh,
mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk
dijual”. (HR.Ibnu Majah).
Dari Abdullah dan ‘Ubaidullah, keduanya anak Umar, bahwa
keduanya bertemu dengan Abu Musa Al-Asy’ary di Basrah, setelah pulang
dari perang Nahawand. Keduanya menerima harta dari Abu Musa untuk
dibawa ke Madinah (ibu kota). Di perjalanan keduanya membeli harta benda
perhiasan, lalu menjualnya di Madinah, sehingga keduanya mendapat
keuntungan. Umar memutuskan untuk mengambil modal dan keuntungan
semuanya. Tetapi kedua anaknya berkata,”Jika harta itu binasa, bukankah
kami yang bertanggung jawab menggantinya. Bagaimana mungkin tak ada
keuntungan untuk kami?”. Maka berkata seseorang kepada Umar,“Wahai
Amirul Mukminin, alangkah baiknya jika engkau jadikan harta itu sebagai
qiradh”. Umar pun menerima usulan itu. Umar berkata,”Aku
menjadikannya qiradh”. Umar mengambil separoh dari keuntungan (50 %
untuk Baitul Mal dan 50% untuk kedua anaknya).
3. Rukun dan Syarat Mudharabah
Adapun syarat-syarat Al Mudharabah yang dikemukakan Jumhur Ulama
adalah :
a. Orang yang berakal harus cakap bertindak hukum dan cakap diangkat
sebagai wakil.





4) diserahkan sepenuhya kepada mudharib (pengelola).
Oleh karenanya jika modal itu berbentuk barang, menurut Ulama Fiqh tidak
dibolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya.
c. Yang terkait dengan keuntungan disyaratkan bahwa pembagian keuntungan
harus jelas dan bagian masing-masing diambil dari keuntungan dagang itu.53
Sementara itu Syafi’i Antonio mengatakan bahwa rukun Mudharabah adalah :





4. Tujuan Pembiayaan Mudharabah
Islam mensyariatkan akad kerja sama Mudhorabah untuk memudahkan orang,
karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan
disana ada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan
untuk mengelola dan mengembangkannya. Maka Syariat membolehkan kerja
sama ini yang bertujuan agar mereka bisa saling mengambil manfaat diantara
mereka. Shohib Al mal (investor) memanfaatkan keahlian Mudhorib (pengelola)
dan Mudhorib (pengelola) memanfaatkan harta dan dengan demikian terwujudlah
kerja sama harta dan amal. Allah Ta’ala tidak mensyariatkan satu akad kecuali
untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.55
Adapun tujuan atau hikmah mudharabah menurut syara’ adalah untuk
menghilangkan hinanya kekafiran dan kesulitan dari orang-orang fakir serta
menciptakan rasa cinta dan kasih sayang sesama manusia, yaitu ketika ada
seseorang memiliki kemampuan untuk berdagang, sedangkan untungnya dibagi di
53Rahmat Syafi’I, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka setia, 2001), h. 56.
54Ibid, h. 333
55 Prof. DR Abdullah bin Muhammad Al Thoyaar, Al Bunuk Al Islamiyah Baina An Nadzoriyat Wa
Tathbiq,  cetakan kedua tahun 1414 H, Muassasah Al Jurais, Riyaadh, KSA h. 123
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antara keduanya sesuai kesepakatan. Dalam praktik seperti itu, terdapat
keuntungan ganda bagi pemiliki modal, yaitu :
a. Pahala yang besar dari Allah SWT, dimana ia ikut menyebabkan hilangnya
kehinaan rasa fakir dan kesulitan pada orang tersebut. Namun, apabila
mitranya tersebut sudah kaya, juga masih ada keuntungannya, yaitu tukar-
menukar manfaat diantara keduanya.
b. Berkembangnya modal awal dan bertambah kekayaannya. Kesulitan orang
fakir menjadi hilang, kemudian ia mampu menghasilkan penghidupan
sehingga tidak lagi meresahkan masyarakat. Disamping itu juga masih ada
faedah yang lain yaitu ketika suatu amanah menjadi sebuah syair dan kejujuran
menjadi rahasia umum, maka mudharabah akan banyak diminati orang. Dan
barang kali suatu saat nanti ia akan menjadi kaya, padahal sebelumnya fakir.
Semua adalah hikmah yang bernilai tinggi dari Allah SWT.56
Dengan sistem mudharabah pemilik modal mendapat keuntungan dari
modalnya, sedangkan tenaga kerja (skill) mendapat upah dari pekerjaan itu, bisa
juga bahwa tenaga kerja tidak mendapat upah tetapi mendapatkan sebagian
keuntungan dari hasil usahanya itu. Persentase juga di tetapkan atas kesepakatan
bersama. Sewaktu menandatangani surat perjanjian kerja sama. Kontrak
mudharabah dengan bentuk kedua ini sebenarnya memberi kesan yang amat baik
bagi tenaga kerja, karena mereka merasa puas mendapatkan keuntungan dari
kerjasama itu. Hal ini merupakan motivasi yang amat kuat bagi mereka sehingga
bekerja lebih giat untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak pula. Para
tenaga kerja (skill) merasa memiliki usaha yang mereka jalankan itu.
Dengan demikian sistem mudharabah ini masing-masing pihak
mempunyai hak yang ditetapkan bersama, sehingga kemungkinan terjadi
pelanggaran amat kecil. Adapun hak-hak tersebut adalah:
a. Hak Pekerja
1). Seorang pekerja mendapat keuntungan sesuai dengan keterampilannya
2). Modal yang diguanakan adalah sebagai amanah yang wajib dijaga,
sekiranya terjadi kerugian maka tidak ada ganti rugi dan tuntutan
3). Kedudukan pekerja adalah sebagai agen, yang dapat menggunakan modal
atas persetujuan pemilik modal. Tetapi tidak berhak membeli dan menjual
56 Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, indahnya syariat islam, penerjemah Faisal Saleh dkk: penyunting,
Harlis Kurniawan, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), cet. 1, h. 482.
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barang tersebut.
4). Apabila ada keuntungan, maka dia berhak mendapatkan imbalan atas usaha
dan tenaganya, sekiranya usaha itu rugi, dia berhak mendapatkan upah.
5). Apabila pekerja itu tidak bekerja di daerahnya sendiri, seperti di kota yang
jauh, maka dia pun berhak mendapatka uang makan dan sebagainya.
b. Hak Pemilik Modal
1). Keuntungan dibagi di hadapan hak pemilik modal dan pekerja pada saat
pekerja mengambil bagian keuntungan.
2). Pekerja tidak boleh mengambil bagiannya tanpa kehadiran pemilik modal.
3).Kontrak Berakhir
Kontrak bisa berakhir atas persetujuan kedua belah pihak dan kontrak
berakhir apabila salah satu pihak meninggal dunia. Kontrak dapat
diteruskan oleh ahli waris dengan kontrak yang baru.57
Apabila sistem mudharabah ini dapat diterapkan dengan baik di dalam
masyarakat di indonesia ini, maka kecemburuan sosial yang sering mencuat
(muncul) dapat diperkecil dan pembangunan ekonomi yang berlandaskan
syari’ah islamiyah berangsur-angsur dapat diwujudkan.
5. Jenis-jenis Mudharabah
Secara umum mudharabah dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu mudharabah
mutlaqoh dan mudharabah muqayyadah.
a. Mudharabah muthlaqoh
Mudharabah muthlaqoh adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal
dengan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh
spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Mudharabah ini sifatnya
mutlak dimana shahibul maal tidak mendapatkan syarat-syarat tertentu kepada
si mudharib. Mudharabah ini sering disebut dengan Unrestricted Investment
Account (URIA).
b. Mudharabah muqayyadah
Mudharabah muqayyadah adalah kebalikan dari mudharabah mutlaqoh
yaitu mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.
57 M. Ali Hasan, masail fiqliyah, (jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Ed. Revisi, cet. 4, h. 119-
120
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Jenis mudharabah ini terbatas, sehingga sering disebut Restricted Investment
Account (RIA).58
Pada prinsipnya, mudharabah sifatnya mutlak dimana shahib al mal tidak
menetapkan restriksi atau syarat-syarat tertentu kepada si mudharib, hal ini
disebabkan karena ciri khas mudharabah zaman dahulu yakni berdasarkan
hubungan langsung dan personal yang melibatkan kepercayaan (amanah) yang
tinggi. Bentuk mudharabah ini disebut mudharabah muthlaqah, atau dalam bahasa
inggrisnya dikenal sebagai Unrestricted Investment Account (URIA). Namun
demikian, apabila dipandang perlu, shahib al-mal boleh menetapkan 26 batasan-
batasan atau syarat-syarat tertentu guna menyelamatkan modalnya dari risiko
kerugian. Syarat-syarat atau batasan-batasan ini harus dipenuhi oleh si mudharib.
Apabila si mudharib melanggar batsan-batsan ini, ia harus bertanggung jawab
atas kerugian yang timbul. Jenis mudharabah muqayyadah (mudaharabah
terbatas, atau dalam bahasa inggrisnya, restricted investment account). Jadi pada
dasarnya, terdapat dua bentuk mudharabah, yakni muthlaqah dan muqayyadah.59
6. Aplikasi Pembiayaan Mudharabah Dalam Perbankan
Mudharabah dalam perbankan syari’ah biasanya diterapkan pada produk-
produk pembiayaan dan pendanaan.
a. Pada sisi penghimpunan dana mudharabah diterapkan pada60:
1) Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus,
yaitu seperti tabungan haji, dan tabungan kurban, dan sebagainya;
2) Diposito biasa dan special, diposito special (special investment), dimana
dana yang dititipkan nasabah, khusus untuk bisnis tertentu, misalnya saja
dalam murabahah ataupun ijarah saja.
b. Pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk61:
1) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa;
58 Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta : Rajawali Pers, 2004) h. 200
59 Ibid, h.212.
60Rahmat Syafi’I, Op.cit, h.97
61Ibid, h.97
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2) Investasi khusus, disebut juga mudharabah muqayyadah, dimana sumber
dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah
ditetapkan oleh shahibul maal.
c. Mudharabah juga dapat dilakukan dengan memisahkan atau mencampurkan
dana mudharabah. Seperti dalam penjelasan dibawah ini, yaitu62:
1) Dana harta-harta lainnya, Pemisahan total antara dana mudharabah termasuk
harta mudharib.Teknik ini memiliki kelebihan dan kekurangan, kelebihan
dari teknik ini ialah bahwa pendapatan dan biaya dapat dipisahkan dari
masing-masing dana dan dapat dihitung dengan tepat. Selain itu, keuntungan
atau kerugian dapat dihitung dan dialokasikan dengan benar. Sedangkan
kekurangan teknik ini terutama menyangkut masalah moral hazard dan
preferensi invertasi seorang mudharib.
2) Dana mudharabah dicampur dan disatukan dengan sumber-sumber dana
lainnya. Sistem ini menghilangkan munculnya masalah etika dan moral
hazard seperti di atas, namun dalanm system ini pendapatan dan biaya
mudharabah tercampur dengan pendapatan dan biaya lainnya.
d. Mudharabah dalam bank syari’ah terdapat manfaat dan risikonya, manfaat
mudharabah tersebut terbagi menjadi lima, yaitu63:
1). Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha
nasabah semakin meningkat.
2). Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan
secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank
sehingga bank tidak pernah mengalami negative spread.
3). Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau kas
usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
4). Bank akan lebih selktif dan hati-hati dalam mencari usaha yang benar-benar
halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-
benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
62 Muhammad, manajemen bank syari’ah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2002), h. 109.
63Muhammad syafi’i antonio. Op. cit.
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5). Prinsip bagi hasil dalam mudharabah atau musyarakah ini berbeda dengan
prinsip bungan tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan dari
nasabah satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan
nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.
e. Sedangkan resiko dari mudharabah, yaitu64:
1). Streaming, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam
kontrak;
2). Lalai dan kesalahan yang disengaja;
3). Penyembunyian keuntungan oleh nasabah jika nasabah tidak jujur.
Selain manfaat dan resiko yang ada pada bank syari’ah, terdapat pula
permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pembiayaan mudharabah.
Berdasarkan teori perbankan kontemporer, prinsip mudharabah dijadikan sebagai
alternatif penerapan sistem bagi hasil. Meskipun demikian, dalam praktiknya
ternyata signifikansi bagi hasil dalam memainkan operasional investasi dana bank
peranannya sangat lemah. Menurut beberapa pengamatan perbankan syari’ah, hal
ini terjadi karena beberapa alasan, diantaranya65:
a). Standar moral
Terdapat anggapan bahwa standar moral ynag berkembang di kebanyakan
komunitas muslim tidak memberi kebebasan penggunaaan bagi hasil sebagai
mekanisme investasi.
b). Ketidakefektifan modal pembiayaan bagi hasil
Pembiayaan bagi hasil (mudharabah) tidak menyediakan berbagai macam
kebutuhan pembiayaan dari ekonomi kontemporer.
c). Berkaitan dengan para pengusaha
Keterkaitan bank dengan pembiayaan sistem bagi hasil untuk membantu
perkembangan usaha lebih banyak melibatkan pengusaha secara langsung
daripada sistem lainnya pada bank konvensional. Bank syari’ah memerlukan
informasi yang lebih rinci tentang aktivitas bisnis yang dibiayai dan besar
64 Muhammad syafi’i antonio, Op. Cit.
65Ibid, h.114.
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kemungkinan pihak bank turut mempengaruhi setiap pengambilan keputusan
bisnis mitranya.
d). Dari segi biaya
Pemberian pembiayaan berdasrkan sistem bagi hasil memerlukan
kewaspadaan yang lebih tinggi dari pihak bank.
e). Segi teknis
Problem teknis menyangkut penggunaan sistem bagi haasil berkaitan dengan
pihak bank, nasabah, perhitungan keuntungan.bank membutuhkan
pengetahuan yang luas mengenaiperilaku aktivitas ekonomi yang berguna
untuk memprediksi keuntungan. Dari sisi nasabah, kebutahurufan masih
menyelimuti dunia muslim.
f). Kurang menariknya sistem bagi hasil dalm aktivitas bisnis
Dalam dunia bisnis dan industri, biaya yang dikeluarkan dari dana-dana yang
diperoleh berdasarkan sistem bagi hasil tidak diketahui secara pasti.
7. Berakhirnya Akad Mudharabah
Pada prinsipnya, kontrak mudharabah akan berhenti jika salah satu pihak
menghentikan kontrak, atau meninggal, atau modal yang ditanam mengalami
kerugian di tangan mudharib.66
Berakhirnya akad mudrarabah apabila ada perkaraperkara sebagai berikut:
a. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat mudharabah. Jika salah
satu syarat mudharabah tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh
pengelola dan sudah dipergadangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian
keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan
ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka
keuntungan tersebut untuk pemilik modal.jika ada kerugian, kerugian tersebut
menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh
yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apa
pun, kecuali atas kelalaiannya.
66Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), h.235
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b. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal
atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad.
Dalam keadaanseperti ini, pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi
kerugian karena dia lah penyebab kerugian. 3. Apabila pelaksana atau pemilik




Istilah lain dari musyarakah adalah syarikah atau syirkah. Menurut bahasa
arab, syirkah berasal dari kata syarika (fi’il madhi), yasyruku (fi’il mudhari’),
syarikan/syirkatan/syarikatan (masdar/kata dasar); yang artinya menjadi sekutu
atau syarikat (kamus al munawar) menurut arti asli bahasa arab, syirkah berarti
mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak boleh dibedakan lagi satu
bagian dengan bagian lainnya.68
Musyarakah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata
syaraka َكَرَش yang bermakna bersekutu, meyetujui. Sedangkan menurut istilah,
musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha
tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal/
expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung
bersama sesuai dengan kesepakatan.69
Sedangkan pengertian secara terminologi menurut beberapa tokoh adalah70:
a. Menurut Ulama Malikiyah, syirkah adalah Suatu keizinan untuk bertindak
secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka.
b. Menurut Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah syirkah aadlah hak bertindak
hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati.
c. Menurut Ulama Hanafiyah syirkah adalah akad yang dilakukan oleh orang-
orang yang bekerjasama dalam modal dan keuntungan.
67 Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si, Fiqh Muamalah, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008) h.143
68Heri sudarsono, bank dan lembaga keuangan syariah, (Yogyakarta: EKONOSIA, 2003), h. 67
69Muhammad Syafi'i Antonio, Op.cit., h. 90
70 Qomarul huda, fiqh muamalah, (Yogyakarta: teras, 2011), h. 100
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d. Menurut sayyid sabiq syirkah adalah akad antara dua orang dalam
(penanaman) modal dan (pembagian) keuntungan.
e. Menurut taqiyuddin abi bakr Muhammad al husaini syirkah adalah ungkapan
tentang penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih
menurut cara yang telah diketahui
f. Menurut wahbah az zuhaili syirkah adalah kesepakatan dalam pembagian hak
dan usaha.
2. Landasan Hukum Pembiayaan Musyarakah
a. Al Qur’an
1). Surat An-Nisa’ ayat 12, sebagai berikut :
             
          
             
            
              
              
       
Artinya :
“ Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan
oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu
mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang
ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah
dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu
tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak,
Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan
sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-
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hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak
meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang
saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja),
Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta.
tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka
bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat
olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat
(kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at
yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha
Penyantun.”
2). Surat Ash-Shad ayat 24, sebagai berikut :
               
           
           
Artinya :
Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu
dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya.
dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu
sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat
sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya;
Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan
bertaubat.
b. Hadist
Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Sulaiman Al
Mishshishi], telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Az Zibriqan],
dari [Abu Hayyan At Taimi], dari [ayahnya] dari [Abu Hurairah] dan ia
merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak
48
ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara
mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatinya,
maka aku keluar dari keduanya." (Sunan Abu Daud : 2936).
3. Rukun dan Syarat Musyarakah
a. Rukun Musyarakah
Rukun merupakan sesuatu yang wajib dilakukan dalam suatu transaksi
(necessary condition), begitu pula pada transaksi yang terjadi pada kerja sama
bagi hasil al-Musyarakah. Pada umumnya, rukun dalam muamalah
iqtishadiyah (muamalah dalam bidang ekonomi) ada tiga yaitu:71
1) Akad, yang disebut juga shighat.
2) Dua pihak yang berakad, syaratnya harus memiliki kecakapan (ahliyah)
melakukan tasharruf (pengelolaan harta).
3) Obyek akad yang mencakup pekerjaan (amal) atau modal, menurut ulama
Hanafiah, rukun syirkah hanya ijab dan qabul atau serah terima.
Sedangkan orang yang berakad dan obyek akad bukan termasuk rukun,
tapi syarat. Dan menurut jumhur ulama, rukun syirkah meliputi shighat
(lafaz) ijab dan qabul, kedua orang yang berakad, dan obyek akad.
b. Syarat Musyarakah
Syarat adalah sesuatu yang keberadaanya melengkapi rukun (sufficient
condition)72.Bila rukun dipenuhi tetapi syarat tidak dipenuhi, rukun menjadi
tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi fasid (rusak).Demikian
menurut mazhab hanafi. Seperti syarat berikut:
1) Perserikatan itu merupakan transaksi yang boleh diwakilkan. Artinya, salah
satu pihak jika bertindak secara hukum terhadap objek perserikatan itu
dengan izin pihak lain, dianggap sebagai seluruh wakil pihak yang
berserikat.
2) Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang
haram menjadi batal demi hukum syariah.
71Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta : Grafindo, 2002.)
72 Adiwarman A. Karim, “BANK ISLAM”, Analisis fiqih dan keuangan, h.47
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3) Presentase pembagian keuntungan untuk masin-masing pihak yang
berserikat dijelaskan ketika berlangsungnya akad. Keuntungan itu diambil
dari hasil laba harta perserikatan, bukan dari harta lain.
4) Modal, harga barang dan jasa harus jelas.
5) Tempat penyerahan (delivery) harus jelas karena akan berdampak pada
biaya transportasi.
4. Tujuan Musyarakah
Tujuan atau manfaat pembiayaan musyarakah bagi bank dapat berupa:
a) Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana;
b) Memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usahayang
dikelola;
c) Akad musyarakah digunakan oleh Bank untuk memfasilitasi pemenuhan
kebutuhan permodalan bagi nasabah guna menjalankan usaha atau proyek
dengan cara melakukan penyertaan modal bagi usaha atau proyek yang ber-
sangkutan.
d) Karena setiap mitra tidak dapat menjamin modal mitra lainnya maka setiap
mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian
atau kesalahan yang disengaja. Beberapa hal yang menunjukkan adanya
kesalahan yang disengaja ialah pelanggaran terhadap akad, antara lain
penyalahgunaan dana pembiayaan, mani pulasi biaya dan pendapatan
operasional, pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Jika tidak
ter-dapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa, ke-salahan yang disengaja
harus dibuktikan berdasarkan badan arbitrase atau pengadilan.
Sama halnya tujuan dan manfaat musyarakah pada bank, bagi nasabah
pembiayaan musyarakah dapat berguna;
a) Memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan dengan baik.
b) Pembiayaan musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas atau
aktiva non kas, termasuk aktiva tidak berwujud, seperti lisensi dan hak paten.
c) Laba musyarakah dibagi diantara para mitra, baik secara proporsional sesuai
dengan modal yang disetorkan (baik berupa kas maupun aktiva lainnya) atau
sesuai nisbah yang disepakati semua mitra. Sedangkan rugi dibebankan secara
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proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan (baik berupa kas maupun
aktiva lainnya).73
Jadi tujuan dan manfaat pembiayaan musyarakah pada Lembaga Keuangan
Syariah secara prinsip dapat menguntungkan bagi kedua belah pihak, yaitu dari
pihak lembaga (bank) maupun pihak nasabah (investor). Karenanya yang
terpenting dari itu adalah harus saling percaya dan bertanggungjawab, serta
amanah dalam menjalankan kemitraan usaha itu sendiri.
5. Jenis-jenis Musyarakah
a. Syirkah Al-‘Inan
Merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih di mana besarnya
penyertaan modal dari masing-masing anggota tidak harus sama besarnya,
masing-masing anggota mempunyai hak penuh untuk aktif dalam mengelola
usaha, namun yang bersangkutan dapat menggugurkan hak tersebut, pembagian
keuntungan dapat didasarkan atas persentase modal masing-masing atau dapat
pula berdasarkan negoisasi atau kesepakatan di amna hal ini dimungkinkan
karena adanya kemungkinan tambahan kerja atau menganggung risiko dari salah
satu pihak, dan kerugian dibagi bersama sesuai dengan besarnya penyertaan
modal. Syirkah al-„inan merupakan bentuk perkongsian yang paling banyak
digunakan antara lain dapat diterapkan dalam Perseroan Terbatas, Joint Venture,
Penyertaan Saham, dan Proyek Khusus (Special Investment).
b. Syirkah Al-Mufawadhah
Merupakan kerja sama antara dua orang atau lebih di mana besarnya
penyertaan modal dari masing-masing anggota sama, setiap anggota menjadi
wakil dan penjamin (kafil) bagi partner lainnya, mempunyai hak dan kewajiban
yang sama, dan pembagian keuntungan dapat didasarkan atas persentase modal
masing-masing. Dengan kata lain, syarat utama dari jenis syirkah ini adalah
kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi
oleh masing-masing pihak. Sekalipun syarat-syarat syirkah ini relatif lebih ketat,
tetapi dapat diterapkan Perseroan Terbatas, Joint Venture, Penyertaan Saham,
dan Proyek Khusus (Special Investment).




Merupakan kerja sama antara dua orang seprofesi (atau tidak, menurut
pendapat selain Syafi’i) untuk menerima pekerjaan secara kolektif/bersama dan
berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerja sama dua orang
konsultan untuk mengerjakan sebuah proyek atau kerja sama dua orang penjahit
untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor. Pada syirkah ini yang
terpenting adalah pembagian kerja atas keahlian masing-masing sesuai
kesepakatan. Ketidakjelasan pembagian kerja dapat menimbulkan perselisihan
di kemudian hari terutama dalam hal pembagian keuntungannya.
d. Syirkah Al-Wujuh
Merupakan kerja sama antara dua orang atau lebih yang mengandalkan
wujuh (reputasi, prestasi, wibawa, atau nama baik),dan tidak ada keterlibatan
modal sama sekali. Misalnya, kongsiantara pedagang yang tidak membeli
barang secara tunai atas kepercayaan dan jaminan mitranya, kemudian
menjualnya dengan tunai.74
6. Aplikasi Pembiayaan Musyarakah Dalam Perbankan
Implementasi musyarakah dalam perbankan syariah dapat dijumpaipada
pembiayaan-pembiayaan seperti:
a. Pembiayaan Proyek
Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana
nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek
tersebut, dan setelah proyek itu selesai nasabah mengembalikan dana tersebut
bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.
b. Modal Ventura
Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi
dalam kepemilikan perusahaan, musyarakah ditetapkan dalam skema modal
ventura. Nasabah melakukan penanaman modal untuk jangka waktu tertentu
74 Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan
Syariah, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), Cet-2, h. 166-168
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setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik
secara singkat maupun bertahap.75
c. Musyarakah Mutanaqishah
Nasabah dan bank berkongsi dalam pengadaan suatu barang (biasanya
rumah atau kendaraan), misalnya 30% dari nasabah dan 70% dari bank. Untuk
memiliki barang tersebut, nasabah harus membayar kepada bank sebesar porsi
yang dimiliki oleh bank. Karena pembayaran dilakukan secara angsuran,
pemilikan porsi modal pun berkurang secara proposional sesuai dengan
besaran angsuran. Barang yang telah dibeli secara kongsi tadi baru akan
menjadi milik nasabah setelah porsi nasabah menjadi 100% dan porsi bank
0%.
Contoh:
Jika kita mengambil rumah, misalnya harga rumah RP. 100.000.000,-.
Bank berkonstribusi Rp. 70.000.000,- dan nasabah Rp. 30.000.000,-. Karena
kedua belah pihak (bank dan nasabah) telah berkongsi, bank memiliki 70%
saham rumah, sedangkan nasabah memiliki 30% kepemilikan rumah. Dalam
syariah Islam, barang milik perkongsian bisa disewakan kepada siapa pun,
termasuk kepada anggota perkonsian itu sendiri, dalam hal ini adalah nasabah.
Seandainya sewa yang dibayarkan penyewa (nasabah) adalah rp.
1.000.000,- per bulan, pada realisasinya Rp. 700.000,- akan menjadi milik
bank dan Rp. 300.000.,- merupakan bagian nasabah. Akan tetapi, karena
nasabah pada hakikatnya ingin memiliki rumah itu, uang sejumlah Rp.
300.000,- itu dijadikan sebagai pembelian saham dari porsi bank. Dengan
demikian, saham nasabah setiap bulan akan semakin besar dan saham bank
semakin kecil. Pada akhirnya, nasabah akan memiliki 100% saham dan bank
tidak lagi memiliki saham atas rumah tersebut. Itulah yang disebut
denganpengkosian yang mengecil atau musyarakah muntanaqishah atau
disebut juga dengan decreasing participation dari pihak bank.76
75Muhammad Syafi’i Antonio, Op. Cit, h.93
76Mohammad Ali Baharum, Masalah Perumahan Penyelesaian Menurut Perspektif Islam (Kuala
Lumpur: Angkatan Belia Islam Malaysia: 1990)
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7. Berakhirnya Akad Musyarakah
Berakhirnya kerja sama bagi hasil al-Musyarakah apabila dalam transaksi
tersebut terdapat kemungkinan, menjadi haram atau akadnya yang tidak sah, serta
pemilik modal atau pelaksana usaha yang melakukan tindakan seperti faktor-
faktor berikut ini:
a. Ta’alluq terjadi bila kita dihadapkan pada dua akad yang saling dikaitkan, maka
berlakunya akad 1 tergantung akad 2. Contohnya A menjual barang X seharga
Rp. 120 juta secara cicilan kepada B, dengan syarat bahwa B harus kembali
menjual barang X tersebut kepada A secara tunai seharga Rp. 100 juta. Dalam
terminology fiqih, kasus diatas disebut bai’al’inah.dan hal ini haram untuk
dilakukan.
b. Two in one, adalah kondisi dimana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad
sekaligus, sehingga terjadi ketidakpastian (gharar) mengenai akad mana yang
harus digunakan (berlaku). Dalam terminology fiqih, kejadian ini
disebutshafqatain fi al-shafqah. Two in one terjadi apabila, objek sama, pelaku
sama, dan jangka waktu sama.
c. Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi.
d. Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal
lainnya.
e. Memberi pinjaman kepada pihak lain.
f. Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak
lain.
g. Salah satu pihak menarik diri dari perserikatan, krena menurut pakar fiqh, akad
perserikatan itu tidak bersikat mengikat, dalam artian tidak boleh dibatalkan.
h. Salah satu pihak yang berserikat meninggal dunia.
i. Salah satu pihak yang berserikat menjadi tidak cakap hukum (seperti gila yang
sulit disembuhkan).
j. Salah satu pihak murtad (keluar dari agama Islam) dan melarikan diri ke negeri
yang berperang dengan negeri muslim; karena orang seperti ini dianggap telah
wafat.77
77 Nasrun Haroen.”Fiqh Muamalah” (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007).h. 175-176
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D. Teori Akuntansi Positif
1. Pengertian Teori Akuntansi Positif
Teori Akuntansi Positif merupakan suatu Teori yang berupaya untuk
menjelaskan mengapa kebijakan akuntansi menjadi suatu masalah bagi perusahaan
dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan, dan untuk
memprediksi kebijakan akuntansi yang hendak dipilih oleh perusahaan dalam
kondisi tertentu. Teori ini didasarkan pada pandangan bahwa perus
ahaan merupakan suatu nexus of contracts (perhubungan kontrak). Artinya
perusahaan merupakan suatu muara bagi berbagai macam kontrak yang datang
padanya. Misalnya, kontrak dengan karyawan (termasuk manajer), pemasok, dan
dengan pemberi modal. Sebagai suatu kumpulan dari berbagai kontrak, secara
rasional perusahaan ingin meminimalkan contracting cost (biaya kontrak) yang
berkaitan dengan kontrak-kontrak yang masuk pada perusahaan, seperti cost
negosiasi, pemantauan kinerja kontrak, kemungkinan kebangkrutan atau
kegagalan, dan lain sebagainya. Beberapa dari kontrak tersebut melibatkan
variabel-variabel akuntansi, dan teori akuntansi positif berargumentasi bahwa
perusahaan akan memanfaatkan kebijakan akuntansi guna meminimumkan
contracting cost. Kondisi ini diperkuat dengan adanya pemberian fleksibilitas oleh
badan penetapan standar kepada manajemen guna memilih dari seperangkat
kebijakan akuntansi yang telah diperkenankan.78
2. Prinsip Teori Akuntansi Positif
Teori akuntansi positif pada prinsipnya beranggapan bahwa tujuan dari teori
akuntansi adalah untuk menjelaskan dan memprediksi praktik-praktik akuntansi,
dengan kata lain apa yang dilakukan dan untuk apa dilakukan.79
3. Alasan mendasar terbentuknya teori akuntansi positif
Menurut Watt dan Zimmerman Terdapat tiga alasan mendasar terjadinya
pergeseran pendekatan normatif (teori akuntansi yang muncul sebelum adanyan
teori akuntansi positif) ke teori akuntansi positif yaitu:
78Watts, Ross L., dan Zimmerman, Jerold L, Positive Accounting Theory, (Prentice Hall International
Inc, Englewood Cliffs, NJ, USA : 1986).
79Ibid, h. 131.
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a. Ketidakmampuan pendekatan normatif dalam menguji teori secara empiris,
karena didasarkan pada premis atau asumsi yang salah sehingga tidak dapat
diuji keabsahannya secara empiris.
b. Pendekatan normatif lebih banyak berfokus pada kemakmuran investor secara
individual daripada kemakmuran masyarakat luas.
c. Pendekatan normatif tidak mendorong atau memungkinkan terjadinya alokasi
sumber daya ekonomi secara optimal di pasar modal. Hal ini mengingat bahwa
dalam sistem perekonomian yang  mendasarkan pada mekanisme pasar,
informasi akuntansi dapat menjadi alat pengendali bagi masyarakat dalam
mengalokasi sumber daya ekonomi secara efisien.
4. Tujuan Teori Akuntansi Positif
Tujuan dari pendekatan teori akuntansi positif adalah sebagai berikut80:
a. Untuk menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi.
b. Menjadikan pembuat kebijakan bisa memprediksi konsekuensi ekonomis dari
berbagai kebijakan dan praktek akuntansi.
c. Memberikan pedoman bagi para pembuat kebijakan akuntansi dalam
menentukan konsekuensi dari kebijakan tersebut.
5. Aplikasi teori akuntansi positif dalam perbankan syariah
Sebelum mendeskripsikan aplikasi teori akuntansi positif dalam perbankan,
penulis memaparkan terlebih dahulu beberapa hipotesis yang dikemukakan oleh
Watt dan Zimmerman yaitu :
a. Hipotesis rencana bonus (Bonus Plan Hypothesis), dalam keadaan ceteris
paribus para manajer perusahaan dengan rencana bonus akan lebih
memungkinkan untuk memilih prosedur akuntansi yang dapat menggantikan
pelaporan laba untuk periode mendatang ke periode sekarang atau dikenal
dengan income smoothing. Dengan hipotesis tersebut apabila manajer dalam
sistem penggajiannya sangat tergantung pada bonus akan cenderung untuk
memilih metode akuntansi yang dapat memaksimalkan gajinya.
80Hery, Teori Akuntansi, (Jakart : Kencana, 2011), h. 129-131.
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b. Hipotesis perjanjian hutang (Debt Covenant Hypothesis), dalam keadaan ceteris
paribus manajer perusahaan yang mempunyai ratio  leverage (debt/equity) yang
besar akan lebih suka memilih prosedur akuntansi yang dapat menggantikan
pelaporan laba untuk periode mendatang ke periode sekarang. Dengan memilih
metode akuntansi yang dapat memindahkan pengakuan laba untuk periode
mendatang ke periode sekarang maka perusahaan akan mempunyai leverage
rasio  yang kecil. Seperti diketahui bahwa banyak perjanjian hutang
mensyaratkan peminjam untuk mematuhi atau mempertahankan rasio hutang
atas modal, modal kerja, ekuitas pemegang saham, dan sebagainya selama masa
perjanjian. Jika perjanjian tersebut dilanggar perjanjian hutang mungkin
memberikan pinalti, seperti kendala dalam pinjaman tambahan.
c. Hipotesis biaya politik (Political Cost Hypothesis), dalam keadaan ceteris
paribus semakin besar biaya politik perusahaan, semakin mungkin manajer
perusahaan untuk memilih prosedur akuntansi yang menangguhkan pelaporan
laba periode sekarang ke periode mendatang. Hipotesis ini berdasarkan asumsi
bahwa perusahaan dengan biaya politik yang besar lebih sensitif dalam
hubungannya untuk mentransfer kemakmuran yang mungkin lebih besar
dibandingkan dengan perusahaan yang biaya politiknya kecil. Dengan kata lain
perusahaan  besar cenderung lebih suka menurunkan atau mengurangi laba yang
dilaporkan dibandingkan perusahaan kecil.
Tiga hipotesis tersebut menunjukkan bahwa teori akuntansi positif mengakui
adanya 3 hubungan keagenan, yaitu; antara manajemen dengan pemilik, antara
manajemen dengan kreditur, dan antara manajemen dengan pemerintah. Masalah
keagenan muncul disebabkan karena adanya asimetri informasi antara agen  dan
prinsipal, dimana agen lebih banyak mempunyai informasi dibandingkan prinsipal
sehingga memungkinkan adanya moral hazard. Hal inilah yang menjadi aplikasi
teori akuntansi positif dengan perbankan syariah yaitu dimana agen yang
diposisikan sebagai perbankan syariah memberlakukan pengelolaan perbankan
syariah dengan adanya moral hazard.
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E. Perlakuan Akuntansi atas Produk Pembiayaan Mudharabah
Bank-bank Islam menggunakan prinsip mudharabah dengan parapemegang
rekening investasi (deposan/Penabung) dalam menghimpun dana, danbisa juga
melaksanakan pemberian pembiayaan mudharabah, dimana dalamperlakuan
akuntansinya sangat berbeda. Perlakuan Akuntansi yang berkaitandengan transaksi
pembiayaan mudharabah dapat dijelaskan dalam PSAK 101 tentang Akuntansi
Perbankan Syariah, pengakuan danpengukurannya antara lain :81
1. Pengakuan pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut :
a.Pembiayaan mudharabah diakui pada saat pembayaran kas ataupenyerahan
aktiva non kas kepada pengelola dana (mudharib).
b. Pembiayaan mudharabah yang diberikan secara bertahap diakui padasetiap
tahap pembayaran atau penyerahan.
2. Pengukuran pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut :82
a.Pembiayaan mudharabah dalam bentuk kas diukur sejumlah uang yang
diberikan bank pada saat pembayaran.
b. Pembiayaan mudharabah dalam bentuk aktiva non kas :
1) Diukur sebesar nilai wajar aktiva non kas pada saat penyerahan
2) Selisih antara nilai wajar buku aktiva non kas diakui sebagai
3) keuntungna atau kerugian bank
c. Beban yag terjadi sehubungan dengan mudharabah tidak dapat diakuisebagai
bagian pembiayaan mudharabah kecuali telah disepakati bersama.
3. Setiap pembayaran kembali atas pembiayaan mudharabah oleh pengeloladana
(mudharib) mengurangi saldo pembiayaan mudharabah.
4. Apabila sebagian pembiayaan mudharabah hilang sebelum dimulainya usaha
karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian




ataukesalahan pihak mudharaib, maka rugi tersebut mengurangi saldo
pembiayaan mudharabah dan diakui sebagai kerugian bank.
5. Apabila pembiayaan diberikan dalam bentuk non kas maka kegiatan usaha
mudharabah dianggap mulai berjalan sejak barang tersebut diterima oleh
mudharib dalam kondisi siap dipergunakan.
6. Apabila sebagian pembiayaan hilang setelah dimulainya usaha tanpa
adanyakelalaian atau kesalahan pengelola dana (mudharib) maka rugi
tersebutdiperhitungkan pada saat bagi hasil.
7. Apabila pembiayaan diberikan dalam bentuk non-kas dan barang
tersebutmengalami penurunan nilai pasar pada saat atau setelah barang
digunakansecara efektif dalam kegiatan usaha maka rugi tersebut tidak
langsungmengurangi jumlah pembiayaan namun diperhitungkan pada saat bagi
hasil.
8. Kelalaian atau kesalahan pengelola dana (mudharib), antara lain
ditunjukkanoleh:83
a. Tidak dipenuhinya persyaratan yang ditemukan dalam akad ;
b. Tidak terdapat kondisi diluar kemampuan (force majeur) yang lazim atau yang
telah ditentukan di dalam akad; atau
c. Hasil putusan dari badan arbitrase atau pengadilan
9. Apabila mudharabah berakhir sebelum jatuh tempo dan pembiayaan mudharabah
belum dibayar oleh pengelola dana, maka pembiayaan mudharabah diakui
sebagai piutang jatuh tempo.
F. Perlakuan Akuntansi atas produk Musyarakah
1. Pengakuan dan Pengukuran Awal Pembiayaan Musyarakah
Modal harus berbentuk tunai dan bisa berupa emas atau perak yang setara.
Menurut para Fuqaha tidak ada perbedaan mengenai hal ini.Modal bisa saja
berbentuk trading assets seperti barang, properti, dan peralatan lainnya.Modal
mungkin saja juga berbentuk hak tak berwujud, seperti hak paten, hak gadai, dan
83Slamet Wiyono. op, cit. Hal. 123
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lain-lain.Kalangan Fuqaha menyetujui pemberian modal berbentuk tipe-tipe assets
diatas, asalkan nilai aset itu sebanding dengan nilai uang tunai dan disepakati
bersama.
Mazhab Syafi’i dan Maliki mengatakan bahwa dana yang diperoleh dari mitra
harus dicampur agar tidak ada hak istimewa diantara mereka. Meskipun demikian
mazhab Hanafi tidak menentukan pembagian dana dalam bentuk tunai, dan mazhab
Hambali tidak mensyaratkan adanya percampuran modal. Partisipasi dari para
mitra dalam pekerjaan musyarakah merupakan dasar hukum dan dilarang salah
satu pihak untuk menghindari atau tidak mau terlibat. Meskipun demikian,
persamaan pekerjaan bukan merupakan hal yang pokok.Salah satu mitra
diperbolehkan untuk melakukan lebih banyak usaha dibandingkan dengan mitra
lainnya dan diperbolehkan untuk mengisyaratkan bagi dirinya senidiri bagian
ekstra keuntungan.
Modal Musyarakah diatur oleh sekelompok asas, di mana yang terpenting
adalah saham mitra haruslah diketahui, yang ditetapkan dan disepakati pada waktu
pengadaan akad, dan harus ada dalam bentuk tunai atau semacamnya, namun tidak
dalam bentuk hutang, untuk menghindari penipuan, ketidaktahuan dan
ketidakmampuan dalam menggunakan modal. Sesuai dengan hukum perundang-
undangan syariah, apabila modal berada dalam bentuk aset terwujud maupun tak
terwujud, maka dalam hal ini asas syariah akan mensyaratkan nilai aset tak
berwujud berdasarkan perjanjian dengan para mitra, dan jumlah saham bank dalam
musyarakah akan diukur dengan nilai pasar yang sebenarnya, yakni jumlah yang
telah dibayarkan atau dimana jumlah ini telah dinilai pada saat mengadakan akad.
Penilaian tersebut harus dilakukan oleh orang yang ahli dan atas persetujuan kedua
belah pihak.
Ada dua alasan untuk tidak menggunakan nilai historis dalam mengukur aset
non moneter yang mewakili saham Bank Islam dalam Musyarakah, yaitu yang
pertama, penerapan nilai aset yang sudah disepakati kedua belah pihak harus
menerima hasil dari penilaian akuntansi keuangan yang objektif serta dibukukan
dalam pernyataan objekif. Dan yang kedua, penerapan  nilai sesungguhnya untuk
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mengukur aset seperti ini akan menjurus ke penerapan konsep kejujuean penyajian
sesuai dengan pernyataan konsep.84
2. Pengakuan Laba Rugi Musyarakah
Standar pengukuran yang diungkapkan berbeda antara transaksi pembiayaan
Musyarakah (tetap atau menurun sampai kepemilikan) yang berakhir selama tahun
buku, dengan yang berlanjut untuk lebih dari satu tahun buku. Dalam hal pertama,
keuntungan dan kerugian diakui setelah likuidasi dan hal ini merupakan penerapan
asas syariah, tidak ada keuntungan yang dianggap berlaku terkecuali setelah
melindungi modal, yakni likiudasi yang menunjukkan suatu kelebihan dari modal
(keuntungan) atau jika kekurangan dari modal (kerugian).  Kedua, jika transaksi
pembiayaan Musyarakah berlanjut untuk lebih dari satu tahun buku, maka
pengakuan akan dibuat pada bagian masing-masing tahun buku dari keuntungan
atau kerugian dan sebanding dengan bagian terlikuidasi dari tahun buku tersebut,
berdasarkan atas konsep berjangka untuk tujuan membuat laporan keuangan
dengan cara untuk mencapai tujuan ( menentukan hak dan kewajiban dari semua
pihak bersangkutan).85
3. Pengakuan Bagian Bank atas Pembiayaan Musyarakah setelah Akad
Saham bank setelah pengadaan akad diukur dengan biaya historisnya, karena
aturan syariah, untuk Musyarakah mensyaratkan penentuan modal dan
pemeliharaannya sampai  batas waktu akhir sehingga dapat menghasilkan
keuntungan. Keuntungan ini didefinisikan sebagai kelebihan dari modal
musyarakah awal (initial). Hal ini juga sesuai dengan ciri-ciri pengukuran
akuntansi.
Pembiayaan musyarakah dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang
dibayarkan, pembiayaan musyarakah dalam bentuk valuta asing dinilai sebesar
kurs pada saat transaksi. Pembiayaan musyarakah yang diberikan dalam bentuk
aktiva non-kas dinilai sebesar nilai wajar aktiva non-kas, sedangkan selisih antara
nilai wajar dan nilai buku aktiva non kas diakui sebagai keuntungan atau kerugian
bank pada saat penyerahan.




Penilaian pembiayaan musyarakah pada akhir periode akuntansi, sebagai
berikut:
a. Pembiayaan musyarakah permanen dinilai sebesar nilai perolehan (jumalah
kas yang dibayarkan atau nilai wajar aktiva pada saat akad) setelah dikurangi
dengan kerugian yang telah diakui.
b. Pembiayaan musyarakah menurun disajikan sebesar harga perolehannya
dikurangi bagian yang telah dialihkan kepada mitra musyarakah.86
4. Pengakuan Akad Berakhir
Pada saat akad berakhir, keuntungan yang belum diterima bank dari mitra
musyarakah diakui sebagai piutang musyarakah.Apabila terjadi kerugian dalam
musyarakah akibat kelalaian atau penyimpangan mitra musyarakah, mitra yang
melakukan kelalaian tersebut menanggung beban kerugian itu.Kerugian bank yang
diakibatkan kelalaian atau penyimpangan mitra tersebut diakui sebagai piutang
musyarakah.87
G. Perlakuan Akuntansi menurut PSAK 105
Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 105 tentang
Akuntansi  mudharabah,  dijelaskan  acuan  akuntansi tentang pengukuran,
pengakuan, penyajian dan pengungkapan transaksi  mudharabah, bank sebagai
pemilik dana atau shahibul maal sebagai berikut:88
1. Pengakuan dan pengukuran
a. Dana  mudharabah  yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai  investasi
mudharabah  pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset  non-kas kepada
pengelola dana. (PSAK 105: Paragraf 12)
b. Pengukuran investasi  mudharabah adalah sebagai berikut:




88 Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h.105
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2) Investasi  mudharabah dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai  wajar
aset non-kas pada saat penyerahan:
a) Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka
selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai
jangka waktu akad  mudharabah.
b) Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya
diakui sebagai kerugian. ( PSAK 105: Paragraf 13)
c. Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan  rusak,
hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola
dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi
saldo investasi  mudaharabah. (PSAK 105: Paragraf 14)
d. Jika sebagian investasi  mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa
adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut
diperhitungkan pada saat bagi hasil.  (PSAK 105: Paragraf 15)
e.Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha
mudharabah diterima oleh pengelola dana. (PSAK 105: Paragraf 16)
f. Dalam investasi  mudharabah yang diberikan dalam aset  non-kas  dan aset  non-
kas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang
dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha  mudharabah,  maka  kerugian
tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan
pada saat pembagian bagi hasil.  (PSAK 105: Paragraf 17)
g. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh:
1) Persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi
2) Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan ( force majeur ) yang lazim  dan
/atau yang telah ditentukan dalam akad; atau
3) Hasil keputusan dari institusi yang berwenang.  (PSAK 105: Paragraf  18)
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h. Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan  belum
dibayar oleh pengelola dana, maka investasi  mudharabah diakui  sebagai
piutang.  (PSAK 105: Paragraf 19)
i. Jika investasi  mudharabah  melebihi satu periode pelaporan, penghasilan  usaha
diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.
(PSAK 105: Paragraf 20)
j. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad  mudharabah  berakhir
diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat
akad  mudharabah berakhir, selisih antara:
1) Investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi;  dan
2) Pengembalian investasi  mudharabah diakui sebagai keuntungan atau
kerugian. (PSAK 105: Paragraf 21)
k. Pengakuan penghasilan usaha  mudharabah  dalam praktik dapat diketahui
berdasarkan laporan bagi hasil atas realitas penghasilan usaha dari pengelola
dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.
(PSAK 105: Paragraf 22)
l. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada
pengelola dana dan tidak mengurangi investasi  mudharabah. (PSAK
105:Paragraf 23)
m.Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai
piutang. (PSAK 105: Paragraf 24)
2. Penyajian
Pemilik dana menyajikan investasi  mudharabah  dalam laporan keuangan  sebesar
nilai tercatat.  (PSAK 105: Paragraf 36)
3. Pengungkapan
Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi  mudharabah, tetapi  tidak
terbatas, pada:
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a. Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian  hasil
usaha, aktivitas usaha  mudharabah,  dan lain-lain.
b. Rincian jumlah investasi  mudharabah berdasarkan jenisnya.
c. Penyisihan kerugian investasi  mudharabah selama periode berjalan.
d. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK no. 101 tentang Penyajian
Laporan Keuangan Syariah.  (PSAK 105: Paragraf 38)
H. Perlakuan Akuntansi menurut PSAK 106
PSAK No. 106 merupakan PSAK Syariah yang memuat mengenai akuntansi
keuangan  syariah  musyarakah,  di  mana  PSAK  No.  106  khusus  mengatur
pengakuan,  pengukuran,  penyajian,  dan  pengungkapan  transaksi  musyarakah.
1. Pengakuan dan Pengukuran Musyarakah Pada PSAK No. 106, sebagai berikut:
a. Untuk pertanggung jawaban pengelolaan usaha musyarakah dan sebagai dasar
penentuan bagi hasil, maka mitra aktif atau pihak yang mengelola  usaha
musyarakah harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk  usaha
musyarakah tersebut. (PSAK No. 106, par 13)
b. Akuntansi untuk mitra aktif antara lain:
Pada saat akad
1). Investasi  Musyarakah  diakui  pada  saat  penyerahan  kas  atau  aset non-
kas untuk usaha Musyarakah. (PSAK No. 106, par 14)
2). Pengukuran investasi musyarakah:
a). Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diserahkan; dan
b). Dalam bentuk aset non-kas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat
selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset non-kas, maka  selisih
tersebut  diakui  sebagai  selisih  penilaian  aset  musyarakah dalam
ekuitas. Selisih penilaian aset musyarakah tersebut  diamortisasi
selama  masa  akad  musyarakah.  (PSAK  No. 106, par 15)
3). Aset  non-kas  musyarakah  yang  telah dinilai  sebesar  nilai  wajar
disusutkan dengan jumlah penyusutan yang mencerminkan:
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a). Penyusutan  yang  dihitung  dengan  model  biaya  historis;  ditambah
dengan  Penyusutan  atas  kenaikan  nilai  aset  karena  penilaian
kembali  saat penyerahan aset non-kas untuk usaha musyarakah.
(PSAK  No. 106, par 16)
b). Jika  proses  penilaian  pada  nilai  wajar  menghasilkan  penurunan
nilai  aset,  maka  penurunan  nilai  ini  langsung  diakui  sebagai
kerugian. Aset non-kas musyarakah yang telah dinilai sebesar nilai
wajar  disusutkan  berdasarkan  nilai  wajar  yang  baru.  (PSAK  No.
106, par 17)
c). Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya studi
kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah
kecuali  ada persetujuan  dari  seluruh  mitra  musyarakah.  (PSAK
No. 106, par 18)
d). Penerimaan  dana  musyarakah  dari  mitra  pasif  (misalnya,  bank
syariah)  diakui  sebagai  investasi  musyarakah  dan  di  sisi  lain
sebagai dana syirkah temporer sebesar dana  dalam  bentuk  kas  dinilai
sebesar  jumlah  yang  diterima dan Dana dalam bentuk aset non-kas
dinilai sebesar nilai wajar dan  disusutkan selama masa akad atau
selama umur ekonomis jika  aset  tersebut  tidak  akan  dikembalikan
kepada  mitra  pasif.  (PSAK No. 106, par 19)
Selama akad
1). Bagian  mitra  aktif  atas  investasi  musyarakah  dengan  pengembalian
dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar jumlah  kas  yang  diserahkan
untuk  usaha  musyarakah  pada  awal akad dikurangi dengan kerugian (jika
ada) atau nilai  wajar  aset  musyarakah  non-kas  pada  saat  penyerahan
untuk  usaha  musyarakah  setelah  dikurangi  penyusutan  dan  kerugian
(jika ada). (PSAK No. 106, par 20)
2). Bagian  mitra  aktif  atas  investasi  musyarakah  menurun  (dengan
pengembalian  dana  mitra  pasif  secara  bertahap)  dinilai  sebesar  jumlah
kas  atau  nilai  wajar  aset  non-kas  yang  diserahkan  untuk  usaha
musyarakah pada awal akad ditambah dengan jumlah dana  syirkah
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temporer yang telah dikembalikan kepada mitra pasif, dan  dikurangi
kerugian (jika ada). (PSAK No. 106, par 21)
Akhir akad
Pada  saat  akad  diakhiri,  investasi  musyarakah  yang  belum
dikembalikan mitra pasif diakui sebagai kewajiban. (PSAK No. 106,  par 22)
Pengakuan Hasil Usaha
1) Pendapatan usaha musyarakah yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar
haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha  musyarakah.
Sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui  sebagai  hak  pihak
mitra  pasif  atas  bagi  hasil  dan  kewajiban. (PSAK No. 106, par 23)
2) Kerugian  investasi  musyarakah  diakui  sesuai  dengan  porsi  dana
masing-masing  mitra  dan  mengurangi  nilai  aset musyarakah.  (PSAK
No. 106, par 24)
3) Jika  kerugian  akibat  kelalaian  atau  kesalahan  mitra  aktif  atau
pengelola  usaha,  maka  kerugian  tersebut  ditanggung  oleh  mitra  aktif
atau pengelola aktif musyarakah. (PSAK No. 106, par 25)
4) Pengakuan  pendapatan  usaha  musyarakah  dalam  praktik  dapat
diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi pendapatan  usaha
dari catatan akuntansi mitra aktif atau pengelola usaha yang  dilakukan
secara terpisah. (PSAK No. 106, par 26)
c. Akuntansi untuk mitra pasif antara lain sebagai berikut:
Pada saat akad
1). Investasi  musyarakah  diakui  pada  saat  pembayaran  kas  atau
penyerahan aset non-kas kepada mitra aktif. (PSAK No. 106, par  27)
2). Pengukuran investasi musyarakah dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah
yang dibayarkan dan dalam bentuk aset non-kas dinilai sebesar nilai wajar
dan jika  terdapat  selisih  antara  nilai  wajar  dan  nilai  tercatat  aset  non-
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kas, maka selisih tersebut diakui sebagaikeuntungan  tangguhan  dan
diamortisasi  selama  masa akad atau  kerugian pada saat terjadinya.
(PSAK No. 106, par 28)
3). Investasi musyarakah non-kas yang diukur dengan nilai wajar aset yang
diserahkan  akan  berkurang  nilainya  sebesar  beban penyusutan atas aset
yang diserahkan, dikurangi dengan amortisasi  keuntungan tangguhan (jika
ada). (PSAK No. 106, par 29)
4). Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya studi
kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali
ada  persetujuan dari  seluruh  mitra.  (PSAK  No.  106,  par  30)
Selama akad
1). Bagian  mitra  pasif  atas  investasi  musyarakah  dengan  pengembalian
dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar jumlah  kas  yang  dibayarkan
untuk  usaha  musyarakah  pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika
ada)atau nilai  wajar  aset  musyarakah  non-kas  pada  saat  penyerahan
untuk  usaha  musyarakah  setelah  dikurangi  penyusutan  dan  kerugian
(jika ada). (PSAK No. 106, par 31)
2). Bagian  mitra  pasif  atas  investasi  musyarakah  menurun  (dengan
pengembalian  dana  mitra  pasif  secara  bertahap)  dinilai  sebesar  jumlah
kas  yang  dibayarkan  untuk  usaha  musyarakah  pada  awal  akad
dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian  (jika ada).
(PSAK No. 106, par 32)
Akhir akad
Pada  saat  akad  diakhiri,  investasi  musyarakah  yang  belum




Pendapatan  usaha  investasi  musyarakah  diakui  sebesar bagian
mitra  pasif  sesuai  kesepakatan.  Sedangkan  kerugian  investasi musyarakah
diakui sesuai dengan porsi dana. (PSAK No.  106, par 34).
2. Penyajian Musyarakah Pada PSAK No. 106
a. Mitra aktif  menyajikan  hal-hal yang  terkait  dengan  usaha musyarakah
dalam laporan keuangan yaitu kas  atau  aset  non-kas  yang  disisihkan  oleh
mitra  aktif  dan  yang  diterima dari mitra pasif disajikan sebagai investasi
musyarakah, Aset musyarakah yang diterima dari mitra pasif disajikan
sebagai  unsur dana syirkah temporer untuk dan Selisih  penilaian  aset
musyarakah,  bila  ada,  disajikan  sebagai  unsure ekuitas. (PSAK No. 106,
par 35).
b. Mitra  pasif  menyajikan  hal-hal yang  terkait  dengan usaha musyarakah
dalam laporan keuangan yaitu kas atau aset non-kas yang diserahkan kepada
mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah dan keuntungan
tangguhan  dari  selisih  penilaian  aset  non-kas  yang  diserahkan  pada  nilai
wajar  disajikan  sebagai  pos  lawan  (contra  account) dari investasi
musyarakah. (PSAK No. 106, par 36)
3. Pengungkapan Musyarakah Pada PSAK 106
Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah, tetapi
tidak terbatas, pada:
a. Isi kesepakatan utama usaha musyarakah, seperti porsi dana, pembagian hasil
usaha, aktivitas usaha musyarakah, dan lain-lain
b. Pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif; dan
c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang Penyajian




A. Jenis Data dan Sumber Data
1. Jenis Data
Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) adalah
melakukan kegiatan lapangan untuk memperoleh berbagai data dari informasi yang
dilakuakan.89 Pengumpulan data dilakukan lengsung dengan mendekati para
responden baik dengan melakukan wawancara (interview), maupun dengan jalan
observasi.90
Proses pencatatan data dilakukan di lapangan bersamaan dengan
pengumpulan data. Data harus dicatata apa adanya, kemudian dibuat kesimpulan
sendiri, akan tetapi kesimpulan tersebut berdasarkan pendapat orang lain sehingga
dapat terjaga objektivitasnya.
Penelitian ini bersifat asosiatif. Secara harfiah penelitian asosiatif adalah
penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran
permasalahan dengan keadaan apa adanya sehingga hanya merupakan penyikapan
fakta.91
Bentuk penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah
penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristrik dimana data yang dinyatakan
dalam keadaan kewajaran atau sebagaimana adanya (natiral setting) dengan tidak
dirubah dalam bentuk simbol atau bilangan, sedangkan kata-kata yang ada dalam
penelitian pada dasarnya berarti rangkaian kegiatan atau proses pengungkapan
rahasia sesuatu yang belum diketahui dengan mempergunakan cara kerja atau
metode yang sistematik, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan.92
Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan norminatif
empiris. Pendekatan norminatif empiris yaitu “ penelitian yang fokus masalah dan
89 Kartini Kartono, Pengantar Metodelogi Riset Social, (Bandung: Alumi, 1986), h.28.
90 J. Supranto, Metode Riset Aplikasinya Dalam Pemasaran, (Jakarta: Fakultas Ekonomi, Uneversitas
Indonesia, 1981), h. 10.
91 Herman Warsito, Pengantar Metode Penelitian, (Jakarta: Gramedia, 1976), h. 6
92 Moh. Kasiram, Metodelogi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h.
176.
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kajiannya berkaitan dengan fakta, fenomena atau gedjala ekonomi yang tidak lepas
dari norma-norma ekonomi.93 Hal ini memiliki makna bahwa, pendekatan normatif
empiris merupakan penelitian yang fokus dan data utamanya bersumber dari fakta,
fakta fenomena yang ada dilapangan atau dalam kehidupan masyarakat, berupa
prilaku pribadi, prilaku kelompok, dinamika atau keadaan suatu kelompok
masyarakat umum tidak lepas dari norma-norma ekonomi.
Maksud dari pendekatan ini adalah untuk menilai informasi atau data yang
ada, menguraikannya dan memberikannya analisa dan hasil penelitian tersebut
yang berkaitan dengan perlakuan Akuntansi Mudharabah dan Musyarakah pada
PT. BPRS Metro Madani dan PT. BPRS Lampung Timur dalam prespektif
Ekonomi Islam.
Instrumen penelitian dilakukan oleh peneliti sendiri, sehingga peneliti dapat
mengetahui secara langsung data hasil wawancara atau observasi yang talah
dilakukan dan mendapatkan bukti kebenaran dalam proses penelitian.
Uraian diatas dapat diambil pengertian bahwa, penelitan deskrptif kualitatif
dalam penulisan tesis ini dapat mendeskripsikan atau menggambarkan secara
sistematis fakta dari penerapan Akuntansi Mudharabah dan Musyarakah pada PT.
BPRS Metro madani dan PT BPRS Lampung Timur.
2. Sumber Data
Menurut Suharsimi Arikunto yang dimaksud dengan sumber data dalam
penelitian adalah subjek dari mana data itu diperoleh.94 Sumber data dalam
penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.
Data Primer merupakan data yang berasal dari sumber asli atau pertama,
data ini diperoleh melalui observasi atau pengamatan langsung, seperti
wawancara.95 Dalam hal ini penulis melakukan penelitian langsung pada PT. BPRS
Metro Madani dan PT. BPRS Lampung Timur. Sumber data primer yang peneliti
dapatkan adalah hasil wawancara dengan Account Officer pada PT. BPRS Metro
Madani dan PT. BPRS Lampung Timur.
93 Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 89.
94 Hadani Nawawi dan Mimi Martini dikutip oleh Suharsimi Arikunto dalam bukunya, Prosedur
Penelitian Praktis, (Yogyakarta: PT. Rineka Ciupta, 2006). Edisi Revisi IV, h. 129.
95 Jonatan Sarwono, Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS 1, (Yogyakarta: andi, 2006), h. 8.
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Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai literatur, yang
mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku harian, majalah, koran, makalah,
internet dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian.96 Dalam penelitian ini
yang menjadi sumber data skunder adalah beberapa buku, makalah, internet yang
mendeskripsikan tentang Akuntansi Mudharabah, Akuntansi Musyarakah, PSAK
105, PSAK 106, dan Teori Akuntansi Positif. Sumber data skunder ini diharapkan
dapat menunjang penulis dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam
penelitian ini, sehingga sumber data primer menjadi lebih lengkap.
B. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan salah satu tahapan penting dalam
kegiatan penelitian dan dilakukan setelah peneliti selesai membuat disain penelitian
sesuai dengan masalah yang akan diteliti.97 Dalam penelitian ini, penulis
menggunakan dua macam metode pengumpulan data, yaitu sebagai berikut :
1. Penelitian Pustaka (Library Research)
Metode ini merupakan bentuk penelitian yang dilakukan penulis dengan cara
mengumpulkan literatur-literatur yang berhubungan dan mendukung penelitian,
dokumen, arsip, dan catatan-catatan penting organisasi yang juga berhubungan
dengan penelitian.
2. Penelitian Lapangan (Field Research)
Penelitian lapangan yaitu pengumpulan data dengan mengadakan penelitian
secara langsung terhadap objek penelitian melalui wawancara. Wawancara yaitu
bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi
berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga
gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata
secara verbal.98 Pada penulisan tesis ini, wawancara dilakukan kepada salah satu
Account Officer pada PT. BPRS Metro Madani dan PT. BPRS lampung Timur
yang khusus menangani pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah.
96 Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 23.
97 Jonatan Sarwono, Op.cit, h. 17.
98 W. Gulo, Metode Peneletian, (Jakarta: Widia Sarana Indonesia, 2002). h. 119.
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C. Teknik Pengolah Data
Pengolahan data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan
data, menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola,
menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan  memutuskan apa yang
dapat diceritakan orang lain.99 Kemudian penulis memadukan teori yang ada dengan
kenyataan yang terjadi dilapangan guna mengambil suatu kesimpulan dari penelitian
ini terhadap pelaksanaan teori dan praktik dilapangan.
D. Teknik Anilisis Data
Dalam menganalisis data penulis menggunakan data yang telah diperoleh,
kemudian data tersebut diolah dan dianalisis. Analisis data ini penting karena hasil
analisis tersebut dapat memberi informasi penting yang berguna dalam menyelesaikan
masalah penelitian. Pada penelitian ini, masalah dibatasi pada perlakuan akuntansi
pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada PT BPRS Metro Madani dan PT
BPRS Lampung Timur.
Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan
cara mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan objek penelitian yang
sesungguhnya untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan yang dihadapi oleh
objek penelitian, kemudian dibandingkan dengan standar yang ada pada saat itu
untuk selanjutnya dideskripsikan bagaimana PT BPRS Metro Madani dan PT BPRS
Lampung Timur dalam menerapkan sistem pembiayaan mudharabah dan
Musyarakah.
Tahap-tahap analisis pembiayaan mudharabah dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. menjelaskan tentang jenis-jenis produk pembiayaan yang ditawarkan oleh PT
BPRS Metro Madani dan PT BPRS Lampung Timur.
2. menggambarkan penerapan pembiayaan mudharabah dan Musyarakah pada PT
BPRS Metro Madani dan PT BPRS Lampung Timur, meliputi sektor ekonomi
yang dapat dibiayai dengan pembiayaan mudharabah dan musyarakah, prosedur
pembiayaan mudharabah dan musyarakah, dan penentuan persentase bagi hasil
antara pihak bank dan pihak nasabah.
99 Laxy J. Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
2009). h. 248.
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3. menganalisis perlakuan akuntansi atas pembiayaan mudharabah dan musyarakah
oleh PT BPRS Metro Madani dan PT BPRS Lampung Timur, yang meliputi:
a. pengakuan dan pengukuran pembiayaan mudharabah dan musyarakah
b. pengakuan pendapatan dan beban pembiayaan mudharabah dan musyarakah
c. penyajian dan pengungkapan pada laporan keuangan.
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BAB IV
PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA
A. Penyajian Data
1. PT. BPRS Metro Madani
a. Sejarah Singkat PT. BPRS Metro Madani
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani (BPRS Metro
Madani) salah satu lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah
Islam dalam kegiatan operasionalnya. Dasar hukum  UU nomor 7 tahun 1992
tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU nomor  10 tahun 1998 dan
terakhir UU nomor  21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
PT. BPRS Metro Madani mulai beroperasional tanggal 20 September
2005, didirikan berdasarkan Akta Anggaran Dasar notaris Hermazulia, SH di
Bandar Lampung no. 1 tanggal 03 Maret  2005 yang disahkan oleh Menteri
Hukum dan Hak Azazi Manusia (HAM) nomor C-16872 HT.01.01.TH.
2005 tanggal 17 Juni 2005. Izin usaha dari Bank Indonesia nomor
7/54/KEP.GBI/2005 tanggal 8 September 2005.
Saat ini PT. BPRS Metro Madani memiliki 4 (empat)  kantor cabang, 1
(satu) kantor Kas dan 1 (satu) Kantor Layanan Kas. Cabang pertama di Unit II
Tulang Bawang sejak 14 Januari 2008,  cabang kedua di Kecamatan Kalirejo
Kabupaten Lampung Tengah sejak  01 Nopember 2009, Cabang ketiga di
Daya Asri Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat sejak 23
Juli 2012, cabang keempat di Jatimulyo Kabupaten Lampung Selatan sejak 26
Agustus 2013 dan Kantor Kas Metro di 15a Kampus Kota Metro sejak 01
Oktober 2011, serta Kantor Layanan Kas di RSU Muhamadiyah Metro sejak
15 Oktober 2012.
b. Visi dan Misi PT. BPRS Metro Madani
Visi PT BPRS Metro Madani yaitu Mewujudkan Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah Metro Madani yang berkemajuan, bermartabat dan membawa
kemaslahatan ummat.
Misi PT BPRS Metro Madani yaitu Menjalankan usaha Perbankan
Syariah sesuai syariah Islam, yang sehat dan terpercaya serta Memberikan
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pelayanan terbaik dan professional kepada nasabah, share holder dan
karyawan.
c. Stuktur Kepengurusan PT. BPRS Metro Madani
Kepengurusan PT. BPRS Metro Madani sesuai Undang - Undang
Perseroan Terbatas dan ketentuan Bank Indonesia tentang Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah terdiri dari:
1). Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Prof. Dr. Hi. Marzuki Noor, M.S.
Komisaris : Indah Purnomowati, S.Ip.,M.Esy
2). Dewan Pengawas Syariah
Ketua DPS : Drs. H. Hadi Rahmat, M.A.
Anggota DPS : Ust. Ahmad Sujino, M.Pdi
3). Dewan Direksi
Direktur Utama : Ratna Kartika Sari, S.E., M.Si.
Direktur : H. Suhartono Niti Prawiro, S.E.
d. Produk yang ditawarkan PT. BPRS Metro Madani
1). Produk Penghimpunan Dana
Produk Penghimpunan Dana  terdiri dari:
a) Tabungan dengan prinsip Wadiah (titipan)  yaitu Tabungan Syariah
Metro Madani (TSMM), Tabungan yang penarikannya dapat dilakukan
setiap saat kapan saja nasabah membutuhkan.
b) Tabungan dengan prinsip Mudharabah Tabungan yang penarikannya
sesuai dengan tujuannya antara lain : Tabungan Haji iB, Tabungan
Qurban iB,  tabungan Pendidikan iB, tabungan walimah iB.
c) Deposito Investasi dengan prinsip Mudharabah Simpanan yang
ditujukan untuk berinvestasi dalam jangka waktu tertentu dan berbagi
hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Jangka waktu mulai
dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.
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2). Pembiayaan
Produk Pembiayaan BPRS Metro Madani  atas dasar akad Syariah antara
lain:
a) Jual beli : : Murabahah, Salam, Istishna
b) Syirkah dengan bagi hasil : Mudharabah, musyarakah
c) Sewa menyewa : Ijarah, Ijarah muntahiyah bittamlik
d) Pinjam meminjam : Qordh / Qardhul hasan
e) Jasa pelayanan : Ijarah multijasa, kerjasama talangan haji/umroh
f) Gadai Emas Syariah : Rahn
3). Pelayanan Payment point
Melayani pembayaran tagihan jasa telekomunikasi, rekening listrik dan
transfer antar bank online
2. PT. BPRS Lampung Timur
a. Sejarah Singkat PT. BPRS Lampung Timur
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lampung Timur (BPRS Lampung
Timur) salah satu lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah Islam
dalam kegiatan operasionalnya. Dasar hukum Perda No.9 tahun 2007 tentang
Pembentukan PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Lampung Timur (PT. BPRS
Lampung Timur) dan diubah dengan Perda No. 3 tahun 2009 tentang PT. Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah Lampung Timur.
PT. BPRS Lampung Timur mulai beroperasional tanggal 30 Juli 2009,
didirikan berdasarkan Akta Anggaran Dasar Septi Notariana No.02 Tanggal  15
Desember 2008, dan mendapatkan pengesahan dari Kementrian Hukum dan HAM
No.AHU-23627.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 28 Mei 2009.Izin usaha dari Bank
Indonesia nomor No.11/32/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 16 Juni 2009 tentang
pemberian ijin Usaha PT. BPRS Lampung Timur.
b. Visi dan Misi PT. BPRS Lampung Timur
Visi PT. BPRS Lampung Timur yaitu Menjadi Badan Usaha Milik
Daerah yang profesional, memiliki daya saing yang kompeten serta mampu
memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung
Timur dengan semboyan “Membangun Umat Menuju Maslahat”.
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MISI PT. BPRS Lampung Timur yaitu:
1). Membantu menumbuh-kembangkan serta mendorong kegiatan
usaha dan bisnis disegala sektor ekonomi yang berbasis ekonomi
syariah dalam menggerakkan roda perekonomian di wilayah
Kabupaten Lampung Timur pada khususnya dan wilayah Lampung
pada umumnya.
2). Konsisten dalam menjalankan usaha sebagai lembaga keuangan
perbankan yang berpedoman pada prinsip kehati-hatian
(Prudential Banking), transparan, tertib azas dan prosedur
serta compliance terhadap Peraturan-peraturan Bank Indonesia
(PBI) / Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Fatwa
Dewan Syariah Nasional;
3). Mensyiarkan ekonomi Islam kepada masyarakat Kabupaten
Lampung Timur pada khususnya dan masyarakat Lampung pada
umumnya.
c. Stuktur Kepengurusan  PT. BPRS Lampung Timur
Kepengurusan PT. BPRS Lampung Timursesuai Undang - Undang
Perseroan Terbatas dan ketentuan Bank Indonesia tentang Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah terdiri dari:
1). Dewan Komisaris
Komisaris : Junaidi
2). Dewan Pengawas Syariah
Dewan Pengawas Syariah : Soemarsono
3). Dewan Direksi
Direktur Utama : Tony Adryansyah
Direktur :  Rendra Anggara
d. Produk yang ditawarkan PT BPRS Lampung Timur
1). Produk Jasa Pelayanan Penghimpunan Dana Pihak Ke-3
Produk-produk jasa pelayanan penghimpunan dana pihak ke-3 dilakukan
dengan mengeluarkan beberapa produk diantaranya :
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b) Tabungan terdiri dari Tabungan Wadiah Umat danTabungan Wajib
Haji Arafah (Tawaf)Tabungan Qurban Wajib (Taqwa)
c) Tabungan Pendidikan Siswa (Tapis)
d) Deposito terdiri dari: Deposito Mudharabah jangka waktu 1 bulan,
Deposito Mudharabah jangka waktu 3 bulan, Deposito Mudharabah
jangka waktu 6 bulan, Deposito Mudharabah jangka waktu 12 bulan
2). Deposito Antar Bank Passiva
3) Produk Jasa Pelayanan Penyaluran Pembiayaan
Produk-produk jasa pelayanan penyaluran pembiayaan dilakukan dengan
mengeluarkan produk pembiayaan berupa :Al-Mudharabah / Pembiayaan
Penuh (Bagi Hasil), Al-Musyarakah / Pembiayaan Bersama (Bagi Hasil),
Al-Murabahah (Jual Beli), Multijasa.
4). Produk jasa lainnya
a). Gadai Emas Syariah (Rahn)
Untuk mengantisipasi keinginan masyarakat akan kebutuhan dana
segera yang dapat dipakai, kedepan PT. BPR Syariah Lampung Timur
juga akan membuka jasa pelayanan Gadai Emas Syariah (Rahn) yang
ketentuan dan tata caranya ditetapkan oleh PT. BPR Syariah Lampung
Timur.
b). Lain-lain
Sebagai perluasan produk penghimpunan dana, PT. BPR Syariah
Lampung Timur juga telah dan akan melakukan diversifikasi pelayanan
dalam hal penghimpunan dana pihak ke-3 yaitu yang telah ada saat ini
dengan memberikan pelayanan transfer tunai antar bank dalam negeri
dengan menggunakan internet banking bekerja sama dengan Bank
Syariah Mandiri, pembayaran telepon, kartu hallo, listrik dan rencana
kedepan akan bekerja sama dengan Bank Syariah lainnya dalam hal
pembuatan kartu Automatic Teller Machine (ATM) dengan tujuan untuk
menarik minat calon nasabah dalam hal menabung dan memberikan
fasilitas kemudahan bagi nasabah dalam bertransaksi.
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B. ANALISIS DATA
1. Penerapan Akuntansi Pembiayaan
a. Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah di PT. BPRS Metro Madani
1) Sektor Ekonomi yang Dapat Dibiayai dalam Pembiayaan Mudharabah di
PT. BPRS Metro Madani
PT BPRS Metro Madani menetapkan sektor-sektor ekonomi yang
dapat dibiayai dengan penyaluran pembiayaan mudharabah. Sektor-sektor
tersebut  merupakan sektor perekonomian yang halal dan tidak melanggar
Syariat Islam. Sektor perekonomian yang dapat dibiayai oleh PT BPRS
Metro Madani dalam rangka penyaluran pembiayaan mudhrabah adalah
sebagai berikut :
a). Sektor Pengerjaan Jalan atau Kontraktor.
b). Sektor Koperasi Syariah seperti BMT.
2). Prosedur Pembiayaan Mudharabah di PT. BPRS Metro Madani
Prosedur dalam pembiayaan mudharabah dibagi dalam beberapa tahap
sebagai berikut:
a). Tahap sosialisasi dan permohonan pembiayaan. Tahap ini merupakan
tahap awalpembicaraan antara pihak PT BPRS Metro Madani dan
nasabah, baik penawaran oleh PT BPRS Metro Madani maupun
permintaan oleh nasabah.
b). Tahap investigasi. Dalam tahap ini, pihak PT BPRS Metro Madani
akan mencari tahu informasitentang nasabah yang mengajukan
permohonan pembiayaan mudharabah, meliputi tempat dan tanggal
lahir, tempat tinggal, alamat perusahaan, status badan hukum
perusahaan, dan hal-hal lain yang dianggap penting untuk diketahui.
c). Tahap analisa. Setelah melakukan investigasi, pihak PT BPRS Metro
Madani menganalisa calonmudharib melalui prinsip 5C, yaitu:
i). Character, yaitu sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman
ii).Capacity, yaitu kemampuan untuk menjalankan usaha dan
mengembalikan pinjaman yang diambil
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iii). Capital, yaitu besarnya modal yang diperlukan peminjam
iv). Collateral, yaitu jaminan yang dimiliki yang diberikan kepada
bank
v). Condition, yaitu kelayakan usaha atau nasabah
d). Tahap persetujuan. Dalam tahap ini, pihak PT BPRS Metro Madani
melaksanakan rapat komite pembiayaan yang dihadari oleh tim
analisa dan pejabat bank untuk menetapkan batas pembiayaan dan
beberapa persyaratan kepada calon mudharib. Besarnya pembiayaan
yang diberikan PT BPRS Metro Madani kepada Nasabah tidak 100%
sesuai dengan permintaan nasabah tetapi dilihat dari hasil tinjauan
pihak PT BPRS Metro Madani terhadap usaha yang dimiliki nasabah.
Besar pembiayaan yang kurang dari Rp10.000.000,00 dapat
langsung disetujui oleh kepala bagian pembiayaan sedangkan
pembiayaan yang lebih dari Rp10.000.000,00 keputusannya diberikan
oleh pejabat bank yaitu jajaran direksi.
Besarnya total setoran setiap kali angsuran yang terdiri dari
setoran pokok, dan bagi hasil ditetapkan di awal perjanjian beserta
tanggal setoran awal dan tanggal jatuh tempo. Jika disetujui,
selanjutnya dilaksanakan akad pembiayaan.
e). Tahap pencairan. Setelah dilaksanakan akad antara pihak PT BPRS
Metro Madani dan mudharib, pihak PT BPRS Metro Madani
memberikan dana sesuai yang disepakati.
f). Tahap monitoring. Selama dimulainya akad dan berakhinya akad atau
tahappelunasan, pihak PT BPRS Metro Madani melakukan monitoring
terhadap usaha yang dikelola oleh mudharib yang pembiayaannya
berasal dari PT BPRS Metro Madani
g). Tahap pembayaran angsuran atau pelunasan. Tahap ini merupakan
waktu-waktu yang sudah disepakati untuk dilakukannya pembayaran,
baik angsuran pembiayaan maupun pelunasan pembiayaan.
81
2). Pengakuan Pembiayaan Mudharabah pada PT. BPRS Metro Madani
a). Pengakuan Investasi
PT. BPRS Metro Madani mengakui dana  mudharabah  dalam
bentuk  kas  yang  disalurkan  sebagai pembiayaan  mudharabah  pada
saat dana tersebut diberikan kepada nasabah yaitu saat pencairan dana,
dengan ilustrasi jurnalnya sebagai barikut:
Pembiayaan Mudharabah xxx
Kas xxx
Dalam transaksi pembiayaan mudharabah, terdapat
biaya notaris dan biaya asuransi. Biaya-biaya ini ditanggung oleh
nasabah dan tidak dimasukkan dalam  penghitungan  pembiayaan
mudharabah.  Adapun  pokok  pembiayaan mudharabah (plafon)
diakui  sebesar  pokok  pembiayaan mudharabah tidak termasuk bagi
hasil, dengan ilustrasi jurnalnya sebagai barikut:
Kas xxx
Titipan Notaris Pembiayaan xxx
Titipan Dana Premi Asuransi xxx
Pada saat PT. BPRS Metro Madani menyerahkan dana ke Notaris
Titipan Notaris Pembiayaan xxx
Kas xxx
Pada saat PT. BPRS Metro Madani membayarkan premi asuransi
kepada perusahaan asuransi
Titipan dana premi suransi xxx
Kas xxx
Pencairan dana tidak dilakukan bertahap namun  cukup  sekali
setelah  akad  pembiayaan  mudharabah disepakati.  Pembayaran
angsuran  pembiayaan  dapat  dilakukan secara  bertahap  maupun
jatuh  tempo  sesuai  dengan  kesepakatan antara PT. BPRS Metro
Madani dan nasabah. Pembayaran/Pendebetan (melalui tabungan)
angsuran dilakukan setiap tanggal 30 atau satu hari sebelum akhir
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bulan setiap bulannya, hal ini dapat dijelaskan melalui ilustrasi jurnal
sebagai berikut:
Pada saat pembayaran Angsuran
Kas xxx
Rekening tabungan nasbah xxx
Pada saat pendebetan angsuran pokok pembiayaan mudharabah
Rekening tabungan nasabah xxx
Pembiayaan mudharabah xxx
Pada saat pendebetan pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah
Rekening tabungan nasabah xxx
Pendapatan bagi hasil mudharabah xxx
b). Pengakuan Kerugian
PT. BPRS Metro Madani  belum mengakui penurunan  nilai
investasi  sebagai  kerugian  yang  mengurangi  saldo pembiayaan
mudharabah  bila  terbukti  tidak ada  kelalaian  atau kesalahan  dari
pihak nasabah.
Perlakuan yang dilakukan oleh pihak PT. BPRS Mero Madani
kepada nasabah jika terjadi hal tersebut adalah melakukan
penjadawalan ulang angsuran pembiayaan atau akad ulang pembiayaan
yang disesuaikan dengan kemampuan dari pihak nasabah tersebut.
Dimana dalam akad ulang tersebut terjadi perjanjian nisbah yang
berbeda dari akad pembiyaan mudharabah yang pertama, dimana
nisbah yang disepakati disesuaikan dengan kemampuan dari pihak
nasabah tersebut.
Selain dengan langkah tersebut hal yang dilakukan oleh pihak
PT. BPRS Metro Madani adalah melakukan pelaporan kepada pihak




Dalam  pembiayaan mudharabah, PT. BPRS Metro Madani
sebagai  bank  yang  menganut  prinsip syariah menggunakansistem
bagi  hasil  yang  jumlahnya  tergantung  dari  pendapatan mudharib
denganpenentuan nisbah bagi hasil di awal akad pembiayaan
mudharabah. Sistem bagihasil pembiayaan mudharabah didasarkan
pada total penjualan mudharib (sharing revenue) dan pembayaran
angsurannya (pokok dan bagi hasil) menggunakan sistem anuitas.
Ilustrasi perhitungan bagi hasil mudharabah pada PT. BPRS Metro
Madani adalah sebagai berikut :
Koperasi Syariah BMT AXM mengajukan  permohonan
pembiayaan mudharabah kepada  PT BPRS Metro Madani. Koperasi
tersebut membutuhkan modal dana sebesar Rp 500 juta yangakan
disalurkan  kepada  anggota  koperasi  sebanyak lima puluh (50)
orang,  masing-masing  Rp 10  juta,  untuk  pembelian  motor dengan
akad murabahah (jual-beli) dan  margin 2.5% per bulan.  Semua
anggota  koperasi  tersebut  memiliki  gaji  yang  sama. Masing-masing
memiliki gaji Rp 3 juta per bulan. Ekspektasi keuntungan bank sebesar
6% p.a.dengan sistem  proporsional.  Jangka  waktu  pembiayaan
selama  36  bulan.
Berdasarkan akad antara PT. BPRS Metro Madani dan Koperasi
yang dilaksanakan pada 15 Agustus 2016,  pembayaran  bagi  hasil
beserta  angsuran  pokok  dilakukan  tanggal  20 disetiap bulannya.
Akhir kontrak pembiayaan mudharabah jatuh pada tanggal 30 Agustus
2019.
Diketahui:
i). Pembiayaan Bank : Rp 500.000.000
ii). Penjualan per Anggota :Rp10.000.000,- + (Rp 10.000.000,- x 2.5%
x 36): Rp 19.000.000,
iii). Total Penjualan (500 Anggota) : Rp 9.500.000.000,
iv). Jangka waktu pembiayaan : 3 tahun (36 bulan)
v). Angsuran Anggota ke Koperasi : Rp 19.000.000,- / 36 bulan, Rp
527.777,77 per bulan
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vi). Angsuran Koperasi Syariah BMT AXM ke PT. BPRS Metro
Madani adalah: Nisbah Koperasi Syariah BMT AXM dengan PT.
BPRS Metro Madani adalah 55 : 45, maka :
Margin yang diterima oleh pihak Koperasi Syariah BMT AXM
adalah :
Total penjualan - Total Modal
(Rp. 19.000.000x50) - (Rp. 10.000.000x50)
Rp. 950.000.000 – Rp. 500.000.000 = Rp. 450.000.000.
Total margin yang diterima Koperasi Syariah BMT AXM
adalah Rp. 450.000.000, dengan nisbah 55 : 45, maka pihak
Koperasi Syariah BMT AXM mendapatkan Rp. 450.000.000 x
55% yaitu Rp. 247.500.000 dan pihak PT. BPRS Metro Madani
mendapatkan Rp. 450.000.000 x 45% yaitu  Rp. 202.500.000 atau
Rp. 5.625.000 per bulan (Rp. 202.500.000/36).
Sehingga total angsuran yang harus disetor pihak Koperasi
Syariah BMT AXM kepada PT. BPRS Metro Madani adalah:
Total Modal+Total Bagi Hasil, yaitu Rp. 500.000.000 + Rp.
202.500.000 = Rp. 702.500.000 atau Rp.19.513.888.89 per bulan
( Rp. 702.500.000/36).
Ilustrasi jurnal dari ilustrasi perhitungan bagi hasil nasabah
adalah sebagai berikut :
Rekening tabungan BMT AXM Rp. 5.625.000
Pendapatan bagi hasil mudharabah Rp. 5.625.000
PT. BPRS Metro Madani mengakui  pendapatan  bagi  hasil
pada  saat  pendapatan  tersebut diterima.  Dasar  pengakuan
pendapatan  adalah  dasar  kas  (cash basis).  Dalam pembiayaan
mudharabah, PT. BPRS Metro Madani hanya  mengakui
pendapatan  bagi  hasil  dari pembiayaan mudharabah.  Adapun
pendapatan  lain selain  pendapatan  bagi  hasilyang  timbul
akibat  pembiayaan mudharabah diakui sebagai  akun  terpisah
dari pendapatan mudharabah.
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d). Penyajian akuntansi mengenai pengungkapan pembiayaan mudharabah
PT. BPRS Metro Madani mengungkapkan isi kesepakatan utama
usaha mudharabah seperti porsi dana, nisbah pembagian hasil usaha,
dan aktivitas usaha  musyarakah  yang tercantum pada akad
pembiayaan  musyarakah.
PT. BPRS Metro Madani mengungkapkan kebijakan akuntansi
mengenai metode  penyusutan  untuk  menilai  perolehan  aset  dalam
catatan  atas laporan  keuangan. PT. BPRS Metro Madani
mengungkapkan jumlah  pembiayaan mudharabah pada  neraca.
Pendapatan  dan  beban  diungkapkan berdasarkan  jenis  menurut
karakteristik  transaksi  dalam  laporan Laba Rugi.
b. Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah di PT. BPRS Lampung Timur
Sejak berdirinya pada tanggal 30 juli 2009, PT. BPRS Lampung Timur
belum mengeluarkan produk pembiayaan mudharabah, hal ini dikarnakan PT.
BPRS Lampung Timur menerapkan prudential banking (prinsip kehati-hatian)
dalam penyaluran pembiayaan, selain itu adanya kesulitan dari PT. BPRS
Lampung Timur dalam mencari nasabah atau calon nasabah yang memenuhi
kriteria untuk diberikan pembiayaan mudharabah.
c. Penerapan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah di PT. BPRS Metro Madani
1). Sektor Ekonomi yang Dapat Dibiayai dalam Pembiayaan Musyarakah di
PT. BPRS Metro Madani
PT BPRS Metro Madani menetapkan sektor-sektor ekonomi yang
dapat dibiayai dengan penyaluran pembiayaan musyarakah. Sektor-sektor
tersebut  merupakan sektor perekonomian yang halal dan tidak melanggar
Syariat Islam. Sektor perekonomian yang dapat dibiayai oleh PT BPRS
Metro Madani dalam rangka penyaluran pembiayaan musyarakah hamper
sama dengan pembiayaan mudharabahyaitu sebagai berikut :
a). Sektor Pengerjaan Jalan atau Kontraktor.
b). Sektor Koperasi Syariah seperti BMT
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2). Prosedur Pembiayaan Musyarakah di PT. BPRS Metro Madani
Prosedur dalam pembiayaan musyarakahdibagi dalam beberapa tahap
sebagai berikut:
a). Tahap sosialisasi dan permohonan pembiayaan. Tahap ini
merupakan tahap awalpembicaraan antara pihak PT BPRS Metro
Madani dan nasabah, baik penawaran oleh PT BPRS Metro
Madani maupun permintaan oleh nasabah.
b). Tahap investigasi. Dalam tahap ini, pihak PT BPRS Metro Madani
akan mencari tahu informasitentang nasabah yang mengajukan
permohonan pembiayaan musyarakah, meliputi tempat dan tanggal
lahir, tempat tinggal, alamat perusahaan, status badan hukum
perusahaan, dan hal-hal lain yang dianggap penting untuk
diketahui.
c). Tahap analisa. Setelah melakukan investigasi, pihak PT BPRS
Metro Madani menganalisa calon nasabah melalui prinsip 5C,
yaitu:
i). Character, yaitu sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman
ii).Capacity, yaitu kemampuan untuk menjalankan usaha dan
mengembalikan pinjaman yang diambil
iii). Capital, yaitu besarnya modal yang diperlukan peminjam
iv). Collateral, yaitu jaminan yang dimiliki yang diberikan kepada
bank
v). Condition, yaitu kelayakan usaha atau nasabah
d). Tahap persetujuan. Dalam tahap ini, pihak PT BPRS Metro Madani
melaksanakan rapat komite pembiayaan yang dihadari oleh tim
analisa dan pejabat bank untuk menetapkan batas pembiayaandan
beberapa persyaratan kepada calon nasabah. Besarnya pembiayaan
yang diberikan PT BPRS Metro Madani kepada nasabah tidak
100% sesuai dengan permintaan nasabah tetapi dilihat dari hasil
tinjauan pihak PT BPRS Metro Madanipada usaha yang dimiliki
nasabah.
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Besar pembiayaan yang kurang dari Rp10.000.000,00 dapat
langsung disetujui oleh kepala bagian pembiayaan sedangkan
pembiayaan yang lebih dari Rp10.000.000,00 keputusannya
diberikan oleh pejabat bank yaitu jajaran direksi.
Besarnya total setoran setiap kali angsuran hanya terdiri dari
setoranbagi hasil, sedangkan untuk setoran pokoknya, disetor saat
pembiayaan musyarakah tersebut telah jatun tempo, dan hal ini
telah ditetapkan di awal perjanjian beserta tanggal setoran awal
dan tanggal jatuh tempo. Jika disetujui, selanjutnya dilaksanakan
akad pembiayaan.
e). Tahap pencairan. Setelah dilaksanakan akad antara pihak PT BPRS
Metro Madani dan nasabah pihak PT BPRS Metro Madani
memberikan dana sesuai yang disepakati.
f). Tahap monitoring. Selama dimulainya akad dan berakhinya akad
atau tahappelunasan, pihak PT BPRS Metro Madani melakukan
monitoring terhadap usaha yang dikelola oleh nasabah yang
pembiayaannya berasal dari PT BPRS Metro Madani.
g). Tahap pembayaran angsuran atau pelunasan. Tahap ini merupakan
waktu-waktu yang sudah disepakati untuk dilakukannya
pembayaran, baik angsuran bagi hasilnya  maupun pelunasan
pembiayaan, yaitu pembayaran semua plafond pembiayaannya.
3). Pengakuan Pembiayaan Musyarakah pada PT. BPRS Metro Madani
a). Pengakuan Investasi
PT. BPRS Metro Madani mengakuidana  musyarakah dalam
bentuk kas  yang  disalurkan  sebagaipembiayaan  musyarakah pada
saat dana tersebut diberikan kepada nasabah yaitu saat pencairan dana,




Dalam transaksi pembiayaan musyarakah, terdapat biaya
notaris dan biaya asuransi. Biaya-biaya ini ditanggung oleh nasabah
dan tidak dimasukkan dalam  penghitungan  pembiayaan musyarakah.
Adapun  pokok  pembiayaan musyarakah (plafon)  diakui  sebesar
pokok  pembiayaan musyarakah tidak termasuk bagi hasil, dengan
ilustrasi jurnalnya sebagai barikut:
Kas xxx
Titipan Notaris Pembiayaan xxx
Titipan Dana Premi Asuransi xxx
Pada saat PT. BPRS Metro Madani menyerahkan dana ke Notaris
Titipan Notaris Pembiayaan xxx
Kas xxx
Pada saat PT. BPRS Metro Madani membayarkan premi asuransi
kepada perusahaan asuransi
Titipan dana premi suransi xxx
Kas xxx
Pencairan dana tidak dilakukan bertahapnamun  cukup  sekali
setelah  akad  pembiayaan  musyarakah disepakati.  Pembayaran
angsuran bagi hasil pembiayaan dilakukansecara  bertahap dan untuk
pembyaran  angsuran pokok atau plafond pembiayaannya dibayarkan
secara sekaligus pada saat jatuh  tempo  sesuai  dengan  kesepakatan
antara PT. BPRS Metro Madani dan nasabah.
Berbeda halnya dengan pembiayaan mudharabah, dimana
pembiyaan musyarakah mengharuskan para nasabah yang menerima
fasilitas pembiyaan musyarakah tersebut harus memberikan laporan
keuangan setiap bulannya kepada PT. BPRS Metro Madani, sehingga
besarnya angsuran basil yang diterima disesuaikan dengan porsi laba
bersih yang ada di laporan keuangan dari pihak nasabah yang
berkaitan. Pembayaran angsuran bagi hasil dilakukan setiap tanggal 30
atau satu hari sebelum akhir bulan setiap bulannya, hal ini dapat
dijelaskan melalui ilustrasi jurnal sebagai berikut:
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Pada saat pembayaran Angsuran
Kas xxx
Rekening tabungan nasbah xxx
Pada saat pendebetan angsuran pembiayaan musyarakah setelah jatuh
tempo
Rekening tabungan nasabah xxx
Pembiayaan musyarakah xxx
Pada saat pendebetan pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah
Rekening tabungan nasabah xxx
Pendapatan bagi hasil mudharabah xxx
b). Pengakuan Kerugian
PT. BPRS Metro Madani  belum mengakui penurunan  nilai
investasi  sebagai  kerugian  yang  mengurangi  saldo pembiayaan
musyarakah bila  terbukti  tidak  ada  kelalaian  atau kesalahan  dari
pihak nasabah.
Perlakuan yang dilakukan oleh pihak PT. BPRS Mero Madani
kepada nasabah jika terjadi hal tersebut adalah melakukan
penjadawalan ulang angsuran pembiayaan atau akad ulang pembiayaan
yang disesuaikan dengan kemampuan dari pihak nasabah tersebut.
Dimana dalam akad ulang tersebut terjadi perjanjian nisbah yang
berbeda dari akad pembiyaan mudharabah yang pertama, dimana
nisbah yang disepakati disesuaikan dengan kemampuan dari pihak
nasabah tersebut.
Selain dengan langkah tersebut hal yang dilakukan oleh pihak
PT. BPRS Metro Madani adalah melakukan pelaporan kepada pihak
asuransi untuk meminta penggantian piutang pembiayaan musyarakah
tersebut.
c). Pengakuan Pendapatan
Dalam  pembiayaan muyarakah, PT. BPRS Metro Madani sebagai
bank  yang  menganut  prinsip syariah menggunakan sistem  bagi  hasil
90
yang  jumlahnya  tergantung  dari  pendapatan nasabah dengan
penentuan nisbah bagi hasil sesuai dengan laba bersih dari nasabah yang
tertera di laporan keuangan nasabah yang menerima fasilitas pembiayaan
musyarakah.
Ilustrasi perhitungan bagi hasil musyarakah pada PT. BPRS Metro
Madani adalah sebagai berikut :
Koperasi Syariah BMT AXM mengajukan  permohonan
pembiayaan musyarakah kepada  PT BPRS Metro Madani. Koperasi
tersebut membutuhkan tambahan modal dana sebesar Rp 500 juta
yangakan  disalurkan  kepada  anggota  koperasi  dengan  akad
murabahah (jual-beli) . Ekspektasi keuntungan bank sebesar 6%
p.a.dengan  sistem  proporsional.  Jangka  waktu  pembiayaan  selama
36  bulan.
Berdasarkan akad antara PT. BPRS Metro Madani dan Koperasi
yang dilaksanakan pada 15 Agustus 2016,  pembayaran  bagi  hasil
beserta  angsuran  pokok  dilakukan  tanggal  20 disetiap bulannya.
Akhir kontrak pembiayaan musyarakah jatuh pada tanggal 30 Agustus
2019.
Pada tanggal 18 Agustus Koperasi Syariah memberikan laporan
keuangan pada PT. BPRS Metro Madani, tersebutkan pada laporan
keuangan tersebut, BMT AXM memperoleh pendapatan margin sebesar
Rp. 15.000.000, maka dengan nisbah 55:45 PT. BPRS Metro Madani
mendapatkan bagi hasil yaitu : Rp. 15.000.000 x 50% = Rp. 7.500.000 x
45% = Rp. 3.375.000.
Ilustrasi jurnal dari ilustrasi perhitungan bagi hasil nasabah adalah
sebagai berikut :
Rekening tabungan BMT AXM Rp. 3.375.000
Pendapatan bagi hasil musyarakah Rp. 3.375.000
PT. BPRS Metro Madani mengakui  pendapatan  bagi  hasil  pada
saat  pendapatan  tersebut diterima.  Dasar  pengakuan  pendapatan
adalah  dasar  kas  (cash basis).
91
d). Penyajian akuntansi mengenai pengungkapan pembiayaan musyarakah
PT. BPRS Metro Madani mengungkapkan isi kesepakatan utama
usaha musyarakah seperti porsi dana, nisbah pembagian hasil usaha,
dan aktivitas usaha  musyarakah  yang tercantum pada akad pembiayaan
musyarakah.
PT. BPRS Metro Madani mengungkapkan kebijakan akuntansi
mengenai metode  penyusutan  untuk  menilai  perolehan aset  dalam
catatan  atas laporan  keuangan. PT. BPRS Metro Madani
mengungkapkan jumlah  pembiayaan musyarakah pada  neraca.
Pendapatan  dan  beban  diungkapkan berdasarkan  jenis  menurut
karakteristik  transaksi  dalam  laporan Laba Rugi.
d. Penerapan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah di PT. BPRS Lampung Timur.
1). Sektor Ekonomi yang Dapat Dibiayai dalam Pembiayaan Musyarakah di
PT. BPRS Lampung Timur
PT BPRS Lampung Timur menetapkan sektor ekonomi yang dapat
dibiayai dengan penyaluran pembiayaan musyarakah . Sektor tersebut
merupakan sektor perekonomian yang halal dan tidak melanggar Syariat
Islam. Sektor perekonomian yang dapat dibiayai oleh PT BPRS Lampung
Timur dalam rangka penyaluran pembiayaan hanya satu jenis sektor usaha
yaitu pertanian dan perkebunan.
2). Prosedur Pembiayaan Musyarakah di PT. BPRS Lampung Timur
Prosedur dalam pembiayaan musyarakah dibagi dalam beberapa tahap
sebagai berikut:
a). Tahap sosialisasi dan permohonan pembiayaan. Tahap ini merupakan
tahap awalpembicaraan antara pihak PT BPRS Lampung Timur dan
nasabah, baik penawaran oleh PT BPRS Lampung Timur maupun
permintaan oleh nasabah.
b). Tahap investigasi. Dalam tahap ini, pihak PT BPRS Lampung Timur
akan mencari tahu informasi tentang nasabah yang mengajukan
permohonan pembiayaan musyarakah, meliputi tempat dan tanggal
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lahir, tempat tinggal, alamat perusahaan, status badan hukum
perusahaan, dan hal-hal lain yang dianggap penting untuk diketahui.
c). Tahap analisa. Setelah melakukan investigasi, pihak PT BPRS
Lampung Timur menganalisa calon nasabah melalui prinsip 5C, yaitu:
i). Character, yaitu sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman
ii).Capacity, yaitu kemampuan untuk menjalankan usaha dan
mengembalikan pinjaman yang diambil
iii). Capital, yaitu besarnya modal yang diperlukan peminjam
iv). Collateral, yaitu jaminan yang dimiliki yang diberikan kepada bank
v). Condition, yaitu kelayakan usaha atau nasabah
d). Tahap persetujuan. Dalam tahap ini, pihak PT BPRS Lampung Timur
melaksanakan rapat komite pembiayaan yang dihadari oleh tim analisa
dan pejabat bank untuk menetapkan batas pembiayaandan beberapa
persyaratan kepada calon nasabah. Besarnya pembiayaan yang
diberikan PT BPRS Lampung Timur kepada Nasabah tidak 100%
sesuai dengan permintaan nasabah tetapi dilihat dari hasil tinjauan
pihak PT BPRS Lampung Timurpada usaha yang dimiliki nasabah.
Besar pembiayaan yang kurang dari Rp10.000.000,00 dapat
langsung disetujui oleh kepala bagian pembiayaan sedangkan
pembiayaan yang lebih dari Rp10.000.000,00 keputusannya diberikan
oleh pejabat bank yaitu jajaran direksi.
Besarnya total setoran setiap kali angsuran hanya terdiri dari
setoranbagi hasil, sedangkan untuk setoran pokoknya, disetor saat
pembiayaan musyarakah tersebut telah jatun tempo, dan hal ini telah
ditetapkan di awal perjanjian beserta tanggal setoran awal dan tanggal
jatuh tempo. Jika disetujui, selanjutnya dilaksanakan akad pembiayaan.
e). Tahap pencairan. Setelah dilaksanakan akad antara pihak PT BPRS
Lampung Timur dan nasabah, pihak PT BPRS Lampung Timur
memberikan dana sesuai yang disepakati.
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f). Tahap monitoring. Selama dimulainya akad dan berakhirnya akad atau
tahap pelunasan, pihak PT BPRS Lampung Timur melakukan
monitoring terhadap usaha yang dikelola oleh nasabah yang
pembiayaannya berasal dari PT. BPRS Lampung Timur
g). Tahap pembayaran angsuran atau pelunasan. Tahap ini merupakan
waktu-waktu yang sudah disepakati untuk dilakukannya pembayaran,
baik angsuran bagi hasilnya  maupun pelunasan pembiayaan, yaitu
pembayaran semua plafond pembiayaannya.
3). Pengakuan Pembiayaan Musyarakah pada PT. BPRS Lampung Timur
a). Pengakuan Investasi
PT. BPRS Lampung Timur mengakuidana  musyarakah dalam
bentuk  kas  yang  disalurkan  sebagaipembiayaan  musyarakah pada
saat dana tersebut diberikan kepada nasabah yaitu saat pencairan dana,
dengan ilustrasi jurnalnya sebagai barikut:
Pembiayaan Musyarakah xxx
Kas xxx
Dalam transaksi pembiayaan musyarakah, terdapat biaya
administrasi, notaris dan biaya asuransi. Biaya-biaya ini ditanggung
oleh nasabah dan tidak dimasukkan dalam  penghitungan  pembiayaan
musyarakah.  Adapun  pokok  pembiayaan musyarakah (plafon)  diakui
sebesar  pokok pembiayaan musyarakah tidak termasuk bagi hasil,
dengan ilustrasi jurnalnya sebagai barikut:
Kas xxx
Titipan Notaris Pembiayaan xxx
Titipan Dana Premi Asuransi xxx
Pendapatan Adminstrasi Pembiayaan xxx
Pada saat PT. BPRS Metro Madani menyerahkan dana ke Notaris
Titipan Notaris Pembiayaan xxx
Kas xxx
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Pada saat PT. BPRS Metro Madani membayarkan premi asuransi
kepada perusahaan asuransi
Titipan dana premi suransi xxx
Kas xxx
Pencairan dana tidak dilakukan bertahapnamun  cukup  sekali
setelah  akad  pembiayaan  musyarakah disepakati.  Pembayaran
angsuran bagi hasil pembiayaan dilakukan secara  bertahap dan untuk
pembyaran  angsuran pokok atau plafond pembiayaannya dibayarkan
secara sekaligus pada saat jatuh  tempo  sesuai  dengan
kesepakatanantara PT. BPRS Metro Madani dan nasabah, hal ini
dapat dijelaskan melalui ilustrasi jurnal sebagai berikut :




Pada saat pendebetan pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah
Kas xxx
Pendapatan bagi hasil mudharabah xxx
b). Pengakuan Kerugian
PT. BPRS Lampung Timur belum mengakui penurunan  nilai
investasi  sebagai  kerugian  yang  mengurangi  saldo pembiayaan
musyarakah bila  terbukti  tidak  ada  kelalaian  atau kesalahan  dari
pihak nasabah.
Perlakuan yang dilakukan oleh pihak PT. BPRS Lampung Timur
kepada nasabah jika terjadi hal tersebut adalah melakukan
penjadawalan ulang angsuran pembiayaan atau akad ulang pembiayaan
yang disesuaikan dengan kemampuan dari pihak nasabah tersebut.
Dimana dalam akad ulang tersebut terjadi perjanjian nisbah yang
berbeda dari akad pembiyaan mudharabah yang pertama, dimana
nisbah yang disepakati disesuaikan dengan kemampuan dari pihak
nasabah tersebut.
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Selain dengan langkah tersebut hal yang dilakukan oleh pihak
PT. BPRS Lampung Timur adalah melakukan klaim kepada pihak
asuransi untuk meminta penggantian piutang pembiayaan musyarakah
tersebut dan melakukan penyitaan atau penjualan jaminan.
c). Pengakuan Pendapatan
Dalam  pembiayaan muyarakah, PT. BPRS Lampung Timur
sebagai  bank  yang  menganut  prinsip syariah menggunakan sistem
bagi  hasil  yang  jumlahnya  tergantung dari  pendapatan nasabah
dengan penentuan nisbah bagi hasil sesuai dengan laba bersih dari
nasabah yang menerima fasilitas pembiayaan musyarakah.
Ilustrasi perhitungan bagi hasil musyarakah  pada PT. BPRS
Lampung Timur adalah sebagai berikut :
Bapak Arif mengajukan  permohonan pembiayaan musyarakah
kepada  PT BPRS Lampung Timur.Bapak Arif tersebut membutuhkan
tambahan modal dana sebesar Rp 10 juta yangakan digunakan untuk
membeli pupuk dan beberapa bahan pertanian. Ekspektasi keuntungan
bank sebesar 13% p.a.dengan  sistem  proporsional.  Jangka  waktu
pembiayaan  selama 12 bulan.
Berdasarkan akad antara PT. BPRS Lampung Timur dan Bapak
Arif yang dilaksanakan pada 15 Agustus 2016,  pembayaran  bagi
hasil  beserta  angsuran  pokok  dilakukan  tanggal 15 disetiap
bulannya. Akhir kontrak pembiayaan musyarakah jatuh pada tanggal
15 Agustus 2017.
Pada tanggal 15 Agustus Bapak Arif memberikan laporan hasil
panen pada PT. BPRS Lampung Timur, tersebutkan pada laporan
tersebut, Bapak Arif memperoleh Hasil Panen sebesar Rp. 2.500.000,
maka dengan nisbah 15:85 PT. BPRS Lampung Timur mendapatkan
bagi hasil yaitu : Rp. 2.500.000 x 50% = Rp. 1.250.000 x15% = Rp.
187.500.
Ilustrasi jurnal dari ilustrasi perhitungan bagi hasil nasabah
adalah sebagai berikut :
Kas Rp. 187.500
Pendapatan bagi hasil musyarakah Rp. 187.500
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PT. BPRS Lampung Timur mengakui  pendapatan  bagi  hasil
pada  saat  pendapatan  tersebut diterima.  Dasar  pengakuan
pendapatan  adalah  dasar  kas  (cash basis).
4). Penyajian akuntansi mengenai pengungkapan pembiayaan musyarakah
PT. BPRS Lampung Timur mengungkapkan isi kesepakatan utama
usaha musyarakah seperti porsi dana, nisbah pembagian hasil usaha, dan
aktivitas usaha  musyarakah yang tercantum pada akad pembiayaan
musyarakah.
PT. BPRS Lampung Timur mengungkapkan kebijakan akuntansi
mengenai metode  penyusutan  untuk  menilai  perolehan  aset  dalam
catatan  atas laporan  keuangan. PT. BPRS Lampung Timur
mengungkapkan jumlah  pembiayaan musyarakah pada  neraca.
Pendapatan  dan  beban  diungkapkan berdasarkan  jenis  menurut
karakteristik  transaksi  dalam  laporan Laba Rugi.
2. Analisis Penerapan Akuntansi
a. Analisis Penerapan Akuntansi Mudharabah di PT. BPRS Metro Madani
Berdasarkan penerapan akuntansi mudharabah yang dilaksanakan oleh PT.
BPRS Metro Madani, maka penulis akan menganalisis beberapa hal yang
berkaitan dengan penerapan akuntansi mudharabah yang di terapkan oleh PT.
BPRS Metro Madani, yaitu sebagai berikut:
1). Sektor Ekonomi yang dapat dibiayai dalam pembiayaan Mudharabah di
PT. BPRS Metro Madani
PT BPRS Metro Madani menetapkan sektor-sektor ekonomi yang
dapat dibiayai dengan penyaluran pembiayaan mudharabah. Sektor-sektor
tersebut  merupakan sektor perekonomian yang halal dan tidak melanggar
Syariat Islam. Sektor perekonomian yang dapat dibiayai oleh PT BPRS
Metro Madani dalam rangka penyaluran pembiayaan mudhrabah adalah
sebagai berikut :
a). Sektor Pengerjaan Jalan atau Kontraktor.
b). Sektor Koperasi Syariah seperti BMT.
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Berdasarkan pernyataan tersebut diatas terlihat bahwa PT. BPRS
Metro Madani benar-benar telah menerapkan Orientasi bisnis yang
seharusnya dilaksanakan oleh Bank Syariah yaitu penyaluran pembiayaan
mudharabah yang menerapkan pada sektor perekonomian yang halal dan
tidak melanggar Syariat Islam dimana sangat berbeda dengan yang
diterapkan oleh bank konvensional yang hanya berorientasi pada return
yang menghasilkan keuntungan, dengan tidak mengindahkan apakah bisnis
tersebut dilarang syariah ataupun tidak, bahkan dalam penentuan “tambahan
harta” dalam hal simpanan maupun pinjaman menggunakan sistem riba
(pendekatan cost). Dimana riba merupakan salah satu yang sangat dilaknat
oleh Allah S.W.T. sebagaimana dalam firman-NYA pada surat Al-baqarah
ayat 275.
Selain itu, sektor ekonomi yang difasilitasi produk Mudharabah oleh PT.
BPRS Metro Madani (sektor pengerjalan jalan atau kontraktor dan koperasi
syariah seperti BMT) telah memenuhi prinsip-prinsip dasar operasional
bank syariah, diantaranya sebagai berikut :
a). Prinsip al-Ta’awun
Merupakan prinsip untuk saling membantu dan bekerjasama antara
anggota masyarakat dalam berbuat kebaikan.
b). Prinsip menghindar al-Ikhtinaz
Seperti membiarkan uang menganggur dan tidak berputar  dalam
transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum.
c). Bebas dari “MAGHRIB”
Dalam operasional ekonomi Islam haruslah terbebas dari unsur maghrib
(maysir, gharar, haram, riba dan bathil) karena ekonomi Islam bukan
hanya berprinsip rela merelakan melainkan juga terbebas dari
kedzaliman baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain.
d). Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang  berbasis pada
perolehan keuntungan yang sah menurut syariah Islam, yaitu memenuhi
rukun, hak dan kewajiban dalam transaksi serta yang berkaitan dengan
hal itu.
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2). Prosedur Pembiayaan Mudharabah di PT. BPRS Metro Madani
Prosedur dalam pembiayaan mudharabah dibagi dalam beberapa tahap
sebagai berikut:
a). Tahap sosialisasi dan permohonan pembiayaan.
Tahap ini merupakan tahap awal pembicaraan antara pihak PT
BPRS Metro Madani dan nasabah, baik penawaran oleh PT BPRS
Metro Madani maupun permintaan oleh nasabah.
Sosialisasi sangat penting dilakukan oleh Bank Syariah, hal ini
dapat terlihat dari tujuan Bank Syariah itu sendiri yang di kemukakan
oleh M. Amin Aziz, yaitu sebagai berikut :
i). Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana
meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat
banyak.
ii). Meningkatkan partisipasi mesyarakat banyak dalam proses
pembangunan terutama di bidang ekonomi keuangan.
iii). Berkembangnya lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat
berdasarkan efesiensi dan keadilan akan mampu meningkatkan
partisipasi masyarakat sehingga menggalakkan usaha-usaha
ekonomi masyarakat banyak dengan memperluas jaringan lembaga
keuangan perbankan ke daerah-daerah terpencil.
iv). Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara
ekonomis, berperilaku bisnis, dalam meningkatkan kualitas hidup
mereka.
v). Berusaha membuktikan bahwa konsep perbankan Islam dapat
beroperasi, tumbuh dan berkembang melebihi bank-bank dengan
sistem lain.
Berdasarkan Tujuan Bank Syariah yang dikemukakan oleh M.
Amin Aziz diatas, dapat terlihat bahwa sosialisasi amatlah penting
sebagai tahap awal tercapainya seluruh tujuan dari sebuah Bank
syariah.
b). Tahap investigasi.
Dalam tahap ini, pihak PT BPRS Metro Madani akan mencari tahu
informasi tentang nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan
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mudharabah, meliputi tempat dan tanggal lahir, tempat tinggal, alamat
perusahaan, status badan hukum perusahaan, dan hal-hal lain yang
dianggap penting untuk diketahui.
Tahap investigasi ini dilakukan oleh PT. BPRS Metro Madani
dikarnakan terkait dengan penerapan rukun dan syarat mudharabah
yang dikemukakan oleh Jumhur Ulama, yaitu sebagai berikut:
i). Orang yang berakal harus cukup bertindak hukum dan cukup
diangkat sebagai wakil.
ii). Mengenal modal yang disyariatkan, yaitu berbentuk uang, jelas
jumlahnya, tunai dan diserahkan sepenuhnya kepada mudharib
(pengelola).
iii). Yang terkait dengan keuntungan disyariatkan bahwa pembagian
keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambil dari
keuntungan dagang tersebut.
Sementara itu Syafi’I Antonio mengatakan bahwa rukun
Mudharabah adalah sebagai berikut :





Oleh sebab itu, agar penerapan penerapan produk mudharabah
dilekukan secara benar, maka PT. BPRS Metro Madani menyesuaikan
kriteria nasabah dal hal-hal lain yang berkaitan dengan produk
mudharabah disesuaikan dengan rukun dan syarat mudharabah yang telah
ditentukan.
c). Tahap analisa.
Setelah melakukan investigasi, pihak PT BPRS Metro Madani
menganalisa calon mudharib melalui prinsip 5C, yaitu:
i). Character, yaitu sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman
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ii).Capacity, yaitu kemampuan untuk menjalankan usaha dan
mengembalikan pinjaman yang diambil
iii). Capital, yaitu besarnya modal yang diperlukan peminjam
iv). Collateral, yaitu jaminan yang dimiliki yang diberikan kepada bank
v). Condition, yaitu kelayakan usaha nasabah
Analisa diperlukan sebagai suatu acuan untuk menilai orientasi
bisnis melalui prinsip 5C yang tersebut diatas, hal ini digunakan untuk
memastikan apakah dana yang disalurkan atas produk mudharabah
tersebut berkaitan dengan beberapa hal pokok sebagai beikut:
i). Apakah obyek pembiayaan halal atau haram?
ii). Apakah proyek menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat?
iii). Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila?
iv). Apakah proyek dapat merugikan syiar Islam atau tidak?
d). Tahap persetujuan.
Dalam tahap ini, pihak PT BPRS Metro Madani melaksanakan
rapat komite pembiayaan yang dihadari oleh tim analisa dan pejabat
bank untuk menetapkan batas pembiayaandan beberapa persyaratan
kepada calon mudharib. Besarnya pembiayaan yang diberikan PT
BPRS Metro Madani kepada Nasabah tidak 100% sesuai dengan
permintaan nasabah tetapi dilihat dari hasil tinjauan pihak PT BPRS
Metro Madani pada usaha yang dimiliki nasabah.
Besar pembiayaan yang kurang dari Rp10.000.000,00 dapat
langsung disetujui oleh kepala bagian pembiayaan sedangkan
pembiayaan yang lebih dari Rp10.000.000,00 keputusannya diberikan
oleh pejabat bank yaitu jajaran direksi. Besarnya total setoran setiap
kali angsuran yang terdiri dari setoran pokok, dan bagi hasil ditetapkan
di awal perjanjian beserta tanggal setoran awal dan tanggal jatuh
tempo. Jika disetujui, selanjutnya dilaksanakan akad pembiayaan.
Hal tersebut diatas sangatlah wajar dijalankan oleh PT. BPRS Metro
Madani, hal itu disebabkan Bank syariah memiliki beberapa ciri atau
karekteristik tersendiri, antara lain:
i). Berdimensi keadilan dan pemerataan
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ii). Adanya pemberlakuan jaminan
iii). Menciptakan rasa kebersamaan
iv). Bersifat mandiri
v). Persaingan secara sehat
vi). Adanya Dewan Pengawas Syariah.
e). Tahap pencairan.
Setelah dilaksanakan akad antara pihak PT BPRS Metro Madani
dan mudharib, pihak PT BPRS Metro Madani memberikan dana sesuai
yang disepakati.
Meninjau dalam hal akad mudharabah yang terjadi terdapat suatu
ketentuan yaitu akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi
dan ukhrowi, karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum
Islam.Selain itu akad dalam perbankan syariah baik dalam hal barang,
pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya harus memenuhi ketentuan
akad (rukun dan syaratnya).
f). Tahap monitoring.
Selama dimulainya akad dan berakhinya akad atau tahappelunasan,
pihak PT BPRS Metro Madani melakukan monitoring terhadap usaha
yang dikelola oleh mudharib yang pembiayaannya berasal dari PT
BPRS Metro Madani.
Monitoring seperti ini sangatlah diperlukan untuk dapat
merealisasikan tujuan dari Bank Syariah itu sendiri, seperti yang
dikemukakan oleh Heri Sudarsono, beliau menuliskan dalam bukunya
beberapa tujuan dari bank syariah yang terkait dengan monitoring,
diantaranya sebagai berikut:
i). mengarahkan kegiatan ekonomi ummat untuk bermuammalat secara
Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan,
agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis
usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur gharar (tipuan),
dimana jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah
menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
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ii). untuk meningkatkan kualitas hidup ummat dengan jalan membuka
peluang usaha yang lebih besar terutama kelompok orang miskin,
yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju
terciptanya kemandirian usaha.
g). Tahap pembayaran angsuran atau pelunasan.
Tahap ini merupakan waktu-waktu yang sudah disepakati untuk
dilakukannya pembayaran, baik angsuran pembiayaan maupun
pelunasan pembiayaan.
Berkaitan dengan pembayaran angsuran, penulis menganalisa
proses pembayaran dan tata cara pembayaran, tentu saja
pengembalian dana mudharabah (angsuran) yang dilaksanakan oleh
nasabah (mudharib) kepada PT. BPRS Metro Madani (sahibul mal)
tidak terlepas pada pembayaran dana mudharabah itu sendiri
(angsuran pokok) dan bagi hasil yang telah ditetapkan sesuai
kesepakatan (angsuran basil).
Menjurus pada pengembalian dana mudharabah (angsuran
pokok) yang diberikan oleh mudharib (nasabah) haruslah ditentukan
oleh syariat yang ditentukan dan komitmen yang disepakati oleh
kedua belah pihak, sebagaimana yang diterapkan oleh PT. BPRS
Metro Madani, hal ini sesuai dengan firman Allah S.W.T. pada surat
An-Nisa’ ayat 29.
Selanjutnya mengenai  bagi hasil ( angsuran bagi hasil)
haruslah rill dihitung berdasarkan hasil yang benar-benar diperoleh
oleh mudharib dengan metode pembagian keuntungan sesuai dengan
kesepakatan (nisbah) hal dilakukan untuk menghidari penambahan
harta pada sohibul mal yang tak sesuai dengan syariat Islam (riba),
sebagaimana pada firma Allah S.W.T. pada surat Ar-Rum ayat 39.
3). Analisis Penerapan Akuntansi Mudharabah di PT. BPRS Metro Madani
berdasarkan PSAK 105
Berdasarkan penerapan akuntansi mudharabah yang dilaksanakan
oleh PT. BPRS Metro Madani dapat  diketahui  bahwa  belum  seluruh
praktik  pengakuan  akuntansi  sesuai  dengan  PSAK  No. 105.  Praktik
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pengakuan  akuntansi yang  terdiri  dari pengakuan  keuntungan atau
pendapatan dan penyajian akuntansi telah sesuai dengan PSAK No. 105.
Namun, praktik  pengakuan  akuntansi  pembiayaan  mudharabah
mengenai pengakuan investasi dan kerugian belum sesuai dengan PSAK
No. 105. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
a). Pengakuan Investasi
Pada penerapan akuntansi mudharabah di PT. BPRS Metro
Madani untuk pengakuan investasi mudharabah dijelaskan bahwa dana
mudharabah  dalam  bentuk  kas  yang  disalurkan  sebagai
pembiayaan  mudharabah  pada saat dana tersebut diberikan kepada
nasabah yaitu pada saat pencairan dana.
Sedangkan pada PSAK 105 paragraf 12 dinyatakan bahwa :
Dana mudharabah  yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai
investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan
aset non kas kepada pengelola dana.
Sehingga penerapan akuntansi mudharabah yang dilakukan PT.
BPRS Metro Madani untuk pengakuan investasi belum sesuai dengan
PSAK 105 hal ini dikarnakan penerapan akuntansi mudharabah yang
dilakukan PT. BPRS Metro Madani untuk pengakuan investasi
menyatakan dana mudharabah yang diberikan diakui sebagai
pembiayaan mudharabah dan bukan sebagai investasi mudharabah
sebagaimana yang terdapat pada PSAK 105 paragraf 12.
b). Pengakuan Kerugian
Pada penerapan akuntansi mudharabah di PT. BPRS Metro
Madani untuk pengakuan kerugian mudharabah dijelaskan bahwa PT.
BPRS Metro Madani  belum mengakui penurunan  nilai  investasi
sebagai  kerugian  yang  mengurangi  saldo pembiayaan musyarakah
bila  terbukti  tidak  ada  kelalaian  atau kesalahan  dari  pihak nasabah.
Perlakuan yang dilakukan oleh pihak PT. BPRS Mero Madani
kepada nasabah jika terjadi hal tersebut adalah melakukan penjadawalan
ulang angsuran pembiayaan atau akad ulang pembiayaan yang
disesuaikan dengan kemampuan dari pihak nasabah tersebut. Dimana
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dalam akad ulang tersebut terjadi perjanjian nisbah yang berbeda dari
akad pembiyaan mudharabah yang pertama, dimana nisbah yang
disepakati disesuaikan dengan kemampuan dari pihak nasabah tersebut.
Sedangkan pada PSAK 105 paragraf 21 dinyatakan bahwa :
Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah
berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian
investasi. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara Investasi
mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; dan
pengembalian investasi mudharabah; diakui sebagai keuntungan atau
kerugian.
Sehingga penerapan akuntansi mudharabah yang dilakukan PT.
BPRS Metro Madani untuk pengakuan kerugian belum sesuai dengan
PSAK 105 hal ini dikarnakan penerapan akuntansi mudharabah yang
dilakukan PT. BPRS Metro Madani untuk pengakuan kerugian
menyatakan dana mudharabah yang diberikan sebagai pembiayaan
mudharabah tetap harus dikembalikan yaitu dengan salah satu cara
adalah penjadwalan ulang atau akad ulang, sehingga dapat terlihat bahwa
PT. BPRS Metro Madani hingga saat ini belum mampu menerapkan
poduk mudharabah seutuhnya dalam arti dimana keuntungan dibagi dan
kerugianpun juga sama-sama ditanggagung yang dijelaskan dalam
PSAK 105.
c). Pengakuan Pendapatan
Dalam  pembiayaan mudharabah, PT. BPRS Metro Madani
sebagai  bank  yang  menganut  prinsip syariah menggunakan sistem
bagi  hasil  yang  jumlahnya  tergantung  dari  pendapatan mudharib
dengan penentuan nisbah bagi hasil di awal akad pembiayaan
mudharabah. Sistem bagihasil pembiayaan mudharabah didasarkan
pada total penjualan mudharib (sharingrevenue) dan pembayaran
angsurannya (pokok dan bagi hasil) menggunakan sistem anuitas.
Sedangkan dalam PSAK 105 paragraf 20 dinyatakan bahwa:
Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan,
penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil
sesuai nisbah yang disepakati.
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Sehingga penerapan akuntansi mudharabah yang dilakukan PT.
BPRS Metro Madani untuk pengakuan pendapatan telah sesuai dengan
PSAK 105 yaitu pembagian hasil usaha disesuaikan dengan nisbah
yang telah disepakati.
d). Penyajian Akuntansi Mudharabah
Pada penerapan akuntansi mudharabah di PT. BPRS Metro
Madani dalam menyajikan akuntansi mudharabah dijelaskan bahwa
jumlah  pembiayaan mudharabah pada  neraca.  Pendapatan  dan
beban  diungkapkan berdasarkan  jenis  menurut  karakteristik
transaksi  dalam  laporan Laba Rugi.
Sedangakan dalam PSAK 105 paragraf 36 dinyatakan bahwa:
pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan
keuangan. Selain itu dalam bagian yang lain yaitu dalam PSAK
paragraf 38 juga dinyatakan : pemilik dana mengungkapkan hal-hal
terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas pada rincian
jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya, penyisihan
kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan, dan
pengungkapan yang diperlakukan sesuai dengan PSAK 101 tentang
penyajian laporan keuangan syariah.
Sehingga penerapan akuntansi mudharabah yang dilakukan PT.
BPRS Metro Madani untuk penyajian akuntansi mudharabah tidak
sesuai dengan PSAK 105 yaitu tidak disajikanny produk mudharabah
sebagai investasi pada laporan keuangan syariah.
b. Analisis Penerapan Akuntansi Musyarakah di PT. BPRS Metro Madani
Berdasarkan penerapan akuntansi musyarakah yang dilaksanakan
oleh PT. BPRS Metro Madani, maka penulis akan menganalisis beberapa
hal yang berkaitan dengan penerapan akuntansi mudharabah yang di
terapkan oleh PT. BPRS Metro Madani, yaitu sebagai berikut:
1) Sektor Ekonomi yang dapat dibiayai dalam pembiayaan Musyarakah di
PT. BPRS Metro Madani
PT BPRS Metro Madani menetapkan sektor-sektor ekonomi
yang dapat dibiayai dengan penyaluran pembiayaan musyarakah.
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Sektor-sektor tersebut  merupakan sektor perekonomian yang halal dan
tidak melanggar Syariat Islam. Sektor perekonomian yang dapat
dibiayai oleh PT BPRS Metro Madani dalam rangka penyaluran
pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut :
a). Sektor Pengerjaan Jalan atau Kontraktor.
b). Sektor Koperasi Syariah seperti BMT.
Berdasarkan pernyataan tersebut diatas terlihat bahwa PT.
BPRS Metro Madani benar-benar telah menerapkan Orientasi bisnis
yang seharusnya dilaksanakan oleh Bank Syariah yaitu penyaluran
pembiayaan musyarakahyang menerapkan pada sektor perekonomian
yang halal dan tidak melanggar Syariat Islam dimana sangat berbeda
dengan yang diterapkan oleh bank konvensional yang hanya
berorientasi pada return yang menghasilkan keuntungan, dengan tidak
mengindahkan apakah bisnis tersebut dilarang syariah ataupun tidak,
bahkan dalam penentuan “tambahan harta” dalam hal simpanan
maupun pinjaman menggunakan sistem riba (pendekatan cost). Dimana
riba merupakan salah satu yang sangat dilaknat oleh Allah S.W.T.
sebagaimana dalam firman-NYA pada surat An-Nisa’ ayat 159-161.
Selain itu, sektor ekonomi yang difasilitasi produk Musyarakah
oleh PT. BPRS Metro Madani (sektor pengerjalan jalan atau kontraktor
dan koperasi syariah seperti BMT) telah memenuhi prinsip-prinsip
dasar operasional bank syariah, diantaranya sebagai berikut :
a). Prinsip al-Ta’awun
Merupakan prinsip untuk saling membantu dan bekerjasama antara
anggota masyarakat dalam berbuat kebaikan. Sebagaimana pada
Firman Allah S.W.T. dalam surat Al-Ma’idah ayat 2.
b). Prinsip menghindar al-Ikhtinaz
Seperti membiarkan uang menganggur dan tidak berputar  dalam
transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum , sebagaimana
pada firman Allah S.W.T  dalam surat An-Nisa’ ayat 29.
c). Bebas dari “MAGHRIB”
Dalam operasional ekonomi Islam haruslah terbebas dari unsur
maghrib (maysir, gharar, haram, riba dan bathil) karena ekonomi
Islam bukan hanya berprinsip rela merelakan melainkan juga
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terbebas dari kedzaliman baik kepada diri sendiri maupun kepada
orang lain.
d). Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang  berbasis pada
perolehan keuntungan yang sah menurut syariah Islam, yaitu
memenuhi rukun, hak dan kewajiban dalam transaksi serta yang
berkaitan dengan hal itu.
2). Prosedur Pembiayaan Musyarakah di PT. BPRS Metro Madani
Prosedur dalam pembiayaan musyarakahdibagi dalam beberapa
tahap  sebagai berikut:
a). Tahap sosialisasi dan permohonan pembiayaan.
Tahap ini merupakan tahap awal pembicaraan antara pihak PT
BPRS Metro Madani dan nasabah, baik penawaran oleh PT BPRS
Metro Madani maupun permintaan oleh nasabah. Sosialisasi sangat
penting dilakukan oleh Bank Syariah, hal ini dapat terlihat dari
tujuan Bank Syariah itu sendiri yang di kemukakan oleh M. Amin
Aziz, yaitu sebagai berikut :
i). Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana
meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat
banyak.
ii). Meningkatkan partisipasi mesyarakat banyak dalam proses
pembangunan terutama di bidang ekonomi keuangan.
iii). Berkembangnya lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat
berdasarkan efesiensi dan keadilan akan mampu meningkatkan
partisipasi masyarakat sehingga menggalakkan usaha-usaha
ekonomi masyarakat banyak dengan memperluas jaringan
lembaga keuangan perbankan ke daerah-daerah terpencil.
iv). Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara
ekonomis, berperilaku bisnis, dalam meningkatkan kualitas hidup
mereka.
v). Berusaha membuktikan bahwa konsep perbankan Islam dapat
beroperasi, tumbuh dan berkembang melebihi bank-bank dengan
sistem lain.
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Berdasarkan Tujuan Bank Syariah yang dikemukakan oleh
M. Amin Aziz diatas, dapat terlihat bahwa sosialisasi amatlah
penting sebagai tahap awal tercapainya seluruh tujuan dari sebuah
Bank syariah.
b). Tahap investigasi.
Dalam tahap ini, pihak PT BPRS Metro Madani akan
mencari tahu informasitentang nasabah yang mengajukan
permohonan pembiayaan musyarakah, meliputi tempat dan tanggal
lahir, tempat tinggal, alamat perusahaan, status badan hukum
perusahaan, dan hal-hal lain yang dianggap penting untuk diketahui.
Tahap investigasi ini dilakukan oleh PT. BPRS Metro
Madani dikarnakan terkait dengan penerapan rukun dan syarat
musyarakah, yaitu sebagai berikut:
Rukun musyarakah, yaitu :
i). Akad, yang disebut juga shighat.
ii). Dua pihak yang berakad, syaratnya harus memiliki kecakapan
(ahliyah) melakukan tasharruf (pengelola harta).
iii). Obyek akad yang mencakup pekerjaan (amal) atau modal,
menurut ulama Hanafiah, rukun syirkah hanya ijab dan qabul
atau serah terima. Sedangkan orang yang berakad dan obyek akad
bukan termasuk rukun, tapi syarat.Dan menurut Jumhur Ulama,
rukun syirkah meliputi shighat (lafaz) ijab dan qabul, kedua
orang yang berakad, dan obyek akad.
Syarat musyarakah, yaitu :
i). Perserikatan itu merupakan transaksi yang boleh diwakilkan.
Artinya, salah satu pihak jika bertindak secara hukum terhadap
objek perserikatan itu dengan izin pihak lain, dianggap sebagai
seluruh wakil pihak yang berserikat.
ii). Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang
dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah.
iii).Presentase pembagian keuntungan untuk masing-masing
pihak yang berserikat dijelaskan ketika berlangsungnya akad.
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Keuntungan itu diambil dari hasil laba harta perserikatan,
bukan dari harta lain.
iv). Modal, harga barang dan jasa harus jelas.
v). Tempat penyerahan (delivery) harus jelas karena akan
berdampak pada biaya transportasi.
vi). Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam
kepemilikan. Tidak boleh menjual sesuatu yang belum
dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada transaksi short
sale dalam pasar modal.
Oleh sebab itu, agar penerapan penerapan produk musyarakah
dilekukan secara benar, maka PT. BPRS Metro Madani
menyesuaikan kriteria nasabah dal hal-hal lain yang berkaitan
dengan produk musyarakah disesuaikan dengan rukun dan syarat
musyarakah yang telah ditentukan.
c). Tahap analisa.
Setelah melakukan investigasi, pihak PT BPRS Metro Madani
menganalisa calonnasabah melalui prinsip 5C, yaitu:
i). Character, yaitu sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman
ii).Capacity, yaitu kemampuan untuk menjalankan usaha dan
mengembalikan pinjaman yang diambil
iii). Capital, yaitu besarnya modal yang diperlukan peminjam
iv). Collateral, yaitu jaminan yang dimiliki yang diberikan kepada
bank
v). Condition, yaitu kelayakan usaha nasabah
Analisa diperlukan sebagai suatu acuan untuk menilai orientasi
bisnis melalui prinsip 5C yang tersebut diatas, hal ini digunakan
untuk memastikan apakah dana yang disalurkan atas produk
musyarakah tersebut berkaitan dengan beberapa hal pokok sebagai
beikut:
i). Apakah obyek pembiayaan halal atau haram?
ii). Apakah proyek menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat?
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iii). Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila?
iv). Apakah proyek dapat merugikan syiar Islam atau tidak?
d). Tahap persetujuan.
Dalam tahap ini, pihak PT BPRS Metro Madani
melaksanakan rapat komite pembiayaan yang dihadari oleh tim
analisa dan pejabat bank untuk menetapkan batas pembiayaandan
beberapa persyaratan kepada calon nasabah. Besarnya pembiayaan
yang diberikan PT BPRS Metro Madani kepada Nasabah tidak
100% sesuai dengan permintaan nasabah tetapi dilihat dari hasil
tinjauan pihak PT BPRS Metro Madanipada usaha yang dimiliki
nasabah.
Besar pembiayaan yang kurang dari Rp10.000.000,00 dapat
langsung disetujui oleh kepala bagian pembiayaan sedangkan
pembiayaan yang lebih dari Rp10.000.000,00 keputusannya
diberikan oleh pejabat bank yaitu jajaran direksi. Besarnya total
setoran setiap kali angsuran yang terdiri dari setoran pokok, dan
bagi hasil ditetapkan di awal perjanjian beserta tanggal setoran
awal dan tanggal jatuh tempo. Jika disetujui, selanjutnya
dilaksanakan akad pembiayaan.
Hal tersebut diatas sangatlah wajar dijalankan oleh PT.
BPRS Metro Madani, hal itu disebabkan Bank syariah memiliki
beberapa ciri atau karekteristis tersendiri, antara lain:
i). Berdimensi keadilan dan pemerataan
ii). Adanya pemberlakuan jaminan
iii). Menciptakan rasa kebersamaan
iv). Bersifat mandiri
v). Persaingan secara sehat
vi). Adanya Dewan Pengawas Syariah.
e). Tahap pencairan.
Setelah dilaksanakan akad antara pihak PT BPRS Metro
Madani dan nasabah, pihak PT BPRS Metro Madani memberikan
dana sesuai yang disepakati.
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Meninjau dalam hal akad muyarakah yang terjadi terdapat
suatu ketentuan yaitu akad yang dilakukan memiliki konsekuensi
duniawi dan ukhrowi, karena akad yang dilakukan berdasarkan
hukum Islam.Selain itu akad dalam perbankan syariah baik dalam
hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya harus
memenuhi ketentuan akad (rukun dan syaratnya).
f). Tahap monitoring.
Selama dimulainya akad dan berakhinya akad atau
tahappelunasan, pihak PT BPRS Metro Madani melakukan
monitoring terhadap usaha yang dikelola oleh nasabah yang
pembiayaannya berasal dari PT BPRS Metro Madani.
Monitoring seperti ini sangatlah diperlukan untuk dapat
merealisasikan tujuan dari Bank Syariah itu sendiri, seperti yang
dikemukakan oleh Heri Sudarsonno, beliau menuliskan dalam
bukunya beberapa tujuan dari bank syariah yang terkait dengan
monitoring, diantaranya sebagai berikut:
i). mengarahkan kegiatan ekonomi ummat untuk bermuammalat
secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan
perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-
jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur gharar
(tipuan), dimana jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam,
juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan
ekonomi rakyat.
ii). untuk meningkatkan kualitas hidup ummat dengan jalan
membuka peluang usaha yang lebih besar terutama kelompok
orang miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang
produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
g). Tahap pembayaran angsuran atau pelunasan.
Tahap ini merupakan waktu-waktu yang sudah disepakati untuk
dilakukannya pembayaran, baik angsuran pembiayaan maupun
pelunasan pembiayaan.
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Berkaitan dengan pembayaran angsuran, penulis menganalisa
proses pembayaran dan tata cara pembayaran, tentu saja
pengembalian dana musyarakah (angsuran) yang dilaksanakan
oleh nasabah kepada PT. BPRS Metro Madani tidak terlepas pada
pembayaran dana muyarakah itu sendiri (angsuran pokok) dan bagi
hasil yang telah ditetapkan sesuai kesepakatan (angsuran basil).
Menjurus pada pengembalian dana musyarakah (angsuran
pokok) yang diberikan oleh nasabah haruslah ditentukan oleh
syariat yang ditentukan dan komitmen yang disepakati oleh kedua
belah pihak, sebagaimana yang ditetapkan oleh PT. BPRS Metro
Madani, hal ini sesuai dengan firman Allah S.W.T. pada surat An-
Nisa’ ayat 29.
Selanjutnya mengenai  bagi hasil ( angsuran bagi hasil)
haruslah rill dihitung berdasarkan hasil yang benar-benar diperoleh
oleh nasabah dengan metode pembagian keuntungan sesuai dengan
kesepakatan (nisbah) hal dilakukan untuk menghidari penambahan
harta pada sohibul mal yang tak sesuai dengan syariat Islam (riba),
sebagaimana pada firma Allah S.W.T. pada surat Ar-Rum ayat 39.
c. Analisis Penerapan Akuntansi Musyarakah di PT. BPRS Metro Madani
berdasarkan PSAK 106
Berdasarkan penerapan akuntansi musyarakah yang dilaksanakan
oleh PT. BPRS Metro Madani dapat  diketahui  bahwa  belum  seluruh
praktik  pengakuan  akuntansi  sesuai  dengan  PSAK  No. 106.  Praktik
pengakuan  akuntansi yang  terdiri  dari pengakuan  keuntungan atau
pendapatan dan penyajian akuntansi telah sesuai dengan PSAK No. 106.
Namun, praktik  pengakuan  akuntansi  pembiayaan  musyarakah
mengenai pengakuan investasi dan kerugian belum sesuai dengan PSAK
No. 106. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
1). Pengakuan Investasi
Pada penerapan akuntansi musyarakah di PT. BPRS Metro
Madani untuk pengakuan investasi musyarakah dijelaskan bahwa dana
musyarakah dalam  bentuk  kas  yang  disalurkan  sebagai
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pembiayaan  musyarakah pada saat dana tersebut diberikan kepada
nasabah yaitu pada saat pencairan dana.
Sedangkan pada PSAK 106 paragraf 27 dinyatakan bahwa :
Investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau
penyerahan aset non-kas kepada mitra aktif.
Sehingga penerapan akuntansi musyarakah yang dilakukan PT.
BPRS Metro Madani untuk pengakuan investasi belum sesuai dengan
PSAK 106 hal ini dikarnakan penerapan akuntansi musyarakah yang
dilakukan PT. BPRS Metro Madani untuk pengakuan investasi
menyatakan dana musyarakah yang diberikan diakui sebagai
pembiayaan musyarakah dan bukan sebagai investasi musyarakah
sebagaimana yang terdapat pada PSAK 106 paragraf 27.
2). Pengakuan Kerugian
Pada penerapan akuntansi musyarakah di PT. BPRS Metro
Madani untuk pengakuan kerugian dijelaskan bahwa PT. BPRS Metro
Madani  belum mengakui penurunan  nilai  investasi  sebagai  kerugian
yang  mengurangi  saldo pembiayaan musyarakah bila  terbukti  tidak
ada  kelalaian  atau kesalahan  dari  pihak nasabah.
Perlakuan yang dilakukan oleh pihak PT. BPRS Mero Madani
kepada nasabah jika terjadi hal tersebut adalah melakukan
penjadawalan ulang angsuran pembiayaan atau akad ulang
pembiayaan yang disesuaikan dengan kemampuan dari pihak nasabah
tersebut. Dimana dalam akad ulang tersebut terjadi perjanjian nisbah
yang berbeda dari akad pembiyaan muyarakah yang pertama, dimana
nisbah yang disepakati disesuaikan dengan kemampuan dari pihak
nasabah tersebut.
Sedangkan pada PSAK 106 paragraf  9 dinyatakan bahwa :
kerugian dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang
disetorkan (baik berupa kas maupun aset nonkas).
Sehingga penerapan akuntansi musyarakah yang dilakukan PT.
BPRS Metro Madani untuk pengakuan kerugian belum sesuai dengan
PSAK 106 hal ini dikarnakan penerapan akuntansi musyarakah yang
dilakukan PT. BPRS Metro Madani untuk pengakuan kerugian
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menyatakan dana musyarakah yang diberikan sebagai pembiayaan
musyarakah tetap harus dikembalikan yaitu dengan salah satu cara
adalah penjadwalan ulang atau akad ulang, sehingga dapat terlihat
bahwa PT. BPRS Metro Madani hingga saat ini belum mampu
menerapkan poduk musyarakah seutuhnya dalam arti dimana
keuntungan dibagi dan kerugianpun juga sama-sama ditanggagung
yang dijelaskan dalam PSAK 106.
3). Pengakuan Pendapatan
Dalam  pembiayaan musyarakah, PT. BPRS Metro Madani
sebagai  bank  yang  menganut  prinsip syariah menggunakan sistem
bagi  hasil  yang  jumlahnya  tergantung  dari  pendapatan nasabah
dengan penentuan nisbah bagi hasil sesuai dengan laba bersih dari
nasabah yang tertera di laporan keuangan nasabah yang menerima
fasilitas pembiayaan musyarakah.
PT. BPRS Metro Madani mengakui  pendapatan  bagi  hasil
pada  saat  pendapatan  tersebut diterima.  Dasar  pengakuan
pendapatan  adalah  dasar  kas  (cash basis).
Sedangkan dalam PSAK 105 paragraf  09 dinyatakan bahwa:
Keuntungan usaha musyarakah dibagi di antara para mitra secara
proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas
maupun aset nonkas) atau sesuai nisbah yang disepakati oleh para
mitra.
PT. BPRS Metro Madani mengakui pendapatan  bagi  hasil
pada  saat  pendapatan  tersebut diterima.  Dasar  pengakuan
pendapatan  adalah  dasar  kas  (cash basis).
Sehingga penerapan akuntansi mudharabah yang dilakukan PT.
BPRS Metro Madani untuk pengakuan pendapatan telah sesuai dengan
PSAK 106 yaitu pembagian hasil usaha disesuaikan dengan nisbah
yang telah disepakati.
4). Penyajian Akuntansi Musyarakah
Pada penerapan akuntansi musyarakah di PT. BPRS Metro
Madani dalam menyajikan akuntansi musyarakah dijelaskan bahwa
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jumlah pembiayaan musyarakah pada neraca. Pendapatan dan beban
diungkapkan berdasarkan jenis menurut karakteristik transaksi dalam
laporan Laba Rugi.
Sedangakan dalam PSAK 105 paragraf 35 dinyatakan bahwa:
Mitra aktif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan
usaha musyarakah dalam laporankeuangan:
a). Kas atau aset nonkas yang disisihkan oleh mitra aktif dan yang
diterima dari mitra pasif disajikan sebagai investasi musyarakah;
b). Aset musyarakah yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai
unsur dana syirkah temporer untuk; Selisih penilaian aset
musyarakah, bila ada, disajikan sebagai unsur ekuitas.
Sehingga penerapan akuntansi musyarakah yang dilakukan PT.
BPRS Metro Madani untuk penyajian akuntansi musyarakah tidak
sesuai dengan PSAK 106 yaitu tidak disajikannya produk musyarakah
sebagai investasi pada laporan keuangan syariah.
d. Analisis Penerapan Akuntansi Musyarakah di PT. BPRS Lampung Timur
Berdasarkan penerapan akuntansi musyarakah yang dilaksanakan
oleh PT. BPRS Lampung Timur, maka penulis akan menganalisis
beberapa hal yang berkaitan dengan penerapan akuntansi mudharabah
yang di terapkan oleh PT. BPRS Lampung Timur, yaitu sebagai berikut:
1). Sektor Ekonomi yang dapat dibiayai dalam pembiayaan Musyarakah
di PT. BPRS Lampung Timur
PT BPRS Lampung Timur menetapkan sektor-sektor ekonomi
yang dapat dibiayai dengan penyaluran pembiayaan musyarakah.
Sektor-sektor tersebut  merupakan sektor perekonomian yang halal dan
tidak melanggar Syariat Islam. Sektor perekonomian yang dapat
dibiayai oleh PT BPRS Lampung Timur dalam rangka penyaluran
pembiayaan musyarakah adalah sektor pertanian dan perkebunan.
Berdasarkan pernyataan tersebut diatas terlihat bahwa PT.
BPRS Lampung Timur benar-benar telah menerapkan Orientasi bisnis
yang seharusnya dilaksanakan oleh Bank Syariah yaitu penyaluran
pembiayaan musyarakah yang menerapkan pada sektor perekonomian
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yang halal dan tidak melanggar Syariat Islam dimana sangat berbeda
dengan yang diterapkan oleh bank konvensional yang hanya
berorientasi pada return yang menghasilkan keuntungan, dengan tidak
mengindahkan apakah bisnis tersebut dilarang syariah ataupun tidak,
bahkan dalam penentuan “tambahan harta” dalam hal simpanan
maupun pinjaman menggunakan sistem riba (pendekatan cost).
Selain itu, sektor ekonomi yang difasilitasi produk Musyarakah
oleh PT. BPRS Lampung Timur (sektor pertanian dan perkebunan)
telah memenuhi prinsip-prinsip dasar operasional bank syariah,
diantaranya sebagai berikut :
a). Prinsip al-Ta’awun
Merupakan prinsip untuk saling membantu dan bekerjasama antara
anggota masyarakat dalam berbuat kebaikan. Sebagaimana pada
Firman Allah S.W.T. dalam surat Al-Ma’idah ayat 2.
b). Prinsip menghindar al-Ikhtinaz
Seperti membiarkan uang menganggur dan tidak berputar  dalam
transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum , sebagaimana
pada firman Allah S.W.T  dalam surat An-Nisa’ ayat 29.
c). Bebas dari “MAGHRIB”
Dalam operasional ekonomi Islam haruslah terbebas dari unsur
maghrib (maysir, gharar, haram, riba dan bathil) karena ekonomi
Islam bukan hanya berprinsip rela merelakan melainkan juga
terbebas dari kedzaliman baik kepada diri sendiri maupun kepada
orang lain.
d). Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang  berbasis pada
perolehan keuntungan yang sah menurut syariah Islam, yaitu
memenuhi rukun, hak dan kewajiban dalam transaksi serta yang
berkaitan dengan hal itu.
2). Prosedur Pembiayaan Musyarakah di PT. BPRS Lampung Timur
Prosedur dalam pembiayaan musyarakahdibagi dalam beberapa
tahap  sebagai berikut:
a). Tahap sosialisasi dan permohonan pembiayaan.
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Tahap ini merupakan tahap awalpembicaraan antara pihak PT
Lampung Timur dan nasabah, baik penawaran oleh PT BPRS
Lampung Timur maupun permintaan oleh nasabah.
Sosialisasi sangat penting dilakukan oleh Bank Syariah, hal ini
dapat terlihat dari tujuan Bank Syariah itu sendiri yang di
kemukakan oleh      M. Amin Aziz, yaitu sebagai berikut :
i). Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana
meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat
banyak.
ii). Meningkatkan partisipasi mesyarakat banyak dalam proses
pembangunan terutama di bidang ekonomi keuangan.
iii). Berkembangnya lembaga bank dan sistem perbankan yang
sehat berdasarkan efesiensi dan keadilan akan mampu
meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga menggalakkan
usaha-usaha ekonomi masyarakat banyak dengan memperluas
jaringan lembaga keuangan perbankan ke daerah-daerah
terpencil.
iv). Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara
ekonomis, berperilaku bisnis, dalam meningkatkan kualitas
hidup mereka.
v). Berusaha membuktikan bahwa konsep perbankan Islam dapat
beroperasi, tumbuh dan berkembang melebihi bank-bank
dengan sistem lain.
Berdasarkan Tujuan Bank Syariah yang dikemukakan oleh
M. Amin Aziz diatas, dapat terlihat bahwa sosialisasi amatlah
penting sebagai tahap awal tercapainya seluruh tujuan dari sebuah
Bank syariah.
b). Tahap investigasi.
Dalam tahap ini, pihak PT BPRS Lampung Timur akan
mencari tahu informasitentang nasabah yang mengajukan
permohonan pembiayaan musyarakah, meliputi tempat dan tanggal
lahir, tempat tinggal, alamat perusahaan, status badan hukum
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perusahaan, dan hal-hal lain yang dianggap penting untuk
diketahui.
Tahap investigasi ini dilakukan oleh PT. BPRS Lampung
Timur dikarnakan terkait dengan penerapan rukun dan syarat
musyarakah, yaitu sebagai berikut:
Rukun musyarakah, yaitu :
i).  Akad, yang disebut juga shighat.
ii). Dua pihak yang berakad, syaratnya harus memiliki kecakapan
(ahliyah) melakukan tasharruf (pengelola harta).
iii).  Obyek akad yang mencakup pekerjaan (amal) atau modal,
menurut ulama Hanafiah, rukun syirkah hanya ijab dan qabul
atau serah terima. Sedangkan orang yang berakad dan obyek
akad bukan termasuk rukun, tapi syarat.Dan menurut Jumhur
Ulama, rukun syirkah meliputi shighat (lafaz) ijab dan qabul,
kedua orang yang berakad, dan obyek akad.
Syarat musyarakah, yaitu :
i). Perserikatan itu merupakan transaksi yang boleh diwakilkan.
Artinya, salah satu pihak jika bertindak secara hukum terhadap
objek perserikatan itu dengan izin pihak lain, dianggap sebagai
seluruh wakil pihak yang berserikat.
ii). Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan
jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah.
iii).Presentase pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak
yang berserikat dijelaskan ketika berlangsungnya akad.
Keuntungan itu diambil dari hasil laba harta perserikatan, bukan
dari harta lain.
iv). Modal, harga barang dan jasa harus jelas.
v). Tempat penyerahan (delivery) harus jelas karena akan
berdampak pada biaya transportasi.
vi). Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam
kepemilikan. Tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki
atau dikuasai seperti yang terjadi pada transaksi short sale
dalam pasar modal.
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Oleh sebab itu, agar penerapan penerapan produk musyarakah
dilekukan secara benar, maka PT. BPRS Lampung Timur
menyesuaikan kriteria nasabah dal hal-hal lain yang berkaitan
dengan produk musyarakah disesuaikan dengan rukun dan syarat
musyarakah yang telah ditentukan.
c). Tahap analisa.
Setelah melakukan investigasi, pihak PT BPRS Lampung
Timur menganalisa calon nasabah melalui prinsip 5C, yaitu:
i). Character, yaitu sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman
ii).Capacity, yaitu kemampuan untuk menjalankan usaha dan
mengembalikan pinjaman yang diambil
iii). Capital, yaitu besarnya modal yang diperlukan peminjam
iv). Collateral, yaitu jaminan yang dimiliki yang diberikan kepada
bank
v). Condition, yaitu kelayakan usaha nasabah
Analisa diperlukan sebagai suatu acuan untuk menilai orientasi
bisnis melalui prinsip 5C yang tersebut diatas, hal ini digunakan
untuk memastikan apakah dana yang disalurkan atas produk
musyarakah tersebut berkaitan dengan beberapa hal pokok sebagai
beikut:
i). Apakah obyek pembiayaan halal atau haram?
ii). Apakah proyek menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat?
iii). Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila?
iv). Apakah proyek dapat merugikan syiar Islam atau tidak?
d). Tahap persetujuan.
Dalam tahap ini, pihak PT BPRS Lampung Timur
melaksanakan rapat komite pembiayaan yang dihadari oleh tim
analisa dan pejabat bank untuk menetapkan batas pembiayaandan
beberapa persyaratan kepada calon nasabah. Besarnya pembiayaan
yang diberikan PT BPRS Lampung Timur kepada Nasabah tidak
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100% sesuai dengan permintaan nasabah tetapi dilihat dari hasil
tinjauan pihak PT BPRS Metro Madanipada usaha yang dimiliki
nasabah.
Besar pembiayaan yang kurang dari Rp10.000.000,00 dapat
langsung disetujui oleh kepala bagian pembiayaan sedangkan
pembiayaan yang lebih dari Rp10.000.000,00 keputusannya
diberikan oleh pejabat bank yaitu jajaran direksi. Besarnya total
setoran setiap kali angsuran yang terdiri dari setoran pokok, dan
bagi hasil ditetapkan di awal perjanjian beserta tanggal setoran
awal dan tanggal jatuh tempo. Jika disetujui, selanjutnya
dilaksanakan akad pembiayaan.
Hal tersebut diatas sangatlah wajar dijalankan oleh PT.
BPRS Lampung Timur, hal itu disebabkan Bank syariah memiliki
beberapa ciri atau karekteristis tersendiri, antara lain:
i). Berdimensi keadilan dan pemerataan
ii). Adanya pemberlakuan jaminan
iii). Menciptakan rasa kebersamaan
iv). Bersifat mandiri
v). Persaingan secara sehat
vi). Adanya Dewan Pengawas Syariah.
e). Tahap pencairan.
Setelah dilaksanakan akad antara pihak PT BPRS Lampung
Timur dan nasabah, pihak PT BPRS Lampung Timur memberikan
dana sesuai yang disepakati.
Meninjau dalam hal akad muyarakah yang terjadi terdapat
suatu ketentuan yaitu akad yang dilakukan memiliki konsekuensi
duniawi dan ukhrowi, karena akad yang dilakukan berdasarkan
hukum Islam.Selain itu akad dalam perbankan syariah baik dalam
hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya harus
memenuhi ketentuan akad (rukun dan syaratnya).
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f). Tahap monitoring.
Selama dimulainya akad dan berakhinya akad atau
tahappelunasan, pihak PT BPRS Lampung Timur melakukan
monitoring terhadap usaha yang dikelola oleh nasabah yang
pembiayaannya berasal dari PT BPRS Lampung Timur.
Monitoring seperti ini sangatlah diperlukan untuk dapat
merealisasikan tujuan dari Bank Syariah itu sendiri, seperti yang
dikemukakan oleh Heri Sudarsonno, beliau menuliskan dalam
bukunya beberapa tujuan dari bank syariah yang terkait dengan
monitoring, diantaranya sebagai berikut:
i). mengarahkan kegiatan ekonomi ummat untuk bermuammalat
secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan
perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-
jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur gharar
(tipuan), dimana jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam,
juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan
ekonomi rakyat.
ii). untuk meningkatkan kualitas hidup ummat dengan jalan
membuka peluang usaha yang lebih besar terutama kelompok
orang miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang
produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
g). Tahap pembayaran angsuran atau pelunasan.
Tahap ini merupakan waktu-waktu yang sudah disepakati untuk
dilakukannya pembayaran, baik angsuran pembiayaan maupun
pelunasan pembiayaan.
Berkaitan dengan pembayaran angsuran, penulis menganalisa
proses pembayaran dan tata cara pembayaran, tentu saja
pengembalian dana musyarakah (angsuran) yang dilaksanakan
oleh nasabah kepada PT. BPRS Lampung Timur tidak terlepas
pada pembayaran dana muyarakah itu sendiri (angsuran pokok)
dan bagi hasil yang telah ditetapkan sesuai kesepakatan (angsuran
basil).
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Menjurus pada pengembalian dana musyarakah (angsuran
pokok) yang diberikan oleh nasabah haruslah ditentukan oleh
syariat yang ditentukan dan komitmen yang disepakati oleh kedua
belah pihak, sebagaimana yang ditetapkan oleh PT. BPRS
Lampung Timur, hal ini sesuai dengan firman Allah S.W.T. pada
surat An-Nisa’ ayat 29.
Selanjutnya mengenai  bagi hasil ( angsuran bagi hasil)
haruslah rill dihitung berdasarkan hasil yang benar-benar diperoleh
oleh nasabah dengan metode pembagian keuntungan sesuai dengan
kesepakatan (nisbah) hal dilakukan untuk menghidari penambahan
harta pada sohibul mal yang tak sesuai dengan syariat Islam (riba),
sebagaimana pada firman Allah S.W.T. pada surat Ar-Rum ayat
39.
3). Analisis Penerapan Akuntansi Musyarakah di PT. BPRS Lampung
Timur berdasarkan PSAK 106
Berdasarkan penerapan akuntansi musyarakah yang
dilaksanakan oleh PT. BPRS Lampung Timur dapat  diketahui bahwa
belum  seluruh praktik  pengakuan  akuntansi  sesuai  dengan  PSAK
No. 106.  Praktik  pengakuan  akuntansi yang  terdiri  dari pengakuan
keuntungan atau pendapatan dan penyajian akuntansi telah sesuai
dengan PSAK No. 106. Namun, praktik  pengakuan  akuntansi
pembiayaan  musyarakah  mengenai pengakuan investasi dan kerugian
belum sesuai dengan PSAK No. 106. Hal ini dapat dijelaskan sebagai
berikut:
a). Pengakuan Investasi
Pada penerapan akuntansi musyarakah di PT. BPRS
Lampung Timur untuk pengakuan investasi musyarakah dijelaskan
bahwa dana  musyarakah dalam  bentuk  kas  yang  disalurkan
sebagai pembiayaan  musyarakah pada saat dana tersebut
diberikan kepada nasabah yaitu pada saat pencairan dana.
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Sedangkan pada PSAK 106 paragraf 27 dinyatakan bahwa :
Investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau
penyerahan aset non-kas kepada mitra aktif.
Sehingga penerapan akuntansi musyarakah yang dilakukan
PT. BPRS Lampung Timur untuk pengakuan investasi belum
sesuai dengan PSAK 106 hal ini dikarnakan penerapan akuntansi
musyarakah yang dilakukan PT. BPRS Lampung Timur untuk
pengakuan investasi menyatakan dana musyarakah yang diberikan
diakui sebagai pembiayaan musyarakah dan bukan sebagai
investasi musyarakah sebagaimana yang terdapat pada PSAK 106
paragraf 27.
b). Pengakuan Kerugian
Pada penerapan akuntansi musyarakah di PT. BPRS Lampung
Timur untuk pengakuan kerugian dijelaskan bahwa PT. BPRS
Lampung Timur  belum mengakui penurunan  nilai  investasi
sebagai  kerugian  yang  mengurangi saldo pembiayaan
musyarakah bila  terbukti  tidak  ada  kelalaian  atau kesalahan
dari  pihak nasabah.
Perlakuan yang dilakukan oleh pihak PT. BPRS Lampung
Timur kepada nasabah jika terjadi hal tersebut adalah melakukan
penjadawalan ulang angsuran pembiayaan atau akad ulang
pembiayaan yang disesuaikan dengan kemampuan dari pihak
nasabah tersebut. Dimana dalam akad ulang tersebut terjadi
perjanjian nisbah yang berbeda dari akad pembiyaan muyarakah
yang pertama, dimana nisbah yang disepakati disesuaikan dengan
kemampuan dari pihak nasabah tersebut.
Sedangkan pada PSAK 106 paragraf  9 dinyatakan bahwa :
kerugian dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana
yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset nonkas).
Sehingga penerapan akuntansi musyarakah yang dilakukan
PT. BPRS Lampung Timur untuk pengakuan kerugian belum
sesuai dengan PSAK 106 hal ini dikarnakan penerapan akuntansi
musyarakah yang dilakukan PT. BPRS Lampung Timur untuk
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pengakuan kerugian menyatakan dana musyarakah yang diberikan
sebagai pembiayaan musyarakah tetap harus dikembalikan yaitu
dengan salah satu cara adalah penjadwalan ulang atau akad ulang,
sehingga dapat terlihat bahwa PT. BPRS Lampung Timur hingga
saat ini belum mampu menerapkan poduk musyarakah seutuhnya
dalam arti dimana keuntungan dibagi dan kerugianpun juga sama-
sama ditanggagung yang dijelaskan dalam PSAK 106.
c). Pengakuan Pendapatan
Dalam  pembiayaan musyarakah, PT. BPRS Lampung
Timur sebagai  bank  yang  menganut  prinsip syariah
menggunakan sistem  bagi  hasil  yang  jumlahnya  tergantung  dari
pendapatan nasabah dengan penentuan nisbah bagi hasil sesuai
dengan laba bersih dari nasabah yang tertera di laporan keuangan
nasabah yang menerima fasilitas pembiayaan musyarakah.
PT. BPRS Lampung Timur mengakui  pendapatan  bagi
hasil  pada  saat  pendapatan  tersebut diterima.  Dasar  pengakuan
pendapatan  adalah  dasar  kas  (cash basis).
Sedangkan dalam PSAK 106 paragraf  09 dinyatakan bahwa:
Keuntungan usaha musyarakah dibagi di antara para mitra secara
proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas
maupun aset nonkas) atau sesuai nisbah yang disepakati oleh para
mitra.
PT. BPRS Lampung Timur mengakui  pendapatan  bagi
hasil  pada  saat  pendapatan  tersebut diterima.  Dasar  pengakuan
pendapatan  adalah  dasar  kas  (cash basis).
Sehingga penerapan akuntansi mudharabah yang dilakukan
PT. BPRS Lampung Timur untuk pengakuan pendapatan telah
sesuai dengan PSAK 106 yaitu pembagian hasil usaha disesuaikan
dengan nisbah yang telah disepakati.
d). Penyajian Akuntansi Musyarakah
Pada penerapan akuntansi musyarakah di PT. BPRS
Lampung Timur dalam  menyajikan akuntansi musyarakah
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dijelaskan bahwa jumlah  pembiayaan musyarakah pada
neraca.Pendapatan  dan  beban  diungkapkan berdasarkan  jenis
menurut  karakteristik  transaksi  dalam  laporan Laba Rugi.
Sedangakan dalam PSAK 106 paragraf 35 dinyatakan
bahwa: Mitra aktif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait
dengan usaha musyarakah dalam laporankeuangan:
i). Kas atau aset nonkas yang disisihkan oleh mitra aktifdan yang
diterima dari mitra pasif disajikan sebagaiinvestasi
musyarakah;
ii). Aset musyarakah yang diterima dari mitra pasif disajikan
sebagai unsur dana syirkah temporer untuk; Selisih penilaian
aset musyarakah, bila ada, disajikan sebagai unsur ekuitas.
Sehingga penerapan akuntansi musyarakah yang dilakukan
PT. BPRS Lampung Timur untuk penyajian akuntansi musyarakah
tidak sesuai dengan PSAK 106 yaitu dikarnakan tidak disajikannya
musyarakah sebagai investasi pada laporan keuangan syariah.
e. Analisis Penerapan Akuntansi Mudharabah di PT. BPRS Metro Madani
berdasarkan PSAK 105 melalui Pendekatan Teori Akuntansi Positif
Berdasarkan analisis akuntansi mudharabah yang diterapkan oleh
PT. BPRS Metro Madani dipaparkan bahwa tidak semua yang terkait
dengan penerapan akuntansi mudharabah sesuai dengan PSAK 105,
dimana untuk pengakuan investasi dan kerugian tidak sesuai dengan
PSAK 105 sedangkan untuk pengakuan pendapatan dan penyajian
akuntansi mudharabah telah sesuai dengan PSAK 105, dari analisis
tersebut penulis akan memaparkan kembali melalui pendekatan teori
akuntansi positif, yaitu sebagai berikut:
1). Pengakuan Investasi
Penerapan akuntansi mudharabah untuk pengakuan investasi
yang diterapkan oleh PT. BPRS Metro Madani tidak sesuai dengan
PSAK 105, hal ini dikarnakan mudharabah diakui sebagai pembiayaan
dan bukan sebagai investasi sebagaimana yang diatur dalam PSAK
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105, dan melalui pendekatan teori akuntansi positif dapat dianalisa
sebagai berikut;
Pendekatan teori akuntansi positif memiliki pandangan bahwa
perusahaan merupakan suatu muara bagi berbagai macam kontrak yang
datang padanya atau nexus of contracs (penghunbung kontrak), yang
dikatakan perusahaan disini ialah PT. BPRS Metro Madani, oleh sebab
itu bila melalui pendekatan teori akuntansi positif untuk penerapan
akuntansi mudharabah yang dilaksanakan PT. BPRS Metro Madani
lebih cenderung untuk menerapakan akuntansi mudharabah itu dalam
pengakuan sebagai investasi hal ini dikarnakan PT. BPRS Metro
Madani yang diposisikan sebagai muara untuk sebagian atau beberapa
kontrak.
Pendekatan teori akuntansi positif dapat digunakan oleh PT.
BPRS Metro Madani untuk mengelola akuntansi mudharabah sebagai
sebuah investasi karna salah satu tujuan dari pendekatan teori
akuntansi positif yaitu menjadikan pembuatan kebijakan (Direktur
Utama) dapat memprediksi konsekuensi ekonomis dari berbagi
kebijakan dan praktek akuntansi.
2). Pengakuan Kerugian
Penerapan akuntansi mudhararabah yang dilakukan oleh PT.
BPRS Metro Madani untuk pengakuan kerugian tidak sesuai dengan
PSAK 105, hal ini dikarnakan akuntansi mudharabah yang di terapkan
oleh PT. BPRS Metro Madani tetap mengharuskan pihak nasabah
untuk dapat tetap membayar angsuran walaupun dengan cara akad
ulang atau yang lainnya tanpa memandang resiko apapun yang
dihadapi dalam perjalan usaha tersebut sehingga tidak sesuai dengan
yang ada pada PSAK 105, dan melalui pendekatan teori akuntansi
positif dapat dianalisa sebagai berikut;
Pendekatan teori akuntansi positif menyatakan bahwa PT.
BPRS Metro Madani adalah sebagai suatu kumpulan dari berbagai
kontrak, secara rasional PT. BPRS Metro Madani ingin meminimalkan
contracting cost (biaya kontrak) yang berkaitan dengan kontrak-
kontrak yang masuk pada PT. BPRS Metro Madani, seperti cost
127
negosiasi, pemantauan kinerja kontrak, kemungkinan kebangkrutan
atau kegagalan, dan lain sebagainya. Beberapa dari kontrak tersebut
melibatkan variabel-variabel akuntansi dan teori akuntansi positif
beragumentasi bahwa perusahaan akan memanfaatkan kebijakan
akuntansi guna meminimumkan contaracting cost.
Sehingga untuk pengakuan kerugian, pendekatan teori
akuntansi positif cenderung hanya akan menjadikan pembuat kebijakan
untuk meminimalkan kemungkinan kerugian tersebut.
3). Pengakuan Pendapatan
Penerapan akuntansi mudharabah untuk pengakuan pendapatan
yang diterapkan oleh PT. BPRS Metro Madani telah sesuai dengan
PSAK 105, hal ini dikarnakan pembagian hasil usaha disesuaikan
dengan nisbah yang telah disepakati, dan melalui pendekatan teori
akuntansi positif dapat dianalisa sebagai berikut;
Pendekatan teori akuntansi positif dibentuk dari beberapa
hipotesis yang salah satunya adalah hipotesis rencana bonus (bonus
plan hypothesis) dimana para menejer perusahan dengan rencana
bonus akan lebih memungkinkan untuk memilih prosedur akuntansi
yang dapat menggantikan pelaporan laba untuk periode mendatang ke
periode sekarang atau dikenal dengan income smoothing.
Dengan hipotesis tersebut apabila menejer dalam sistem
penggajiannya sangat tergantung pada bonus akan cenderung untuk
memilih metode akuntansi yang dapat memaksimalkan gajinya. Begitu
pula dengan penerapan akuntansi mudharabah yang melalui
pendekatan teori akuntansi positif dengan hipotesis rencana bonus
maka akan dapat membuat sebuah rencana untuk menghasilkan laba
mudharabah dititik maksimum sehingga menambah pendapatan di PT.
BPRS Metro Madani dengan bagi hasil yang diterimanya.
4). Penyajian Akuntansi Mudharabah
Penerapan akuntansi mudharabah oleh PT. BPRS Metro
Madani untuk penyajian akuntansi mudharabah telah sesuai dengan
PSAK 105, hal ini dikarnakan penyajian akuntansi mudharabah yang
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diterapkan oleh PT. BPRS Metro Madani sama dengan PSAK 105
yaitu disajikan pada laporan keuangan syariah, dan melalui pendekatan
teori akuntansi positif dapat dianalisa sebagai berikut;
Teori akuntansi positif merupakan suatu teori yang berupaya
untuk menjelaskan mengapa kebijakan akuntansi menjadi suatu
masalah bagi perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan
laporan keuangan dan untuk memprediksi kebijakan akuntansi yang
hendak dipilih oleh perusahaan dalam kondisi tertentu.
Sehingga penerapan akuntansi mudharabah yang dimana dalam
penyajiannya pada laporan keuangan syariah dapat menjadikan
pembuat kebijakan dapat memprediksi konsekuensi ekonomis dari
berbagai kebijkan praktek ekonomis.
f. Analisis Penerapan Akuntansi Musyarakah di PT. BPRS Metro Madani
berdasarkan PSAK 106 melalui Pendekatan Teori Akuntansi Positif
Berdasarkan analisis akuntansi musyarakah yang diterapkan oleh
PT. BPRS Metro Madani dipaparkan bahwa tidak semua yang terkait
dengan penerapan akuntansi musyarakah sesuai dengan PSAK 106,
dimana untuk pengakuan investasi dan kerugian tidak sesuai dengan
PSAK 106 sedangkan untuk pengakuan pendapatan dan penyajian
akuntansi musyarakah telah sesuai dengan PSAK 106, dari analisis
tersebut penulis akan memaparkan kembali melalui pendekatan teori
akuntansi positif, yaitu sebagai berikut:
1). Pengakuan Investasi
Penerapan akuntansi musyarakah untuk pengakuan investasi
yang diterakan oleh PT. BPRS Metro Madani tidak sesuai dengan
PSAK 106, hal ini dikarnakan musyarakah diakui sebagai pembiayaan
dan bukan sebagai investasi sebagaimana yang diatur dalam PSAK
106, dan melalui pendekatan teori akuntansi positif dapat dianalisa
sebagai berikut;
Pendekatan teori akuntansi positif memiliki pandangan bahwa
perusahaan merupakan suatu muara bagi berbagai macam kontrak yang
datang padanya atau nexus of contracs (penghunbung kontrak), yang
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dikatakan perusahaan disini ialah PT. BPRS Metro Madani, oleh sebab
itu bila melalui pendekatan teori akuntansi positif untuk penerapan
akuntansi musyarakah yang dilaksanakan PT. BPRS Metro Madani
lebih cenderung untuk menerapakan akuntansi musyarakah  itu dalam
pengakuan sebagai investasi hal ini dikarnakan PT. BPRS Metro
Madani yang diposisikan sebagai muara untuk sebagian atau beberapa
kontrak.
Pendekatan teori akuntansi positif dapat digunakan oleh PT.
BPRS Metro Madani untuk mengelola akuntansi musyarakah sebagai
sebuah investasi karna salah satu tujuan dari pendekatan teori
akuntansi positif yaitu menjadikan pembuatan kebijakan (Direktur
Utama) dapat memprediksi konsekuensi ekonomis dari berbagi
kebijakan dan praktek akuntansi.
2). Pengakuan Kerugian
Penerapan akuntansi musyarakah yang dilakukan oleh PT.
BPRS Metro Madani untuk pengakuan kerugian tidak sesuai dengan
PSAK 106, hal ini dikarnakan akuntansi musyarakah  yang di terapkan
oleh PT. BPRS Metro Madani tetap mengharuskan pihak nasabah
untuk dapat tetap membayar angsuran walaupun dengan cara akad
ulang atau yang lainnya tanpa memandang resiko apapun yang
dihadapi dalam perjalan usaha tersebut sehingga tidak sesuai dengan
yang ada pada PSAK 106, dan melalui pendekatan teori akuntansi
positif dapat dianalisa sebagai berikut;
Pendekatan teori akuntansi positif menyatakan bahwa PT.
BPRS Metro Madani adalah sebagai suatu kumpulan dari berbagai
kontrak, secara rasional PT. BPRS Metro Madani ingin meminimalkan
contracting cost (biaya kontrak) yang berkaitan dengan kontrak-
kontrak yang masuk pada PT. BPRS Metro Madani, seperti cost
negosiasi, pemantauan kinerja kontrak, kemungkinan kebangkrutan
atau kegagalan, dan lain sebagainya. Beberapa dari kontrak tersebut
melibatkan variabel-variabel akuntansi dan teori akuntansi positif
beragumentasi bahwa perusahaan akan memanfaatkan kebijakan
akuntansi guna meminimumkan contaracting cost.
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Sehingga untuk pengakuan kerugian, pendekatan teori
akuntansi positif cenderung hanya akan menjadikan pembuat kebijakan
untuk meminimalkan kemungkinan kerugian tersebut.
3). Pengakuan Pendapatan
Penerapan akuntansi musyarakah untuk pengakuan pendapatan
yang diterapkan oleh PT. BPRS Metro Madani telah sesuai dengan
PSAK 106, hal ini dikarnakan pembagian hasil usaha disesuaikan
dengan nisbah yang telah disepakati, dan melalui pendekatan teori
akuntansi positif dapat dianalisa sebagai berikut;
Pendekatan teori akuntansi positif dibentuk dari beberapa
hipotesis yang salah satunya adalah hipotesis rencana bonus (bonus
plan hypothesis) dimana para menejer perusahan dengan rencana
bonus akan lebih memungkinkan untuk memilih prosedur akuntansi
yang dapat menggantikan pelaporan laba untuk periode mendatang ke
periode sekarang atau dikenal dengan income smoothing.
Dengan hipotesis tersebut apabila menejer dalam sistem
penggajiannya sangat tergantung pada bonus akan cenderung untuk
memilih metode akuntansi yang dapat memaksimalkan gajinya. Begitu
pula dengan penerapan akuntansi musyarakah yang melalui
pendekatan teori akuntansi positif dengan hipotesis rencana bonus
maka akan dapat membuat sebuah rencana untuk menghasilkan laba
musyarakah dititik maksimum sehingga menambah pendapatan di PT.
BPRS Metro Madani dengan bagi hasil yang diterimanya.
4). Penyajian Akuntansi Musyarakah
Penerapan akuntansi musyarakah oleh PT. BPRS Metro
Madani untuk penyajian akuntansi musyarakah telah sesuai dengan
PSAK 106, hal ini dikarnakan penyajian akuntansi musyarakah yang
diterapkan oleh PT. BPRS Metro Maani sama dengan PSAK 106 yaitu
disajikan pada laporan keuangan syariah, dan melalui pendekatan teori
akuntansi positif dapat dianalisa sebagai berikut;
Teori akuntansi positif merupakan suatu teori yang berupaya
untuk menjelaskan mengapa kebijakan akuntansi menjadi suatu
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masalah bagi perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan
laporan keuangan dan untuk memprediksi kebijakan akuntansi yang
hendak dipilih oleh perusahaan dalam kondisi tertentu.
Sehingga penerapan akuntansi mudharabah yang dimana dalam
penyajiannya pada laporan keuangan syariah dapat menjadikan
pembuat kebijakan dapat memprediksi konsekuensi ekonomis dari
berbagai kebijkan praktek ekonomis.
g. Analisis Penerapan Akuntansi Musyarakah di PT. BPRS Lampung Timur
berdasarkan PSAK 106 melalui Pendekatan Teori Akuntansi Positif
Berdasarkan analisis akuntansi musyarakah yang diterapkan oleh
PT. BPRS Lampung Timur dipaparkan bahwa tidak semua yang terkait
dengan penerapan akuntansi musyarakah sesuai dengan PSAK 106,
dimana untuk pengakuan investasi dan kerugian tidak sesuai dengan
PSAK 106 sedangkan untuk pengakuan pendapatan dan penyajian
akuntansi musyarakah telah sesuai dengan PSAK 106, dari analisis
tersebut penulis akan memaparkan kembali melalui pendekatan teori
akuntansi positif, yaitu sebagai berikut:
1). Pengakuan Investasi
Penerapan akuntansi musyarakah untuk pengakuan investasi
yang diterakan oleh PT. BPRS Lampung Timur tidak sesuai dengan
PSAK 106, hal ini dikarnakan musyarakah diakui sebagai pembiayaan
dan bukan sebagai investasi sebagaimana yang diatur dalam PSAK
106, dan melalui pendekatan teori akuntansi positif dapat dianalisa
sebagai berikut;
Pendekatan teori akuntansi positif memiliki pandangan bahwa
perusahaan merupakan suatu muara bagi berbagai macam kontrak yang
datang padanya atau nexus of contracs (penghunbung kontrak), yang
dikatakan perusahaan disini ialah PT. BPRS Lampung Timur, oleh
sebab itu bila melalui pendekatan teori akuntansi positif untuk
penerapan akuntansi musyarakah yang dilaksanakan PT. BPRS
Lampung Timur lebih cenderung untuk menerapakan akuntansi
musyarakah  itu dalam pengakuan sebagai investasi hal ini dikarnakan
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PT. BPRS Lampung Timur yang diposisikan sebagai muara untuk
sebagian atau beberapa kontrak.
Pendekatan teori akuntansi positif dapat digunakan oleh PT.
BPRS Lampung Timur untuk mengelola akuntansi musyarakah
sebagai  sebuah investasi karna salah satu tujuan dari pendekatan teori
akuntansi positif yaitu menjadikan pembuatan kebijakan (Direktur
Utama) dapat memprediksi konsekuensi ekonomis dari berbagi
kebijakan dan praktek akuntansi.
2). Pengakuan Kerugian
Penerapan akuntansi musyarakah yang dilakukan oleh PT.
BPRS Lampung Timur untuk pengakuan kerugian tidak sesuai dengan
PSAK 106, hal ini dikarnakan akuntansi musyarakah  yang di terapkan
oleh PT. BPRS Lampung Timur  tetap mengharuskan pihak nasabah
untuk dapat tetap membayar angsuran walaupun dengan cara akad
ulang atau yang lainnya tanpa memandang resiko apapun yang
dihadapi dalam perjalan usaha tersebut sehingga tidak sesuai dengan
yang ada pada PSAK 106, dan melalui pendekatan teori akuntansi
positif dapat dianalisa sebagai berikut;
Pendekatan teori akuntansi positif menyatakan bahwa PT.
BPRS Lampung Timur adalah sebagai suatu kumpulan dari berbagai
kontrak, secara rasional PT. BPRS Lampung Timur ingin
meminimalkan contracting cost (biaya kontrak) yang berkaitan dengan
kontrak-kontrak yang masuk pada PT. BPRS Lampung Timur, seperti
cost negosiasi, pemantauan kinerja kontrak, kemungkinan
kebangkrutan atau kegagalan, dan lain sebagainya. Beberapa dari
kontrak tersebut melibatkan variabel-variabel akuntansi dan teori
akuntansi positif beragumentasi bahwa perusahaan akan memanfaatkan
kebijakan akuntansi guna meminimumkan contaracting cost.
Sehingga untuk pengakuan kerugian, pendekatan teori
akuntansi positif cenderung hanya akan menjadikan pembuat kebijakan
untuk meminimalkan kemungkinan kerugian tersebut.
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3). Pengakuan Pendapatan
Penerapan akuntansi musyarakah untuk pengakuan pendapatan
yang diterapkan oleh PT. BPRS Lampung Timur telah sesuai dengan
PSAK 106, hal ini dikarnakan pembagian hasil usaha disesuaikan
dengan nisbah yang telah disepakati, dan melalui pendekatan teori
akuntansi positif dapat dianalisa sebagai berikut;
Pendekatan teori akuntansi positif dibentuk dari beberapa
hipotesis yang salah satunya adalah hipotesis rencana bonus (bonus
plan hypothesis) dimana para menejer perusahan dengan rencana
bonus akan lebih memungkinkan untuk memilih prosedur akuntansi
yang dapat menggantikan pelaporan laba untuk periode mendatang ke
periode sekarang atau dikenal dengan income smoothing.
Dengan hipotesis tersebut apabila menejer dalam sistem
penggajiannya sangat tergantung pada bonus akan cenderung untuk
memilih metode akuntansi yang dapat memaksimalkan gajinya. Begitu
pula dengan penerapan akuntansi musyarakah yang melalui
pendekatan teori akuntansi positif dengan hipotesis rencana bonus
maka akan dapat membuat sebuah rencana untuk menghasilkan laba
musyarakah dititik maksimum sehingga menambah pendapatan di PT.
BPRS Lampung Timur dengan bagi hasil yang diterimanya.
4). Penyajian Akuntansi Musyarakah
Penerapan akuntansi musyarakah oleh PT. BPRS Lampung
Timur untuk penyajian akuntansi musyarakah telah sesuai dengan
PSAK 106, hal ini dikarnakan penyajian akuntansi musyarakah yang
diterapkan oleh PT. BPRS Lampung Timur sama dengan PSAK 106
yaitu disajikan pada laporan keuangan syariah, dan melalui pendekatan
teori akuntansi positif dapatdianalisa sebagai berikut;
Teori akuntansi positif merupakan suatu teori yang berupaya
untuk menjelaskan mengapa kebijakan akuntansi menjadi suatu
masalah bagi perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan
laporan keuangan dan untuk memprediksi kebijakan akuntansi yang
hendak dipilih oleh perusahaan dalam kondisi tertentu.
134
Sehingga penerapan akuntansi mudharabah yang dimana dalam
penyajiannya pada laporan keuangan syariah dapat menjadikan
pembuat kebijakan dapat memprediksi konsekuensi ekonomis dari





Berdasarkan data-data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat
diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Penerapan Akuntansi Mudharabah dan Musyarakah pada PT. BPRS Metro Madani dan
PT. BPRS Lampung Timur, adalah sebagai berikut:
a. Pada saat penyerahan modal (tahap pencairan) dalam bentuk kas ataupun non kas
kepada mitra aktif dicatat sebagai pembiayaan baik untuk produk mudharabah
maupun musyarakah, hanya yang membedakan antara PT. BPRS Metro Madani
dengan PT. BPRS Lampung Timur ialah pembebanan biaya administrasi akad
pembiayaannya, jika PT. BPRS Lampung timur memberikan beban biaya
administrasi pembiayaan pada saat pencairan dana pada nasabahnya, berbeda
halnya dengan PT. BPRS Metro Madani yang dimana pada proses pencairan dana
pembiayaan tidak adanya administrasi pembiayaan yang dibebankan kepada
nasabahnya.
b. Perlakuan yang dilakukan kepada mitra aktif jika terjadi kerugian adalah melakukan
penjadwalan ulang pembiayaan atau akad ulang pembiayaan, selain itu dengan
melakukan pelaporan kepada pihak asuransi terkait.
c. Hal-hal yang berkaitan dengan transaksi mudharabah dan musyarakah tercatat pada
laporan neraca dan laporan laba rugi.
2. Kesesuaian pencatatan transaksi Mudharabah dan Musyarakah pada PT. BPRS Metro
Madani dan PT. BPRS Lampung Timur terhadap PSAK 105 untuk mudharabah dan
PSAK 106 untuk musyarakah, dapat dilihat dalam beberapa hal diantaranya sebagai
berikut:
a. Pencatatan yang dilakukan PT. BPRS Metro Madani dan PT. BPRS Lampung
Timur pada saat penyerahan modal berupa kas atau aset non-kas tidak sesuai
dengan PSAK 105 untuk mudharabah dan PSAK 106 untuk musyarakah, adapun
akun pencatatannya adalah pembiayaan mudharabah atau musyarakah dan bukan
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sebagai investasi sebagaimana diatur pada PSAK 105 untuk mudharabah dan PSAK
106 untuk musyarakah.
b. Belum adanya pencatatan jurnal untuk penghapusan piutang transaksi mudharabah
dan musyarakah pada PT. BPRS Metro Madani dan transaksi musyarakah pada
BPRS Lampung Timur sehingga tidak sesuai dengan PSAK 105 untuk mudharabah
dan PSAK 106 untuk musyarakah.
c. Pengakuan pendapatan pada PT. BPRS Metro Madani dan PT. BPRS Lampung
Timur menggunakan perhitungan nisbah bagi hasil yang diakui pada saat
penyerahan atau pembayaran bagi hasil baersarkan kas (cash basis) sesuai dengan
PSAK 105 untuk mudharabah dan PSAK 106 untuk musyarakah.
d. Penyajian transaksi mudharabah dan musyarakah pada PT. BPRS Metro Madani
dan transaksi musyarakah pada PT. BPRS Lampung Timur dicatat pada laporan
keuangan dan tidak sesuai dengan PSAK 105 untuk mudharabah dan PSAK 106
untuk musyarakah.
3. Penerapan Akuntansi Mudharabah dan Musyarakah pada PT. BPRS Metro Madani dan
PT. BPRS Lampung Timur melalui pendekatan Teori Akuntansi Positif yaitu sebagai
berikut:
Analisis akuntansi mudharabah dan musyarakah yang diterapkan oleh PT. BPRS
Metro Madani dan akuntansi musyarakah yang diterapkan oleh PT. BPRS Lampung
Timur dipaparkan bahwa pengakuan untuk mudharabah dan musyarakah dinyatakan
sebagai pembiayaan dan bukan investasi begitu pula tentang perlakuan terhadap
kerugiannya. Oleh sebab itu melalui pendekatan teori akuntansi positif dinyatakan
bahwa PT. BPRS Metro Madani dan PT. BPRS Lampung Timur diposisikan sebagai
muara dari berbagai macam kontrak sehingga lebih menguntungkan jika memberikan
investasi dibandingkan hutang atau pembiayaan, begitu pula jika terjadinya kerugian
pendekatan teori akuntansi positif dapat menjadi acuan tentang bagaimana
meminimalisir kerugian tersebut karna tujuan dari teori akuntansi positif itu sendiri
adalah menjadikan pembuat kebijakan dapat memprediksi konsekuensi ekonomis dari
berbagai kebijakan dan praktek akuntansi. Hal yang sedemikian itu telah sesuai dengan
prespektif ekonomi Islam karna Bank Syariah sendiri adalah sebuah muara yang dalam
operasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syari’at Islam, khususnya yang
menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dikatakan lebih lanjut, dalam tata
cara bermuamalah itu harus dijahui oleh hal-hal dan praktek-praktek yang
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dikhawatirkan mengandung unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi
atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan. Riba adalah hal yang sangat dijauhi
pada praktik Bank Syariah dan merupakan alasan terpenting atas kelahiran Bank
Syariah itu sendiri yang sangat berbeda dengan Bank Konvensional, pentingnya
menjauhi riba ini terdapat pada beberapa firman Allah S.W.T. dalam Al Qur’an, yang
salah satunya pada surat Ar-Rum ayat 39, sebagai berikut:
                     
          
Artinya :
“Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta
manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan
berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang
berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”.
B. Saran
Berdasarkan Analisis yang penulis telah lakukan, terdapat beberapa hal yang dapat
lebih menyempurnakan penerapan Akuntansi Mudharabah dan Musyarakah sehingga
penulis memberikan saran-saran antara lain sebagai berikut:
1. Pihak PT. BPRS Metro Madani dan PT. BPRS Lampung Timur sebaiknya menerapkan
produk penyaluran dana Mudharabah dan Musyarakah diakui sebagai Investasi dan
bukan sebagai hutang, selain lebih sesuai dengan PSAK 105 dan PSAK 106, pengakuan
sebagai Investasi dinilai lebih menguntungkan dan sekaligus dapat menstimulasi PT.
BPRS Metro Madani dan PT. BPRS Lampung Timur yang bukan hanya sekedar
sebagai lembaga bisnis namun yang terpenting adalah sebagai lembaga dakwah Islam
dengan cara mengedukasi para nasabahnya tentang bagaimana cara berekonomi syariah
yang sesungguhnya.
2. Direkomendasikan bagi peneliti berikutnya yang berminat melakukan kajian pada objek
yang sama yaitu Akuntansi Mudharabah dan Musyarakah dengan melalui beberapa
pendekatan teori-teori Ekonomi Lainnya.
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